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ABSTRAK

Nurwanto NIM. 22621029 “Peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan
Selupu Rejang Dalam Mengimplementasikan Perlindungan Hukum
Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Kasus Pernikahan
Dini” Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan yang berdampak terhadap
pemenuhan hak perempuan, khususnya hak atas kesehatan reproduksi. Meskipun
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimum
perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, praktik pernikahan
dini masih ditemukan di Kecamatan Selupu Rejang. Kondisi tersebut menuntut
peran aktif Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengimplementasikan
perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis peran KUA Kecamatan Selupu Rejang dalam
mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi
perempuan dalam kasus pernikahan dini serta menganalisis implementasi tersebut
ditinjau dari perspektif Maqgasid al-Syari'ah. Penelitian ini merupakan penelitian
hukum yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara
deskriptif kualitatif menggunakan teori implementasi kebijakan Donald S. Van
Meter dan Carl E. Van Horn serta dianalisis dalam perspektif Magasid al-
Syart'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Selupu Rejang
telah mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi
perempuan melalui verifikasi usia calon mempelai, penerbitan surat penolakan
bagi calon mempelai yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pelaksanaan
Bimbingan Perkawinan, persyaratan pemeriksaan kesehatan reproduksi, serta
kolaborasi dengan Puskesmas, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB),
dan Cahaya Perempuan Women Crisis Center (CPWCC) Bengkulu melalui
Forum Komunikasi Perempuan Akar Rumput (FKPAR). Ditinjau dari perspektif
Magasid al-Syart'ah, implementasi tersebut sejalan dengan prinsip Zifz al-nafs,
hifz al-'aql, dan hifz al-nasl karena berorientasi pada perlindungan jiwa,
peningkatan kesadaran hukum, serta pemeliharaan keturunan melalui pencegahan
pernikahan dini.

Kata Kunci: Implementasi, Perlindungan Hukum, Kesehatan Reproduksi,
Pernikahan Dini, Magqasid al-Syari'ah.
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ABSTRACT

Nurwanto (NIM: 22621029), "The Role of the Religious Affairs Office
(KUA) of Selupu Rejang District in Implementing Legal Protection for
Women's Reproductive Health in Cases of Early Marriage' Thesis, Islamic
Family Law Study Program (HKI)

Early marriage remains an issue affecting the fulfillment of women's rights,
particularly the right to reproductive health. Although Law Number 16 of 2019
established a minimum marriage age of 19 for both men and women, the practice
of early marriage persists in Selupu Rejang District. This situation necessitates an
active role from the Religious Affairs Office (KUA) in implementing legal
protection for women's reproductive health. This study aims to analyze the role of
the Selupu Rejang District KUA in implementing such legal protection regarding
early marriage cases and to examine this implementation from the perspective of
Magasid al-Syari'ah (the objectives of Islamic law). This is an empirical legal
study employing both statutory and conceptual approaches. Data were collected
through observation, interviews, and documentation, then analyzed using a
descriptive-qualitative method based on the policy implementation theory of
Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, as well as the Magqasid al-Syari'ah
perspective. The results indicate that the Selupu Rejang District KUA has
implemented legal protection for women's reproductive health through measures
such as verifying the ages of prospective brides and grooms, issuing letters of
refusal for those who do not meet the minimum age requirement, conducting
marriage counseling, mandating reproductive health check-ups, and collaborating
with Community Health Centers (Puskesmas), Family Planning Field Officers
(PLKB), and the Cahaya Perempuan Women Crisis Center (CPWCC) Bengkulu
via the Grassroots Women's Communication Forum (FKPAR). Viewed from the
perspective of Maqasid al-SyarTah, this implementation aligns with the principles
of hifz al-nafs (preservation of life), hifz al-'aql (preservation of intellect), and hifz
al-nasl (preservation of lineage), as it focuses on protecting lives, raising legal
awareness, and safeguarding future generations by preventing early marriage.

Keywords: Implementation, Legal Protection, Reproductive Health, Early
Marriage, Magasid al-Syari'ah.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan institusi yang memiliki kedudukan penting
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam
perspektif hukum nasional, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai
hubungan keperdataan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan,
tetapi juga sebagai ikatan lahir dan batin yang bertujuan membentuk
keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Tujuan tersebut hanya dapat diwujudkan apabila perkawinan dilaksanakan
oleh calon suami dan istri yang memiliki kesiapan fisik, mental,
psikologis, sosial, dan ekonomi sehingga mampu menjalankan hak dan
kewajibannya secara bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.*

Mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam
peraturan perundang-undangan bukanlah hal yang mudah. Salah satu
persoalan yang hingga saat ini masih menjadi perhatian pemerintah adalah
praktik pernikahan dini. Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di wilayah
perkotaan, tetapi juga masih ditemukan di berbagai daerah pedesaan
dengan latar belakang yang beragam. Faktor ekonomi, rendahnya tingkat
pendidikan, pengaruh lingkungan sosial, budaya masyarakat, hingga
kehamilan di luar nikah menjadi beberapa faktor yang mendorong
terjadinya pernikahan dini. Kompleksitas penyebab tersebut menunjukkan
bahwa pernikahan dini bukan semata-mata persoalan keluarga, melainkan
telah berkembang menjadi persoalan hukum, sosial, dan pembangunan
yang memerlukan penanganan secara komprehensif.

Pernikahan dini menimbulkan berbagai konsekuensi yang tidak hanya
berdampak terhadap keberlangsungan rumah tangga, tetapi juga terhadap
pemenuhan hak-hak dasar perempuan. Perempuan yang menikah pada usia
yang belum matang cenderung menghadapi berbagai kerentanan, baik dari

aspek pendidikan, psikologis, sosial, maupun kesehatan. Salah satu aspek

! Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.



yang memperolen perhatian serius adalah kesehatan reproduksi
perempuan. Kehamilan pada usia yang terlalu muda berpotensi
meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, persalinan, maupun gangguan
kesehatan ibu dan anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pernikahan
dini tidak hanya berkaitan dengan status hukum perkawinan, tetapi juga
memiliki implikasi terhadap perlindungan hak perempuan untuk
memperoleh kehidupan yang sehat dan bermartabat.?

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional
untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara melalui
pembentukan peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaan
kebijakan yang efektif. Dalam bidang perkawinan, pemerintah telah
melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan menetapkan batas
usia minimum perkawinan menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-
laki dan perempuan. Perubahan tersebut merupakan salah satu bentuk
kebijakan hukum yang bertujuan meningkatkan perlindungan terhadap
anak serta menjamin kesiapan calon mempelai dalam membentuk keluarga
yang sehat, berkualitas, dan berkelanjutan.®

Penetapan batas usia minimum perkawinan tidak hanya dimaksudkan
untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi instrumen
perlindungan terhadap hak-hak perempuan, khususnya hak atas kesehatan
reproduksi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
menegaskan bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara
fisik, mental, dan sosial secara utuh yang berkaitan dengan sistem, fungsi,
dan proses reproduksi. Dengan demikian, perlindungan terhadap kesehatan
reproduksi tidak hanya dipahami sebagai upaya pengobatan ketika terjadi
gangguan kesehatan, tetapi juga mencakup berbagai langkah preventif
yang dilakukan untuk menghindari munculnya risiko yang dapat

mengancam kesehatan reproduksi seseorang.*

2 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 54.

% Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7.

4 Op.Cit., Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,
Pasal 54.



Dalam konteks pernikahan dini, perlindungan terhadap kesehatan
reproduksi perempuan tidak dapat dilepaskan dari upaya pencegahan
terjadinya perkawinan pada usia yang belum memenuhi ketentuan hukum.
Semakin matang usia seseorang ketika memasuki kehidupan perkawinan,
semakin besar pula peluang untuk membangun keluarga yang sehat dan
berkualitas. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kesehatan reproduksi
perempuan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi
juga menjadi tanggung jawab negara melalui berbagai institusi yang
memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan perkawinan.
Perlindungan tersebut tidak cukup diwujudkan melalui pembentukan
peraturan perundang-undangan semata, tetapi harus diimplementasikan
secara efektif agar tujuan hukum dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan
demikian, efektivitas perlindungan hukum sangat ditentukan oleh sejauh
mana norma hukum dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang dalam
menjalankan tugas dan fungsinya.®

Perlindungan hukum merupakan salah satu fungsi utama negara
hukum dalam menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara. Menurut
Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya untuk
melindungi harkat dan martabat serta hak-hak asasi manusia yang dimiliki
oleh setiap orang melalui instrumen hukum yang berlaku. Dalam konteks
penelitian ini, implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan
reproduksi perempuan diwujudkan melalui berbagai upaya preventif,
edukatif, dan administratif yang dilakukan oleh institusi yang berwenang
dalam penyelenggaraan urusan perkawinan, sehingga ketentuan mengenai
batas usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat terlaksana secara efektif.®

Sejalan dengan pandangan tersebut, Satjipto Rahardjo menyatakan

bahwa hukum pada hakikatnya bertujuan memberikan pengayoman

> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7; Republik Indonesia,
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 54.

& Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi
tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan
Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara (Surabaya: PT Bina limu, 1987), 25.



kepada manusia. Oleh karena itu, keberhasilan suatu sistem hukum tidak
hanya diukur dari keberadaan peraturan, tetapi juga dari efektivitas
implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Pandangan tersebut
menegaskan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum oleh lembaga yang
berwenang menjadi faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum,
keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.’

Dalam konteks pernikahan dini, implementasi perlindungan hukum
tidak dimaknai sebagai pemberian sanksi terhadap pelaku, melainkan
sebagai serangkaian tindakan preventif, edukatif, dan administratif yang
bertujuan mencegah terjadinya perkawinan yang belum memenuhi
ketentuan hukum. Implementasi tersebut dilakukan melalui berbagai
mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,
mulai dari pemeriksaan persyaratan perkawinan, pemberian bimbingan
kepada calon pengantin, penyuluhan hukum kepada masyarakat, hingga
koordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam rangka meningkatkan
kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendewasaan usia
perkawinan.

Implementasi perlindungan hukum tersebut menjadi sangat penting
mengingat ketentuan mengenai batas usia minimum perkawinan yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak akan
memberikan manfaat secara optimal apabila tidak disertai dengan
pelaksanaan yang efektif oleh lembaga yang berwenang. Dengan kata lain,
keberhasilan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi
perempuan tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi
juga pada efektivitas institusi negara dalam melaksanakan kewenangannya
untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.

Salah satu institusi negara yang memiliki kewenangan strategis dalam
penyelenggaraan urusan perkawinan bagi umat Islam adalah Kantor
Urusan Agama (KUA). KUA merupakan unit pelaksana teknis pada
Kementerian Agama yang menyelenggarakan pelayanan dan bimbingan

masyarakat Islam di tingkat kecamatan. Selain melaksanakan pencatatan

7 Satjipto Rahardjo, llmu Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 53.



perkawinan, KUA juga mempunyai tugas memberikan pelayanan,
pembinaan, bimbingan, serta penyuluhan kepada masyarakat dalam bidang
perkawinan dan kehidupan keluarga. Kewenangan tersebut menunjukkan
bahwa KUA memiliki posisi yang sangat penting dalam
mengimplementasikan berbagai kebijakan hukum di bidang perkawinan.®

Peran KUA dalam penelitian ini tidak dipahami sebatas sebagai
lembaga pencatat perkawinan, melainkan sebagai institusi yang
mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi
perempuan melalui kewenangan yang dimilikinya. Implementasi tersebut
diwujudkan melalui pemeriksaan persyaratan administrasi perkawinan
untuk memastikan terpenuhinya ketentuan usia minimum perkawinan,
penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan (Bimwin), pemberian edukasi
mengenai kesiapan membangun keluarga, serta koordinasi dengan
berbagai instansi terkait dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
kepada calon pengantin. Berbagai bentuk kegiatan tersebut merupakan
upaya preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pernikahan dini
sehingga risiko terhadap kesehatan reproduksi perempuan dapat
diminimalkan.

Di samping menjalankan fungsi administratif, KUA juga memiliki
peran sebagai agen edukasi hukum di tengah masyarakat. Melalui
penyuluh agama, penghulu, dan program bimbingan perkawinan, KUA
berupaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai
pentingnya mematuhi ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan. Upaya tersebut menunjukkan
bahwa implementasi perlindungan hukum tidak hanya dilakukan melalui
penerapan aturan secara formal, tetapi juga melalui pembinaan yang
bertujuan membangun budaya hukum (legal culture) dalam masyarakat
sehingga kesadaran untuk menunda perkawinan sampai mencapai usia
yang matang tumbuh dari pemahaman masyarakat sendiri.

Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi empiris pernikahan

dini di Kecamatan Selupu Rejang, berikut disajikan data jumlah orang

8 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.



yang terlibat dalam pernikahan dini selama kurun waktu 2021-2025

berdasarkan data Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang.

Tabel 1.1
Jumlah Orang yang Terlibat dalam Pernikahan Dini di Kecamatan Selupu Rejang
Tahun 2021-2025

No Tahun Jumlah orang
1 2021 33
2 2022 22
3 2023 22
4 2024 17
5 2025 25
Total 119 Orang

Sumber: Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang Tahun 2021-2025.

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa praktik pernikahan dini di
Kecamatan Selupu Rejang masih terjadi secara konsisten setiap tahun
selama periode 2021-2025. Meskipun jumlahnya mengalami fluktuasi dari
tahun ke tahun, data tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini belum
sepenuhnya dapat dicegah meskipun pemerintah telah menetapkan batas
usia minimum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa implementasi
perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan masih
memerlukan penguatan melalui peran aktif Kantor Urusan Agama sebagai
institusi yang berwenang dalam penyelenggaraan urusan perkawinan bagi
umat Islam. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi
perlindungan hukum oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang menjadi
relevan untuk mengetahui bentuk-bentuk peran yang telah dilakukan
sekaligus menilai sejauh mana implementasi tersebut mampu memberikan
perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus
pernikahan dini.®

Selain ditinjau berdasarkan ketentuan hukum positif, implementasi
perlindungan hukum yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama juga

penting dianalisis melalui perspektif hukum Islam. Hal tersebut didasarkan

® Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang Tahun 2021-2025.



pada kedudukan Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pemerintah di
bawah Kementerian Agama yang menyelenggarakan pelayanan urusan
perkawinan bagi umat Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas dan
fungsi KUA tidak hanya berorientasi pada pemenuhan ketentuan peraturan
perundang-undangan, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai syariat
Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai kesesuaian
implementasi perlindungan hukum dengan tujuan syariat Islam adalah
teori Magasid al-Syari’ah. Konsep Magasid al-Syari’ah merupakan teori
yang menjelaskan bahwa setiap ketentuan hukum Islam pada dasarnya
ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan (jalb al-masalih) serta
mencegah terjadinya kemudaratan (dar' al-mafasid). Dengan demikian,
hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan yang harus
dipatuhi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga dan mewujudkan
kepentingan manusia dalam berbagai aspek kehidupan.®

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, Magasid
al-Syari’ah tidak lagi dipandang hanya sebagai konsep teoritis, tetapi juga
sebagai pendekatan analitis dalam menilai efektivitas pelaksanaan suatu
kebijakan atau institusi dalam mewujudkan tujuan syariat. Oleh karena itu,
implementasi perlindungan hukum yang dilakukan oleh KUA tidak hanya
dapat dinilai dari aspek kepatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan, tetapi juga dari sejauh mana pelaksanaan tugas
tersebut mampu menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan
bagi masyarakat, khususnya perempuan yang akan memasuki kehidupan
perkawinan.

Dalam penelitian ini, terdapat tiga tujuan pokok Magasid al-Syari'ah
yang memiliki keterkaitan erat dengan implementasi perlindungan hukum
terhadap kesehatan reproduksi perempuan, yaitu 4ifz al-nafs (perlindungan
jiwa), hifz al-'agl (perlindungan akal), dan #ifz al-nasl (perlindungan
keturunan). Perlindungan terhadap jiwa tercermin melalui berbagai upaya
pencegahan terhadap risiko yang dapat mengancam keselamatan dan

kesehatan reproduksi perempuan akibat pernikahan dini. Perlindungan



terhadap akal diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Perkawinan
(Bimwin), penyuluhan hukum, penyuluhan keagamaan, serta edukasi
kesehatan reproduksi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan
kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapan sebelum memasuki
kehidupan berumah tangga. Adapun perlindungan terhadap keturunan
diwujudkan melalui upaya membangun keluarga yang sehat, matang, dan
bertanggung jawab sehingga mampu melahirkan generasi yang berkualitas.
Dengan demikian, berbagai bentuk implementasi perlindungan hukum
yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang,
seperti pemeriksaan persyaratan perkawinan, penyelenggaraan Bimbingan
Perkawinan (Bimwin), penyuluhan, serta kerja sama dengan berbagai
instansi dalam mencegah pernikahan dini, memiliki relevansi dengan
tujuan-tujuan pokok Magasid al-Syari'ah tersebut.

Landasan normatif mengenai pentingnya menjaga kemaslahatan
generasi ditegaskan secara langsung dalam Al-Quran. Allah Swit.
berfirman dalam QS. An-Nisa’ (4) ayat 9 agar manusia tidak
meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, yang berbunyi:

a5 Tagle 15HA s 8550 dll G 13805 S 0l il
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Artinya: “Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya
(mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang)
mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan
berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak

keturunannya).” QS. An-Nisa’ (4): 9.1
Ayat tersebut mengandung pesan bahwa setiap generasi berhak

memperoleh perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang secara
optimal. Salah satu bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui
persiapan yang matang sebelum memasuki kehidupan perkawinan,
sehingga terbentuk keluarga yang mampu melahirkan generasi yang sehat,
kuat, dan berkualitas.. Oleh karena itu, Rasulullah saw. menegaskan
pentingnya kesiapan secara menyeluruh sebelum memasuki kehidupan

perkawinan melalui sabdanya:

10 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta:
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), QS. An-Nisa’ [4]: 9.
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Artinya: Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang

telah mampu (al-ba’ah), maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu

lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Dan

barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena
puasa itu menjadi pelindung baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Lebih lanjut, dalam mencegah dampak buruk dari pernikahan yang

dipaksakan sebelum waktunya (khususnya bagi kesehatan reproduksi

perempuan), syariat Islam memiliki kaidah dasar yang bersumber dari
sabda Rasulullah saw.:

a3 55ad

Artinya: Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan juga tidak boleh

memudharatkan orang lain. (HR. Ibnu Majah, Malik, dan Ahmad).
Berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, dan kaidah fikih tersebut,

dapat dipahami bahwa upaya pencegahan pernikahan dini tidak hanya
merupakan pelaksanaan ketentuan hukum positif, tetapi juga merupakan
implementasi nilai-nilai syariat Islam yang berorientasi pada perlindungan
jiwa (hifz al-nafs), perlindungan akal (kifz al-'agl), dan perlindungan
keturunan (hifz al-nasl). Perlindungan terhadap jiwa diwujudkan melalui
upaya mencegah berbagai risiko yang dapat mengancam kesehatan dan
keselamatan perempuan akibat pernikahan dini. Perlindungan terhadap
akal tercermin dalam penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan,
penyuluhan hukum, penyuluhan keagamaan, serta edukasi kesehatan
reproduksi yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran
masyarakat mengenai pentingnya kesiapan sebelum memasuki kehidupan
berumah tangga. Adapun perlindungan terhadap keturunan diwujudkan
melalui upaya membangun keluarga yang sehat, berkualitas, dan
bertanggung jawab sehingga mampu melahirkan generasi yang lebih baik.
Oleh karena itu, implementasi perlindungan hukum oleh Kantor Urusan
Agama dalam mencegah pernikahan dini memiliki relevansi yang kuat
dengan tujuan-tujuan pokok syariat Islam (Magqasid al-Syari'ah).
Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu,
diketahui bahwa kajian mengenai pernikahan dini telah banyak dilakukan

dengan berbagai sudut pandang. Sebagian penelitian berfokus pada faktor



penyebab dan dampak pernikahan dini terhadap perempuan, baik dari
aspek sosial, psikologis, pendidikan, maupun kesehatan reproduksi.
Penelitian lainnya mengkaji perlindungan hukum terhadap anak dalam
kasus pernikahan dini atau menganalisis efektivitas peran Kantor Urusan
Agama dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Selain itu, terdapat
pula penelitian yang membahas Magasid al-Syari’ah sebagai perspektif
normatif dalam menilai kebijakan atau praktik hukum keluarga Islam.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih
membahas aspek-aspek tersebut secara parsial. Kajian mengenai kesehatan
reproduksi perempuan lebih banyak dianalisis dari perspektif kesehatan
atau perlindungan anak, sedangkan penelitian mengenai peran Kantor
Urusan Agama umumnya hanya berfokus pada fungsi administratif,
pembinaan perkawinan, atau upaya pencegahan perkawinan anak tanpa
mengaitkannya secara khusus dengan implementasi perlindungan hukum
terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Di sisi lain, penelitian yang
menggunakan perspektif Magasid al-Syari’ah sebagian besar masih
bersifat normatif sehingga belum mengkaji implementasi kebijakan pada
lembaga tertentu melalui pendekatan penelitian empiris. Penelitian ini
menempatkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang sebagai
objek penelitian karena memiliki karakteristik dan praktik implementasi
yang perlu dikaji secara empiris, sehingga diharapkan mampu memberikan
gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan perlindungan
hukum dalam penyelenggaraan urusan perkawinan.

Dengan demikian, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada
pengintegrasian tiga aspek yang selama ini cenderung dikaji secara
terpisah, yaitu implementasi perlindungan hukum, peran kelembagaan
Kantor Urusan Agama, dan perlindungan kesehatan reproduksi perempuan
dalam kasus pernikahan dini yang dianalisis menggunakan perspektif
Magqasid al-Syari’ah. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan
kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam,
khususnya mengenai implementasi perlindungan hukum dalam praktik

penyelenggaraan urusan perkawinan di tingkat kecamatan.
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Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki perbedaan
dengan penelitian terdahulu karena memfokuskan kajian pada
implementasi perlindungan hukum yang dilakukan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Selupu Rejang terhadap kesehatan reproduksi
perempuan dalam kasus pernikahan dini, kemudian menganalisis
implementasi tersebut menggunakan perspektif Magasid al-Syari’ah.
Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan bentuk-
bentuk peran KUA, tetapi juga mengevaluasi kesesuaian implementasi
perlindungan hukum tersebut dengan tujuan-tujuan pokok syariat Islam.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap
pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai
implementasi perlindungan hukum dalam penyelenggaraan urusan
perkawinan di Indonesia.

Berdasarkan uraian mengenai fenomena pernikahan dini, pentingnya
implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi
perempuan, peran strategis Kantor Urusan Agama, hasil penelitian
terdahulu, serta relevansinya dengan perspektif Magasid al-Syari'ah,
penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, penulis
tertarik melakukan penelitian dengan judul "Peran Kantor Urusan Agama
Kecamatan Selupu Rejang dalam Mengimplementasikan Perlindungan
Hukum terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Kasus
Pernikahan Dini."”

. ldentifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, dapat diidentifikasi
beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Praktik pernikahan dini masih terjadi di Kecamatan Selupu Rejang
meskipun pemerintah telah menetapkan batas usia minimum
perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

2. Pernikahan dini berpotensi menimbulkan berbagai risiko terhadap
kesehatan ~ reproduksi ~ perempuan  sehingga  diperlukan
implementasi perlindungan hukum yang efektif sebagai bentuk

perlindungan terhadap hak-hak perempuan.
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3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang memiliki
kewenangan dan peran strategis dalam penyelenggaraan urusan
perkawinan, termasuk melalui berbagai upaya preventif, edukatif,
dan administratif untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.

4. Implementasi perlindungan hukum yang dilakukan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang terhadap kesehatan
reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini perlu dikaji
untuk mengetahui bentuk dan pelaksanaannya.

5. Implementasi perlindungan hukum oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Selupu Rejang perlu dianalisis berdasarkan perspektif
Magasid al-Syari’ah guna mengetahui kesesuaiannya dengan

tujuan-tujuan syariat Islam.
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C. Batasan Masalah
Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok
permasalahan, maka penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai peran

Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam

mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi

perempuan dalam kasus pernikahan dini. Penelitian ini difokuskan pada
bentuk-bentuk implementasi perlindungan hukum yang dilakukan oleh

Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang sesuai dengan tugas dan

kewenangannya dalam penyelenggaraan urusan perkawinan, serta

dianalisis berdasarkan perspektif Magasid al-Syari’ah. Penelitian ini tidak
membahas aspek medis kesehatan reproduksi maupun efektivitas layanan
kesehatan, melainkan berfokus pada aspek implementasi perlindungan
hukum dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan masalah tersebut, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang
dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan
reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.

2. Bagaimana peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang
dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan
reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini ditinjau dari
perspektif Magasid al- Syariah.

E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Kantor Urusan Agama
Kecamatan Selupu Rejang dalam mengimplementasikan perlindungan
hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus
pernikahan dini.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Kantor Urusan Agama

Kecamatan Selupu Rejang dalam mengimplementasikan perlindungan
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hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus
pernikahan dini ditinjau dari perspektif Magasid al- Syariah.
F. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara
teoretis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi
pihak-pihak yang berkaitan dengan implementasi perlindungan hukum
terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Manfaat teoretis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum
Keluarga Islam, melalui kajian mengenai peran Kantor Urusan
Agama dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap
kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik
mengenai implementasi perlindungan hukum yang dianalisis
berdasarkan perspektif Magasid al- Syariah, sehingga dapat
menjadi salah satu referensi ilmiah dalam pengembangan studi
Hukum Keluarga Islam.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti
selanjutnya yang mengkaji peran lembaga negara dalam
penyelenggaraan urusan perkawinan, implementasi perlindungan
hukum, maupun penerapan perspektif Magasid al- Syariah dalam
penelitian hukum empiris.

b. Manfaat Praktis
1. Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan
dan evaluasi dalam memperkuat peran Kantor Urusan Agama
dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap
kesehatan reproduksi perempuan melalui berbagai upaya preventif,
edukatif, dan administratif dalam pencegahan pernikahan dini.

2. Bagi Kementerian Agama dan Instansi Terkait

14



Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan dalam merumuskan maupun mengembangkan
kebijakan serta program pembinaan perkawinan yang berorientasi
pada perlindungan Kkesehatan reproduksi perempuan dan
pencegahan pernikahan dini.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan
dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya
pendewasaan usia perkawinan, perlindungan terhadap kesehatan
reproduksi perempuan, serta pentingnya mematuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan
perkawinan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan
bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan
dengan implementasi perlindungan hukum, peran Kantor Urusan
Agama, perlindungan kesehatan reproduksi perempuan, maupun
kajian Magasid al- Syariah dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

G. Tinjauan Kajian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang dilakukan penulis,
ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan
dengan tema peran Kantor Urusan Agama dalam pencegahan pernikahan
dini, implementasi perlindungan hukum, kesehatan reproduksi perempuan,
serta perspektif Magqasid al-Syari’ah. Penelitian-penelitian tersebut
menjadi landasan penting dalam mengidentifikasi posisi penelitian ini
sekaligus menunjukkan persamaan, perbedaan, dan kebaruan (novelty)
yang ditawarkan. Adapun penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai
berikut.

1. Penelitian oleh Jaka Sanjaya, Nurmala HAK, dan Ifrohatit?

11 Jaka Sanjaya, Nurmala HAK, dan Ifrohati, “Peran KUA Kecamatan Lubuk Batang
Kabupaten OKU terhadap Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur Pasca
Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,” Jurnal Usroh 6, no. 2 (Desember 2022):
101-123.
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Penelitian yang dilakukan oleh Jaka Sanjaya, Nurmala HAK,
dan Ifrohati berjudul “Peran KUA Kecamatan Lubuk Batang
Kabupaten OKU terhadap Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak
di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 yang bertujuan untuk mengetahui peran Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Lubuk Batang dalam melaksanakan kebijakan
pencegahan pernikahan anak setelah berlakunya Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019, serta menganalisis efektivitas pelaksanaan
peran tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan
(field research) dengan pendekatan normatif empiris melalui teknik
wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Lubuk
Batang telah melaksanakan berbagai upaya pencegahan pernikahan
anak melalui pelaksanaan program Badan Penasihatan, Pembinaan,
dan Pelestarian Perkawinan (BP4), penyelenggaraan kursus calon
pengantin  (Suscatin), kegiatan sosialisasi kepada masyarakat,
pemberian penyuluhan hukum mengenai batas usia perkawinan, serta
pendampingan dalam proses pengajuan dispensasi nikah apabila
terdapat keadaan yang sangat mendesak. Namun demikian,
implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal karena
masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti budaya masyarakat,
rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, praktik kawin lari,
serta masih tingginya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan
Agama.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis
lakukan terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama mengkaji peran
Kantor Urusan Agama dalam upaya pencegahan pernikahan dini
melalui pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai institusi
pemerintah di bidang urusan perkawinan. Selain itu, kedua penelitian
sama-sama menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan

kualitatif yang menitikberatkan pada fakta empiris di lapangan.
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Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan ruang lingkup
penelitian. Penelitian Jaka Sanjaya, Nurmala HAK, dan Ifrohati lebih
menitikberatkan pada efektivitas kebijakan pencegahan pernikahan
anak pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20109.
Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan berfokus pada peran
Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam
mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan
reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini, serta
menganalisis implementasi tersebut berdasarkan perspektif Magasid
al-Syari’ah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya
mengidentifikasi bentuk peran KUA, tetapi juga mengkaji bagaimana
peran tersebut diwujudkan sebagai implementasi perlindungan hukum
dan kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan syariat Islam.

Penelitian Jaka Sanjaya dkk. menunjukkan bahwa KUA
memiliki posisi strategis dalam mencegah pernikahan dini melalui
pelaksanaan fungsi pembinaan dan pelayanan perkawinan. Temuan
tersebut menjadi pijakan awal untuk memahami bagaimana peran
KUA dapat berkembang tidak hanya sebagai pelaksana administrasi
perkawinan, tetapi juga sebagai pelaksana implementasi perlindungan
hukum terhadap hak-hak perempuan.

2. Penelitian oleh Ayu Rahadianti dan Azis Muslim?*?

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Rahadianti dan Azis
Muslim berjudul "Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam
Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karangpawitan
Kabupaten Garut" yang dipublikasikan dalam Jurnal Pemerintahan
dan Kebijakan (JPK) Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023 bertujuan untuk
menganalisis strategi yang diterapkan Kantor Urusan Agama (KUA)
dalam menekan angka pernikahan dini serta dampak yang ditimbulkan
dari kebijakan tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih

tingginya praktik pernikahan dini meskipun telah diberlakukan

12 Ayu Rahadianti dan Azis Muslim, “Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam
Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut,” Jurnal
Pemerintahan dan Kebijakan 4, no. 2 (2023): 94-105.
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Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia
minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun
perempuan.

Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif
dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara,
studi pustaka, dan dokumentasi terhadap informan di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Karangpawitan dan Puskesmas Karangpawitan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi KUA dalam
menekan angka pernikahan dini dilakukan melalui empat program
utama, vyaitu sertifikat layak kawin, penyuluhan dan sosialisasi
mengenai Undang-Undang Perkawinan dan kesehatan reproduksi,
pelayanan administrasi pencatatan nikah yang memperketat
pemeriksaan usia calon pengantin, serta bimbingan perkawinan
(Bimwin) yang dilaksanakan bersama BP4. Penelitian ini juga
menemukan bahwa kebijakan tersebut selain memberikan dampak
positif berupa upaya pencegahan perkawinan anak, juga memunculkan
dampak negatif berupa meningkatnya praktik nikah siri, kumpul kebo,
dan manipulasi identitas sebagai cara menghindari ketentuan batas
usia perkawinan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis
lakukan terletak pada pembahasan mengenai peran Kantor Urusan
Agama dalam mencegah pernikahan dini, penggunaan metode
penelitian kualitatif, serta sama-sama mengkaji implementasi
kebijakan KUA dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat
melalui berbagai program pembinaan dan pelayanan perkawinan.
Selain itu, kedua penelitian juga menyoroti pentingnya edukasi
kesehatan reproduksi kepada calon pengantin sebagai bagian dari
upaya pencegahan pernikahan dini.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian
Ayu Rahadianti dan Azis Muslim lebih menitikberatkan pada strategi
kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini beserta

dampak kebijakan tersebut di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten
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Garut. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan secara khusus
mengkaji peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang
dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan
reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini. Dengan
demikian, penelitian penulis tidak hanya membahas strategi
pencegahan perkawinan anak, tetapi juga menganalisis implementasi
perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan
sebagai bentuk pemenuhan hak-hak perempuan dalam perspektif
hukum dan Magqasid al-Syart’ah.

Penelitian Ayu Rahadianti dan Azis Muslim menunjukkan
bahwa strategi KUA dalam menekan angka pernikahan dini memiliki
pengaruh terhadap perilaku masyarakat. Akan tetapi, fokus penelitian
tersebut masih terbatas pada efektivitas strategi kebijakan, sehingga
belum mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap
kesehatan reproduksi perempuan sebagai bagian dari tugas dan fungsi
KUA.

3. Penelitian oleh Imam Sukadi, Charles Gustaf Rudolf Banoet, dan
Zakia Amilia®®

Penelitian yang dilakukan oleh Imam Sukadi, Charles Gustaf
Rudolf Banoet, dan Zakia Amilia berjudul "Perlindungan Hukum
terhadap Perempuan di Bawah Umur Akibat Perkawinan Dini
Perspektif Magashid Syariah™ yang dipublikasikan dalam EGALITA:
Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender Tahun 2024 bertujuan untuk
menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan di bawah
umur akibat perkawinan dini dengan menggunakan perspektif
Magasid al-Syari’ah . Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa
meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan
batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan

perempuan, praktik perkawinan dini masih terus terjadi melalui

13 Imam Sukadi, Charles Gustaf Rudolf Banoet, dan Zakia Amilia, “Perlindungan Hukum
terhadap Perempuan di Bawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah,”
EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender 19, no. 2 (2024): 97-114.
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mekanisme dispensasi kawin sehingga menimbulkan berbagai dampak
negatif terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan perempuan.

Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum
normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan
pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach).
Analisis dilakukan terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan
perkawinan dan perlindungan anak, kemudian ditinjau berdasarkan
prinsip-prinsip Magasid al-Syari’ah , khususnya hifz al-din, hifz al-
nafs, hifz al-'aql, hifz al-nafs, dan Aifz al-mal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum
terhadap perempuan di bawah umur akibat perkawinan dini belum
berjalan secara optimal. Meskipun regulasi telah menaikkan batas usia
perkawinan menjadi 19 tahun, keberadaan mekanisme dispensasi
kawin masih menjadi celah yang memungkinkan terjadinya
perkawinan anak. Penelitian ini menegaskan bahwa pemberian
dispensasi kawin sering kali belum mempertimbangkan secara
komprehensif dampak jangka panjang terhadap kesehatan reproduksi,
kondisi psikologis, pendidikan, serta masa depan anak perempuan.
Oleh karena itu, penulis merekomendasikan perlunya pengawasan
yang lebih ketat terhadap pemberian dispensasi kawin, peningkatan
edukasi kepada masyarakat, serta penguatan kebijakan perlindungan
hukum yang berorientasi pada prinsip-prinsip Magqasid al-Syari’ah ,
khususnya perlindungan terhadap jiwa (kifz al-nafs), akal (hifz al-
‘agl), dan keturunan (kifz al-nafs).

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis
lakukan terletak pada pembahasan mengenai perlindungan hukum
terhadap perempuan dalam kasus perkawinan dini serta penggunaan
perspektif Magasid al-Syari’ah  sebagai pisau analisis. Kedua
penelitian juga sama-sama menempatkan kesehatan reproduksi
perempuan sebagai salah satu aspek penting yang harus dilindungi

melalui implementasi ketentuan hukum yang berlaku.
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Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, metode
penelitian, dan objek kajian. Penelitian Imam Sukadi, Charles Gustaf
Rudolf Banoet, dan Zakia Amilia merupakan penelitian hukum
normatif yang berfokus pada analisis regulasi perlindungan hukum
terhadap perempuan di bawah umur akibat perkawinan dini
berdasarkan perspektif Magasid al-Syari’ah . Sementara itu,
penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian hukum empiris
yang memfokuskan Kkajian pada “peran Kantor Urusan Agama
Kecamatan Selupu Rejang dalam mengimplementasikan perlindungan
hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus
pernikahan dini, kemudian menganalisis implementasi tersebut
berdasarkan perspektif Magqgdasid al-Syari’ah . Dengan demikian,
penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum, tetapi juga
menelaah bagaimana implementasi perlindungan hukum tersebut
dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama sebagai institusi yang
memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan perkawinan.

Berbeda dengan  penelitian  sebelumnya yang lebih
menitikberatkan pada peran kelembagaan KUA, penelitian Imam
Sukadi dkk. memperluas pembahasan dengan menempatkan
perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perspektif Magasid
al-Syari’ah. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak
hanya dipahami sebagai pelaksanaan norma positif, tetapi juga sebagai
upaya mewujudkan kemaslahatan sebagaimana tujuan syariat Islam.

4. Penelitian oleh Muljan, limiati, St. Rahmawati, Rosita, dan Mustafa*

Penelitian yang dilakukan oleh Muljan, IImiati, St. Rahmawati,
Rosita, dan Mustafa berjudul "Preventing Child Marriage in Bone
District, South Sulawesi: Perspective of Islamic Family Law" yang
dipublikasikan dalam El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Volume 7
Nomor 1 Tahun 2024 bertujuan untuk menganalisis peran Strategi

Pencegahan Perkawinan Anak (SIP-PEKA) yang dikembangkan

14 Muljan, Ilmiati, St. Rahmawati, Rosita, dan Mustafa, “Preventing Child Marriage in
Bone District, South Sulawesi: Perspective of Islamic Family Law,” El-Usrah: Jurnal Hukum
Keluarga 7, no. 1 (June 2024): 110-127, https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.22482.
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Pemerintah Kabupaten Bone dalam upaya mencegah perkawinan anak
berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam dan Magasid al-
Syari’ah. Penelitian ini berangkat dari tingginya angka perkawinan
anak di Kabupaten Bone serta perlunya strategi yang terintegrasi
untuk menekan angka perkawinan anak melalui sinergi berbagai
lembaga pemerintah dan masyarakat.

Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum
teoretis (theoretical legal research) dengan pendekatan Magasid al-
Syart’ah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi
dokumentasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah, peraturan
perundang-undangan, serta dokumen yang berkaitan dengan
pelaksanaan program SIP-PEKA. Selanjutnya, data dianalisis secara
deskriptif kualitatif untuk menggambarkan efektivitas implementasi
strategi tersebut dalam mencegah perkawinan anak di Kabupaten
Bone.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program SIP-PEKA
berhasil menurunkan angka perkawinan anak melalui sistem kerja
terpadu yang melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(DP3A), Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA),
pemerintah desa, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan berbagai
pemangku kepentingan lainnya. Implementasi program tersebut
dilakukan melalui penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat,
penyusunan Peraturan Desa mengenai pencegahan perkawinan anak,
pembatasan pemberian dispensasi kawin, serta penolakan pencatatan
perkawinan oleh KUA apabila tidak memenuhi ketentuan hukum yang
berlaku. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa strategi pencegahan
perkawinan anak yang diterapkan di Kabupaten Bone telah sejalan
dengan prinsip-prinsip Magqasid al-Syari’ah, terutama dalam menjaga
jiwa (Hifz al-nafs), menjaga akal (Hifz al-‘agl), menjaga keturunan

(Hifz al-nafs), dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat.
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Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis
lakukan terletak pada pembahasan mengenai peran lembaga
pemerintah dalam mencegah perkawinan anak serta penggunaan
perspektif Magasid al-Syari’ah sebagai pisau analisis. Selain itu,
kedua penelitian sama-sama menempatkan Kantor Urusan Agama
sebagai salah satu institusi yang memiliki fungsi strategis dalam
mendukung pelaksanaan ketentuan hukum perkawinan dan upaya
perlindungan terhadap masyarakat.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian dan objek
penelitian. Penelitian Muljan dkk. lebih menitikberatkan pada
efektivitas program SIP-PEKA sebagai strategi pemerintah daerah
dalam mencegah perkawinan anak melalui kerja sama lintas sektor.
Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan secara Kkhusus
memfokuskan kajian pada “peran Kantor Urusan Agama Kecamatan
Selupu Rejang dalam mengimplementasikan perlindungan hukum
terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan
dini”, serta menganalisis implementasi tersebut berdasarkan perspektif
Magasid al-Syari’ah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya
mengkaji strategi pencegahan perkawinan anak secara umum, tetapi
juga menelaah bagaimana kewenangan dan program yang dijalankan
oleh Kantor Urusan Agama menjadi bentuk implementasi
perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan.

Penelitian Muljan dkk. semakin memperlihatkan bahwa
keberhasilan pencegahan pernikahan anak memerlukan sinergi
berbagai lembaga, termasuk Kantor Urusan Agama. Akan tetapi,
penelitian tersebut masih berorientasi pada strategi pencegahan secara
umum dan belum secara spesifik mengaitkan implementasi peran
KUA dengan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi
perempuan.

5. Penelitian oleh Salsabila Afra Aulia Hesasy dan Yunika Triana®®

15 Salsabila Afra Aulia Hesasy dan Yunika Triana, “The Impact of Early Marriage in the
Perspective of Maqashid Syariah: A Systematic Literature Review,” Maqasid: Jurnal Studi Hukum
Islam 14, no. 3 (2025): 15-27.
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Penelitian yang dilakukan oleh Salsabila Afra Aulia Hesasy dan
Yunika Triana berjudul "The Impact of Early Marriage in the
Perspective of Magashid Syariah: A Systematic Literature Review"
yang dipublikasikan dalam Magasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Volume 14 Nomor 3 Tahun 2025 bertujuan untuk menganalisis
berbagai dampak pernikahan dini berdasarkan hasil penelitian
terdahulu serta mengkajinya dari perspektif Magasid al-Syari’ah.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya praktik pernikahan dini
yang menimbulkan berbagai dampak terhadap pendidikan, kesehatan
reproduksi, kondisi ekonomi, dan psikologis anak sehingga diperlukan
analisis yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama
hukum Islam.

Penelitian tersebut menggunakan metode Systematic Literature
Review (SLR) dengan mengikuti tahapan PRISMA. Data diperoleh
melalui penelusuran artikel ilmiah yang terindeks Scopus selama
periode 2021-2025 menggunakan kata kunci mengenai early
marriage, child marriage, dan hukum Islam. Dari hasil seleksi
diperoleh sembilan artikel yang memenuhi kriteria untuk dianalisis
secara tematik berdasarkan perspektif Magasid al-Syari’ah.

Hasil penelitian  menunjukkan bahwa pernikahan dini
menimbulkan berbagai dampak negatif berupa terputusnya
pendidikan, rendahnya kondisi ekonomi, gangguan psikologis,
meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga, serta risiko
terhadap kesehatan reproduksi perempuan, termasuk meningkatnya
kemungkinan keguguran, kematian ibu dan bayi, serta gangguan organ
reproduksi akibat ketidaksiapan biologis. Penelitian ini menyimpulkan
bahwa dampak-dampak tersebut bertentangan dengan prinsip Magqasid
al-Syari’ah, khususnya Hifz al-nafs (perlindungan jiwa), Hifz al-aql
(perlindungan akal), dan Hifz al-mal (perlindungan harta). Penelitian
juga merekomendasikan pencegahan pernikahan dini melalui edukasi
kesehatan reproduksi, sosialisasi kepada masyarakat, penguatan peran

tokoh agama, serta optimalisasi kebijakan pemerintah.
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Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis
lakukan terletak pada pembahasan mengenai pernikahan dini,
perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan, serta
penggunaan perspektif Magasid al-Syari’ah sebagai landasan analisis.
Kedua penelitian sama-sama memandang bahwa praktik pernikahan
dini bertentangan dengan tujuan syariat karena menimbulkan berbagai
kemudaratan yang mengancam kemaslahatan manusia.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan metode
penelitian. Penelitian Salsabila Afra Aulia Hesasy dan Yunika Triana
merupakan penelitian kepustakaan menggunakan metode Systematic
Literature Review yang mengkaji berbagai hasil penelitian terdahulu
mengenai dampak pernikahan dini. Sementara itu, penelitian yang
penulis lakukan merupakan penelitian hukum empiris dengan
pendekatan kualitatif yang secara khusus mengkaji peran Kantor
Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam
mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan
reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini, kemudian
menganalisis implementasi tersebut berdasarkan perspektif Magasid
al-Syari’ah. Dengan demikian, penelitian penulis memberikan
gambaran mengenai praktik implementasi perlindungan hukum yang
dilakukan oleh KUA di tingkat lapangan, bukan hanya kajian
konseptual terhadap dampak pernikahan dini.

Penelitian Salsabila Afra Aulia Hesasy dan Yunika Triana
memberikan penguatan teoritis mengenai hubungan antara pernikahan
dini, kesehatan reproduksi perempuan, dan tujuan Magasid al-
Syari’ah. Namun demikian, penelitian tersebut belum menjelaskan
bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan oleh lembaga
negara dalam praktik penyelenggaraan perkawinan.

Berdasarkan lima penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui
bahwa penelitian mengenai pernikahan dini telah berkembang dalam
beberapa arah kajian. Penelitian Jaka Sanjaya dkk. dan Ayu

Rahadianti lebih menitikberatkan pada peran serta strategi Kantor
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Urusan Agama dalam mencegah pernikahan dini. Penelitian Imam
Sukadi dkk. lebih memfokuskan kajian pada perlindungan hukum
terhadap perempuan dalam perspektif Magasid al-Syari’ah.
Sementara itu, penelitian Muljan dkk. menyoroti implementasi strategi
pencegahan perkawinan anak melalui sinergi lintas sektor, sedangkan
penelitian Salsabila Afra Aulia Hesasy dan Yunika Triana mengkaji
dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi perempuan
melalui pendekatan Systematic Literature Review.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memiliki keterkaitan
dengan tema yang dikaji, belum ditemukan penelitian yang secara
khusus mengintegrasikan empat aspek sekaligus, yaitu peran Kantor
Urusan Agama sebagai pelaksana kebijakan  perkawinan,
implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi
perempuan, pendekatan penelitian hukum empiris, dan analisis
berdasarkan perspektif Magasid al-Syari’ah. Sebagian penelitian
hanya berfokus pada strategi pencegahan pernikahan dini, sebagian
lainnya mengkaji perlindungan hukum secara normatif, sedangkan
penelitian mengenai dampak kesehatan reproduksi lebih banyak
dilakukan melalui pendekatan kepustakaan. Dengan demikian, masih
terdapat ruang penelitian yang belum terisi mengenai bagaimana
Kantor Urusan Agama mengimplementasikan perlindungan hukum
terhadap  kesehatan reproduksi perempuan dalam  praktik
penyelenggaraan perkawinan di tingkat kecamatan.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini
menawarkan kebaruan (novelty) dengan memfokuskan kajian pada
peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam
mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan
reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini. Berbeda dengan
penelitian terdahulu yang lebih banyak menitikberatkan pada aspek
normatif, strategi pencegahan, atau dampak pernikahan dini,
penelitian ini mengkaji implementasi perlindungan hukum secara

empiris berdasarkan praktik yang dilakukan oleh Kantor Urusan
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Agama, kemudian menganalisisnya menggunakan perspektif Magasid
al-Syari’ah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian Hukum
Keluarga Islam, khususnya mengenai implementasi perlindungan
hukum  terhadap  kesehatan  reproduksi  perempuan dalam
penyelenggaraan perkawinan.
H. Penjelasan Judul
Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-
istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu diberikan
penjelasan terhadap beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian
sebagai berikut.
1. Peran
Peran adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan (status) yang
dijalankan oleh seseorang atau lembaga sesuai dengan hak, kewajiban,
serta fungsi yang melekat padanya. Menurut Soerjono Soekanto, peran
merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan (status). Seseorang
atau suatu lembaga dikatakan menjalankan peran apabila
melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan yang
dimilikinya. Dengan demikian, peran tidak hanya menunjukkan
keberadaan suatu lembaga, tetapi juga menggambarkan bagaimana
lembaga tersebut melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya
dalam kehidupan bermasyarakat.®
Dalam konteks penelitian ini, peran dimaknai sebagai
pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kantor Urusan Agama
Kecamatan Selupu Rejang dalam mengimplementasikan perlindungan
hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam Kkasus
pernikahan dini.’
2. Kantor Urusan Agama (KUA)
Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit pelaksana teknis pada

Kementerian Agama yang berada di tingkat kecamatan dan

16 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, ed. revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2017),
212.
7 bid.,
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mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan,
serta pencatatan perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan
ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34
Tahun 2016, Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan unit
pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam di bidang
perkawinan, keluarga sakinah, kemasjidan, zakat, wakaf, hisab rukyat,
serta fungsi-fungsi keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan
memiliki kedudukan yang penting karena berkaitan dengan
pemenuhan hak asasi manusia, kualitas hidup perempuan, serta
keberlangsungan generasi yang sehat. Dalam konteks pernikahan dini,
perlindungan tersebut menjadi semakin penting mengingat perempuan
yang menikah pada usia anak lebih rentan mengalami komplikasi
kehamilan, persalinan, maupun gangguan kesehatan reproduksi
lainnya. Dalam penelitian ini, KUA yang dimaksud adalah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang
Lebong, sebagai objek penelitian.8

3. Implementasi

Menurut Solichin  Abdul Wahab, implementasi merupakan
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu maupun lembaga
pemerintah untuk melaksanakan keputusan atau kebijakan yang telah
ditetapkan sehingga tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai secara
efektif. Oleh karena itu, implementasi tidak hanya dipahami sebagai
pelaksanaan suatu aturan, tetapi juga sebagai proses yang menentukan

berhasil atau tidaknya suatu kebijakan diwujudkan dalam praktik.®

18 Op.Cit., Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

19 Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-
Model Implementasi Kebijakan Publik (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 135.
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Selain itu, Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn
menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses
yang menghubungkan keputusan atau kebijakan publik dengan kinerja
pelaksana kebijakan. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh
enam variabel utama, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber
daya, Kkarakteristik organisasi pelaksana, sikap atau disposisi
pelaksana, komunikasi dan koordinasi antarorganisasi, serta kondisi
lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dengan demikian,
implementasi tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan suatu
kebijakan, tetapi juga sebagai proses yang dipengaruhi oleh berbagai
faktor yang menentukan tercapai atau tidaknya tujuan kebijakan
tersebut.?

Implementasi merupakan tahapan yang sangat menentukan
keberhasilan suatu kebijakan. Suatu ketentuan hukum tidak akan
memberikan manfaat apabila tidak diwujudkan melalui tindakan nyata
oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakannya.
Oleh karena itu, implementasi menjadi indikator utama dalam menilai
efektivitas suatu kebijakan publik maupun ketentuan hukum. Dalam
penelitian ini, implementasi dimaknai sebagai pelaksanaan berbagai
bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Selupu Rejang dalam mewujudkan perlindungan hukum
terhadap kesehatan reproduksi perempuan melalui penyelenggaraan
urusan perkawinan.

4. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya yang dilakukan
untuk menjamin dan melindungi hak-hak seseorang melalui perangkat
hukum sehingga tercipta kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan
pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, martabat, serta hak-hak
asasi manusia yang dimiliki setiap warga negara berdasarkan

ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum diwujudkan

20 Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, “The Policy Implementation Process: A
Conceptual Framework,” Administration & Society 6, no. 4 (1975): 447.

29



melalui upaya preventif maupun represif agar setiap orang
memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap
hak-haknya.?

Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya dipahami
sebagai keberadaan norma hukum semata, tetapi juga mencakup
pelaksanaan norma tersebut secara nyata dalam kehidupan masyarakat
melalui tindakan lembaga negara yang memperoleh kewenangan
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini,
perlindungan hukum dimaksudkan sebagai upaya preventif maupun
administratif yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam
memberikan perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan
pada kasus pernikahan dini.??

5. Kesehatan Reproduksi Perempuan

Kesehatan reproduksi perempuan merupakan keadaan sehat
secara fisik, mental, dan sosial secara utuh dalam segala aspek yang
berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi perempuan.
Kesehatan reproduksi tidak hanya dimaknai sebagai terbebas dari
penyakit atau gangguan, tetapi juga mencakup terpenuhinya hak
perempuan untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang
aman, bermutu, dan bertanggung jawab sepanjang siklus
kehidupannya.®

Menurut World Health Organization (WHO), kesehatan
reproduksi adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial
secara menyeluruh dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem
reproduksi beserta fungsi dan prosesnya, bukan semata-mata bebas
dari penyakit atau kecacatan. Definisi tersebut menegaskan bahwa
setiap orang memiliki hak untuk memperoleh kehidupan reproduksi

yang aman dan bertanggung jawab.?*

21 Op.Cit., Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: PT
Bina lImu, 1987), 2.

22 | bid.

23 Op.Cit., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

2 World Health Organization, Reproductive Health Strategy to Accelerate Progress
Towards the Attainment of International Development Goals and Targets (Geneva: World Health
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Dalam konteks hukum nasional, perlindungan terhadap
kesehatan reproduksi juga memperoleh pengakuan melalui Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengatur
bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan
reproduksi secara aman, bermutu, dan sesuai dengan martabat
manusia.?

Dalam penelitian ini, kesehatan reproduksi perempuan dimaknai
sebagai kondisi kesehatan reproduksi perempuan yang harus
memperoleh perlindungan hukum melalui berbagai upaya preventif,
edukatif, dan administratif, khususnya terhadap risiko yang dapat
timbul akibat praktik pernikahan dini.

6. Pernikahan dini

Pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan pada usia
yang belum memenuhi kesiapan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi,
serta dalam praktiknya sering dikaitkan dengan perkawinan yang
berlangsung melalui mekanisme dispensasi kawin atau sebelum
tercapainya kedewasaan yang memadai.

Dalam praktik hukum di Indonesia, pernikahan dini umumnya
terjadi melalui mekanisme dispensasi kawin yang diberikan oleh
Pengadilan Agama berdasarkan alasan tertentu sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Oleh karena itu,
meskipun batas usia minimum perkawinan telah dinaikkan menjadi 19
tahun, praktik pernikahan dini masih dimungkinkan sepanjang
memperoleh penetapan dispensasi dari pengadilan. Dalam penelitian
ini, pernikahan dini merujuk pada perkawinan yang memiliki
implikasi terhadap kesehatan reproduksi perempuan dan menjadi
fokus kajian mengenai implementasi perlindungan hukum oleh Kantor

Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang.?

Organization, 2004), 4.
% Op.Cit., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
% QOp.Cit., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
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Berdasarkan penjelasan istilah-istilah tersebut, yang dimaksud dengan
judul "Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam
Mengimplementasikan  Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan
Reproduksi Perempuan dalam Kasus Pernikahan Dini" adalah penelitian
yang mengkaji pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kantor Urusan
Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam mengimplementasikan
perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan melalui
berbagai upaya preventif, edukatif, dan administratif pada kasus
pernikahan dini. Selanjutnya, implementasi tersebut dianalisis berdasarkan
perspektif Magasid al-syari’ah untuk menilai kesesuaiannya dengan
tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan serta melindungi
jiwa (hifz al-nafs), akal (kifz al- ‘aql ), dan keturunan (%ifz al-nafs).

I. Metode Penelitian Hukum
1. Jenis Penelitian Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris
(empirical juridical research), yaitu penelitian hukum yang mengkaji
bagaimana ketentuan hukum diterapkan dan dilaksanakan dalam
kehidupan masyarakat. Penelitian hukum yuridis empiris tidak hanya
menelaah hukum sebagai norma (law in books), tetapi juga mengkaji
hukum sebagaimana diterapkan dalam praktik (law in action).?” Oleh
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran
Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam
mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan
reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini berdasarkan fakta-
fakta empiris yang ditemukan di lapangan.

Dalam penelitian ini, data empiris diperoleh melalui wawancara
dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan
fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, observasi
terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan
pernikahan dini, serta dokumentasi mengenai program dan kebijakan

yang diterapkan. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dengan mengacu

27 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80-
83.
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pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep
hukum vyang relevan sehingga diperoleh gambaran mengenai
implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi
perempuan dalam kasus pernikahan dini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif,?® yaitu penelitian
yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan
akurat mengenai peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu
Rejang dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap
kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.
Melalui penelitian deskriptif kualitatif, peneliti berusaha memahami
fenomena yang terjadi berdasarkan fakta-fakta empiris di lapangan,
kemudian mendeskripsikannya secara mendalam tanpa menggunakan
analisis statistik.

Sifat deskriptif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan
menguji hipotesis, melainkan menggambarkan secara komprehensif
pelaksanaan tugas, fungsi, serta bentuk implementasi perlindungan
hukum yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu
Rejang, kemudian dianalisis berdasarkan teori implementasi kebijakan
dan perspektif Magasid al-Syari’ah.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran atau fokus yang menjadi
perhatian utama dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, objek
yang dikaji adalah peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu
Rejang dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap
kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.

Pemilihan objek penelitian didasarkan pada pertimbangan
bahwa Kantor Urusan Agama merupakan unit pelaksana teknis
Kementerian Agama yang memiliki tugas dan kewenangan dalam
penyelenggaraan urusan perkawinan bagi umat Islam, termasuk

melaksanakan bimbingan perkawinan, penyuluhan hukum, pelayanan

28 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2023), 9-11.
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pencatatan nikah, serta pembinaan keluarga sakinah sebagai bagian
dari upaya pencegahan pernikahan dini.?® Oleh karena itu, objek
penelitian ini dinilai relevan untuk mengetahui bagaimana
implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi
perempuan dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Selupu Rejang.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach).®

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji
berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan
hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus
pernikahan dini, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, serta berbagai peraturan lain yang berkaitan
dengan tugas dan kewenangan Kantor Urusan Agama.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk
mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam literatur,
khususnya mengenai implementasi hukum, perlindungan hukum,
kesehatan reproduksi perempuan, pernikahan dini, serta konsep
Magasid al-Syari’ah. Pendekatan ini digunakan untuk membangun
landasan teoritis yang menjadi dasar dalam menganalisis hasil
penelitian lapangan.

5. Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data

primer dan data sekunder.

29 Op.Cit., Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
30 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 133.
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a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara
langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan (field
research). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui
wawancara dengan informan yang memiliki pengetahuan dan
keterlibatan langsung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam
mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan
reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini. Informan
tersebut meliputi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Selupu Rejang, penghulu, penyuluh agama Islam, serta pihak-
pihak lain yang dianggap memiliki informasi yang relevan
dengan fokus penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi
kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum dan literatur yang
berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian hukum,
data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer
merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat,
meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, serta berbagai
peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan

objek penelitian.
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Selain  bahan hukum primer, penelitian ini juga
menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan
hukum sekunder tersebut meliputi buku-buku ilmiah, jurnal
ilmiah, hasil penelitian terdahulu, skripsi, tesis, disertasi, artikel
ilmiah, serta berbagai literatur yang membahas mengenai
perlindungan hukum, implementasi kebijakan, kesehatan
reproduksi perempuan, pernikahan dini, dan Magasid al-
Syart’ah. Adapun bahan hukum tersier merupakan bahan hukum
yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia hukum,
serta berbagai sumber referensi lain yang relevan dengan

penelitian ini.%

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan

penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data

sebagai berikut.

a.

b.

Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang
dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek
penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi yang
sebenarnya di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi
dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang
untuk mengamati pelaksanaan tugas dan fungsi KUA yang
berkaitan dengan implementasi perlindungan hukum terhadap
kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.
Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang
dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung dengan

informan guna memperoleh informasi yang mendalam mengenai

1bid., 181.
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objek penelitian. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan
bentuk wawancara semi-terstruktur (semi structured interview),
sehingga peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara, tetapi
tetap memberikan kesempatan kepada informan untuk
menyampaikan informasi secara lebih luas sesuai dengan
kondisi di lapangan.
c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan menghimpun berbagai dokumen yang
berkaitan dengan penelitian, seperti dokumen program Kkerja,
laporan kegiatan, arsip, foto kegiatan, data statistik, serta
berbagai dokumen resmi yang dimiliki oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Selupu Rejang maupun instansi terkait.
7. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis data kualitatif dengan model yang dikembangkan oleh Miles,
Huberman, dan Saldafia. Analisis dilakukan secara berkesinambungan
sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai melalui tiga
tahapan, yaitu kondensasi data (data condensation), penyajian data
(data display), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (conclusion
drawing and verification). Tahap kondensasi data dilakukan dengan
memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengelompokkan, dan
mengorganisasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara,
observasi, dan dokumentasi sehingga data menjadi lebih sistematis
serta sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah
dikondensasi disajikan dalam bentuk uraian naratif agar memudahkan
peneliti memahami hubungan antar data, mengidentifikasi pola-pola
tertentu, serta memperoleh gambaran mengenai peran Kantor Urusan
Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam mengimplementasikan
perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam
kasus pernikahan dini. Tahap terakhir dilakukan melalui penarikan

dan verifikasi kesimpulan berdasarkan keseluruhan data yang telah
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dianalisis. Proses verifikasi dilakukan secara terus-menerus selama
penelitian berlangsung untuk memastikan bahwa kesimpulan yang
diperoleh  memiliki tingkat validitas, konsistensi, dan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.32

Selanjutnya, hasil analisis data tersebut digunakan untuk
menjawab rumusan masalah penelitian. Untuk menjawab rumusan
masalah pertama mengenai peran Kantor Urusan Agama Kecamatan
Selupu Rejang dalam mengimplementasikan perlindungan hukum
terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan
dini, data dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van
Meter dan Van Horn. Adapun untuk menjawab rumusan masalah
kedua, hasil analisis tersebut kemudian ditinjau berdasarkan perspektif
Magasid al-Syari’ah, Khususnya yang berkaitan dengan perlindungan
jiwa (hifz al-nafs), perlindungan akal (%ifz al- ‘agl)), dan perlindungan
keturunan (hifz al-nafs), sehingga dapat diketahui kesesuaian
implementasi perlindungan hukum yang dilakukan oleh Kantor

Urusan Agama dengan tujuan-tujuan syariat Islam.

%2 Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldafia, Qualitative Data
Analysis: A Methods Sourcebook, 4th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2020), 8.
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori
1. Teori Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan atau
penerapan kebijakan, program, maupun ketentuan hukum yang
telah ditetapkan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara
efektif. Implementasi tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan
suatu aturan, tetapi juga sebagai rangkaian tindakan nyata yang
dilakukan oleh individu maupun lembaga yang memiliki
kewenangan dalam mewujudkan tujuan suatu kebijakan. Oleh
karena itu, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan
oleh kualitas peraturan yang dibentuk, tetapi juga oleh bagaimana
kebijakan tersebut dilaksanakan dalam praktik kehidupan
masyarakat.*3

Menurut Solichin Abdul Wahab, implementasi merupakan
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat
pemerintah maupun kelompok swasta yang diarahkan pada
tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan
kebijakan. Implementasi menjadi tahapan yang sangat penting
dalam proses kebijakan publik karena pada tahap inilah suatu
kebijakan mulai diwujudkan dalam tindakan nyata sehingga
manfaat yang diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat.3*

Pendapat tersebut sejalan dengan Donald S. Van Meter dan
Carl E. Van Horn yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan
merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu,
pejabat pemerintah, maupun kelompok swasta yang diarahkan
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan

kebijakan. Menurut keduanya, keberhasilan implementasi

33 Op.Cit., Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan

Model-Model Implementasi Kebijakan Publik (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 135.
% Ibid., 136.
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dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan sehingga
pelaksanaan suatu kebijakan tidak dapat dipisahkan dari kondisi
organisasi pelaksana maupun lingkungan tempat kebijakan tersebut
diterapkan.*

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, implementasi dalam
penelitian ini dimaknai sebagai proses pelaksanaan tugas, fungsi,
dan kewenangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang
dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap
kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.
Implementasi tersebut tidak hanya dilihat dari pelaksanaan program
atau kegiatan yang dilakukan oleh KUA, tetapi juga dianalisis
berdasarkan  faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan
pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum di lapangan.

b. Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan VVan Horn

Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Donald
S. Van Meter dan Carl E. Van Horn merupakan salah satu teori
implementasi kebijakan yang paling banyak digunakan dalam
penelitian administrasi publik maupun penelitian hukum empiris.
Teori ini memandang bahwa keberhasilan implementasi suatu
kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling
berkaitan. Suatu kebijakan tidak akan terlaksana secara efektif
apabila salah satu variabel tersebut tidak berjalan dengan baik.
Oleh karena itu, implementasi kebijakan dipahami sebagai suatu
proses yang dinamis, yang dipengaruhi oleh faktor internal
organisasi maupun faktor eksternal yang berkembang dalam
masyarakat.®

Van Meter dan Van Horn mengemukakan enam variabel yang
menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu standar
dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi

pelaksana, sikap (disposition) pelaksana, komunikasi dan

% Op.Cit., Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, “The Policy Implementation
Process: A Conceptual Framework,” Administration & Society 6, no. 4 (1975): 447.
% Ibid., 445.
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koordinasi antarlembaga, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi,

dan politik. Keenam variabel tersebut saling memengaruhi

sehingga harus dianalisis secara menyeluruh untuk mengetahui

tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan.®’

1.

Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan merupakan ukuran yang
digunakan untuk menilai keberhasilan implementasi suatu
kebijakan. Standar kebijakan harus dirumuskan secara jelas
sehingga mudah dipahami oleh pelaksana, sedangkan sasaran
kebijakan harus bersifat realistis dan dapat dicapai. Kejelasan
standar dan sasaran sangat menentukan keberhasilan
implementasi karena menjadi pedoman bagi pelaksana dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Apabila standar dan
sasaran kebijakan tidak dirumuskan secara jelas, maka
implementasi kebijakan berpotensi mengalami hambatan atau
penyimpangan dalam pelaksanaannya.3®

Dalam penelitian ini, standar dan sasaran kebijakan
dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang menjadi landasan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama
Kecamatan Selupu Rejang dalam memberikan perlindungan
hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan pada kasus
pernikahan dini. Analisis tersebut difokuskan pada kesesuaian
antara kebijakan dan program yang telah dilaksanakan dengan
tujuan perlindungan hukum vyang telah ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diketahui sejauh
mana implementasi kebijakan tersebut mampu mewujudkan

perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan.

. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang menentukan
keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut

meliputi sumber daya manusia, sumber daya Kkeuangan,

37 1bid., 447.
% 1bid., 448.
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kewenangan, informasi, serta sarana dan prasarana yang dimiliki
oleh organisasi pelaksana. Meskipun suatu kebijakan telah
dirumuskan dengan baik, implementasinya tidak akan berjalan
secara optimal apabila tidak didukung oleh sumber daya yang
memadai. Oleh karena itu, kecukupan sumber daya menjadi
salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas
implementasi suatu kebijakan.*

Dalam penelitian ini, indikator sumber daya dianalisis
berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, sarana
pendukung, serta dukungan lintas sektor yang dimiliki Kantor
Urusan Agama  Kecamatan Selupu Rejang dalam
mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan
reproduksi perempuan pada kasus pernikahan dini. Sumber daya
tersebut tidak hanya berasal dari lingkungan internal KUA,
tetapi juga didukung oleh berbagai instansi yang memiliki
kompetensi di bidang kesehatan, kependudukan, dan

perlindungan perempuan.

. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana berkaitan dengan struktur
organisasi, pembagian tugas, kewenangan, mekanisme Kerja,
serta hubungan antarbagian dalam organisasi yang
melaksanakan suatu kebijakan. Organisasi yang memiliki
struktur yang jelas dan mekanisme kerja yang baik akan lebih
mudah melaksanakan kebijakan secara efektif dibandingkan
organisasi yang memiliki pembagian tugas yang kurang jelas.
Dengan demikian, karakteristik organisasi menjadi salah satu
faktor yang memengaruhi  keberhasilan  implementasi
kebijakan.*°

Dalam penelitian ini, karakteristik organisasi pelaksana
dianalisis melalui struktur organisasi, pembagian tugas,

kewenangan, serta mekanisme kerja Kantor Urusan Agama

% 1bid., 450.
0 1bid., 451.
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Kecamatan Selupu Rejang dalam mengimplementasikan
perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan
pada kasus pernikahan dini. Analisis ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana karakteristik organisasi mendukung
pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Kantor Urusan Agama
dalam memberikan perlindungan hukum sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

. Sikap (Disposition) Pelaksana

Sikap (disposition) pelaksana merupakan komitmen,
pemahaman, dan kesediaan aparat pelaksana dalam menjalankan
kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik apabila para
pelaksana memiliki sikap yang mendukung, memahami tujuan
kebijakan, serta memiliki komitmen untuk melaksanakan
kebijakan tersebut secara konsisten. Sebaliknya, apabila
pelaksana tidak memiliki komitmen atau kurang memahami
substansi kebijakan, maka implementasi kebijakan berpotensi
tidak berjalan secara optimal.**

Dalam penelitian ini, sikap pelaksana dianalisis melalui
komitmen, pemahaman, dan kesungguhan aparatur Kantor
Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam
mengimplementasikan kebijakan serta memberikan pelayanan
kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana sikap
pelaksana mendukung terlaksananya perlindungan hukum
terhadap kesehatan reproduksi perempuan pada kasus

pernikahan dini.

. Komunikasi dan Koordinasi Antarlembaga

Komunikasi dan koordinasi antarlembaga merupakan proses
penyampaian informasi, kerja sama, serta koordinasi antara

organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

1 1bid., 452.

42



Komunikasi yang efektif akan meminimalkan kesalahpahaman
dalam pelaksanaan kebijakan dan meningkatkan sinergi
antarinstansi. Oleh karena itu, implementasi suatu kebijakan
memerlukan koordinasi yang baik antara lembaga pelaksana
dengan instansi lain yang memiliki keterkaitan terhadap tujuan
kebijakan tersebut.*?

Dalam penelitian ini, komunikasi dan koordinasi dianalisis
berdasarkan hubungan kerja serta sinergi antara Kantor Urusan
Agama Kecamatan Selupu Rejang dengan berbagai instansi
terkait, seperti Puskesmas, Penyuluh Lapangan Keluarga
Berencana (PLKB), Women’s Crisis Center (WCC)/Forum
Komunikasi Perempuan Akar Rumput (FKPAR), pemerintah
desa, dan lembaga lainnya dalam melaksanakan upaya
pencegahan pernikahan dini serta perlindungan hukum terhadap

kesehatan reproduksi perempuan.

. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik merupakan
kondisi eksternal yang memengaruhi keberhasilan implementasi
suatu kebijakan. Faktor sosial meliputi budaya, nilai, dan tingkat
kesadaran masyarakat. Faktor ekonomi berkaitan dengan kondisi
ekonomi masyarakat yang dapat memengaruhi pelaksanaan
kebijakan. Sementara itu, faktor politik mencakup dukungan
pemerintah, pemangku kepentingan, maupun kebijakan lain
yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tersebut.*3

Dalam penelitian ini, indikator lingkungan sosial,
ekonomi, dan politik dianalisis berdasarkan kondisi masyarakat
Kecamatan Selupu Rejang yang memengaruhi implementasi
perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan
pada kasus pernikahan dini. Analisis tersebut mencakup faktor

budaya, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi masyarakat, serta

“2 1bid., 454.
3 1bid., 457.
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dukungan pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam

mendukung upaya pencegahan pernikahan dini.

Berdasarkan uraian mengenai teori implementasi kebijakan
tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan
Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn sebagai pisau analisis
untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai peran Kantor
Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam
mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan
reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini. Keenam indikator
implementasi, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya,
karakteristik organisasi pelaksana, sikap (disposition) pelaksana,
komunikasi dan koordinasi antarlembaga, serta lingkungan sosial,
ekonomi, dan politik akan menjadi dasar dalam menganalisis hasil
penelitian yang diperoleh di lapangan.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan tersebut, keberhasilan
pelaksanaan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh mekanisme
implementasinya, tetapi juga oleh substansi kebijakan yang
diimplementasikan. Dalam penelitian ini, substansi kebijakan yang
dimaksud adalah perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi
perempuan dalam kasus pernikahan dini. Oleh karena itu, setelah
membahas teori implementasi, perlu dipahami terlebih dahulu konsep
perlindungan hukum sebagai landasan untuk menganalisis bentuk
perlindungan yang diimplementasikan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Selupu Rejang.

Dengan demikian, implementasi dalam penelitian ini tidak
hanya dipahami sebagai pelaksanaan suatu kebijakan, tetapi juga
sebagai ukuran keberhasilan KUA Kecamatan Selupu Rejang dalam
menjalankan kewenangannya sesuai tujuan pembentukan peraturan
perundang-undangan.

2. Teori Perlindungan Hukum

a.  Pengertian Perlindungan Hukum
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Perlindungan hukum merupakan salah satu prinsip
fundamental dalam negara hukum yang bertujuan menjamin
terpenuhinya hak-hak setiap warga negara melalui perangkat
hukum yang berlaku. Keberadaan hukum tidak hanya berfungsi
sebagai sarana menciptakan ketertiban, tetapi juga sebagai
instrumen untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan
kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan
hukum dapat dimaknai sebagai segala bentuk upaya yang
dilakukan untuk melindungi hak dan kepentingan seseorang
melalui pembentukan maupun pelaksanaan ketentuan hukum,
baik sebelum maupun sesudah terjadinya pelanggaran hukum.
Dalam konteks negara hukum, perlindungan hukum merupakan
perwujudan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi,
dan memenuhi hak-hak warga negara sesuai dengan ketentuan
konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian
ini, perlindungan hukum dimaknai sebagai segala bentuk upaya
yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu
Rejang berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka
memberikan perlindungan terhadap kesehatan reproduksi
perempuan dalam kasus pernikahan dini melalui berbagai
tindakan preventif, edukatif, dan administratif sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.**

b.  Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M. Hadjon

Philipus M. Hadjon merupakan salah satu ahli hukum
Indonesia yang banyak membahas mengenai konsep
perlindungan hukum dalam negara hukum. Menurutnya,
perlindungan hukum adalah pengakuan dan perlindungan
terhadap harkat, martabat, serta hak-hak asasi manusia yang
dimiliki setiap warga negara berdasarkan ketentuan hukum yang

berlaku. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan

4 Op.Cit., Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah
Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan
Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara (Surabaya: PT Bina limu, 1987), 25.
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jaminan kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya
tindakan yang merugikan hak-hak masyarakat.*®
Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat
dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum
preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk
perlindungan tersebut saling melengkapi dalam mewujudkan
perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
1. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan
hukum vyang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran
hukum. Bentuk perlindungan ini bertujuan untuk mencegah
timbulnya sengketa atau kerugian melalui pembentukan
peraturan  perundang-undangan,  penyuluhan  hukum,
pembinaan, pengawasan, maupun berbagai tindakan
administratif yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan
adanya perlindungan hukum  preventif, masyarakat
diharapkan memperoleh pemahaman mengenai hak dan
kewajibannya sehingga dapat menghindari terjadinya
pelanggaran hukum.*®
Dalam konteks penelitian ini, perlindungan hukum
preventif diwujudkan melalui berbagai program yang
dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu
Rejang, seperti bimbingan perkawinan (Bimwin), penyuluhan
mengenai batas usia perkawinan, edukasi mengenai
kesehatan reproduksi perempuan, pemeriksaan persyaratan
administrasi perkawinan, serta kerja sama dengan instansi
terkait sebagai upaya mencegah terjadinya pernikahan dini.
2. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan
hukum yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum

atau sengketa. Perlindungan ini  bertujuan  untuk

5 1bid., 2.
%6 1bid., 20.
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menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang telah
ditentukan oleh hukum, baik melalui lembaga peradilan
maupun  lembaga  penyelesaian  sengketa  lainnya.
Perlindungan hukum represif berfungsi untuk memulihkan
hak-hak yang telah dilanggar sekaligus memberikan

kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang bersengketa.*’
Dalam penelitian ini, bentuk perlindungan hukum
represif tidak menjadi fokus utama karena Kantor Urusan
Agama pada dasarnya lebih banyak menjalankan fungsi
preventif daripada fungsi penyelesaian sengketa. Meskipun
demikian, keberadaan perlindungan hukum represif tetap
memiliki hubungan dengan penelitian ini karena merupakan
bagian dari sistem perlindungan hukum nasional terhadap

hak-hak perempuan dan anak dalam kasus pernikahan dini.

c.  Perlindungan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia
Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan hukum
merupakan salah satu prinsip fundamental yang bersumber dari
konsep negara hukum (rechtstaat) sebagaimana ditegaskan
dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara
Indonesia adalah negara hukum.” Konsekuensi dari prinsip
tersebut adalah bahwa negara berkewajiban memberikan
perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara melalui
pembentukan  peraturan  perundang-undangan  maupun
pelaksanaan kewenangan oleh lembaga negara sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.*®

Perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi
perempuan dalam kasus pernikahan dini di Indonesia
diwujudkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan,
antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

47 Ibid., 25.
48 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).
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Perkawinan yang menetapkan batas usia minimum perkawinan
menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang
mengatur hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan
kesehatan reproduksi, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak yang memberikan
perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk perlakuan yang
dapat menghambat tumbuh kembangnya. Selain itu, pelaksanaan
perlindungan hukum tersebut juga didukung oleh peraturan-
peraturan teknis yang mengatur tugas dan kewenangan Kantor
Urusan Agama dalam penyelenggaraan urusan perkawinan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, perlindungan hukum
terhadap kesehatan reproduksi perempuan tidak hanya menjadi
tanggung jawab pemerintah di bidang kesehatan, tetapi juga
merupakan tanggung jawab seluruh lembaga negara yang
memiliki  kewenangan dalam penyelenggaraan  urusan
perkawinan, termasuk Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu,
penelitian ini memfokuskan kajian pada bagaimana Kantor
Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang
mengimplementasikan perlindungan hukum tersebut melalui
pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan
perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut, teori perlindungan hukum
menurut Philipus M. Hadjon digunakan dalam penelitian ini
untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang menjadi
dasar pelaksanaan tugas dan kewenangan Kantor Urusan Agama
Kecamatan Selupu Rejang. Teori ini menjadi landasan dalam
mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum preventif yang
diwujudkan melalui berbagai kegiatan pembinaan, penyuluhan,
bimbingan perkawinan, serta pelayanan administrasi yang
berkaitan dengan perlindungan kesehatan reproduksi perempuan

dalam kasus pernikahan dini.
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Perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi
perempuan tidak dapat dipisahkan dari pemahaman mengenai
hak atas kesehatan reproduksi itu sendiri. Oleh karena itu,
setelah membahas konsep perlindungan hukum, perlu dijelaskan
mengenai konsep kesehatan reproduksi perempuan beserta dasar
hukum yang mengaturnya agar diperoleh pemahaman yang utuh
mengenai objek perlindungan hukum dalam penelitian ini.

3. Kesehatan Reproduksi Perempuan
a.  Pengertian Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi merupakan bagian dari hak asasi
manusia yang memperoleh pengakuan dalam berbagai
instrumen hukum internasional maupun peraturan perundang-
undangan di Indonesia. Konsep kesehatan reproduksi tidak
hanya dipahami sebagai keadaan terbebas dari penyakit atau
gangguan pada sistem reproduksi, tetapi juga mencakup
terpenuhinya hak setiap orang untuk memperoleh kondisi yang
sehat secara fisik, mental, dan sosial dalam segala aspek yang
berkaitan dengan fungsi dan proses reproduksi. Oleh karena itu,
kesehatan reproduksi menjadi salah satu hak yang wajib
dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara melalui
berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan.*®

Menurut World Health Organization (WHO), kesehatan
reproduksi adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan
sosial secara utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan
sistem reproduksi, fungsi, dan proses reproduksi, serta bukan
hanya terbebas dari penyakit atau kecacatan. Definisi tersebut
menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menjalani
kehidupan reproduksi yang aman, sehat, serta bertanggung

jawab sesuai dengan martabat manusia.>°

49 Op.Cit., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

%0 Op.Cit., World Health Organization, Reproductive Health Strategy to Accelerate
Progress Towards the Attainment of International Development Goals and Targets (Geneva:
World Health Organization, 2004), 4.
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Dalam perspektif hukum, kesehatan reproduksi merupakan
hak yang melekat pada setiap orang, termasuk perempuan, yang
harus memperoleh perlindungan melalui kebijakan negara dan
pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Perlindungan
tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pelayanan kesehatan,
tetapi juga melalui upaya pencegahan terhadap berbagai faktor
yang dapat mengancam kesehatan reproduksi, termasuk praktik
pernikahan dini yang berpotensi menimbulkan berbagai risiko
bagi perempuan.

b.  Dasar Hukum Kesehatan Reproduksi di Indonesia

Perlindungan terhadap kesehatan reproduksi di Indonesia
memiliki landasan hukum vyang cukup kuat, baik yang
bersumber dari konstitusi maupun berbagai peraturan
perundang-undangan. Secara konstitusional, Pasal 28H ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak memperoleh
pelayanan kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia.
Jaminan konstitusional tersebut menjadi dasar bagi negara untuk
menyusun berbagai kebijakan yang bertujuan melindungi
kesehatan masyarakat, termasuk kesehatan reproduksi
perempuan.>?

Pengaturan yang lebih khusus terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-
undang tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak
memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan
terjangkau, termasuk pelayanan kesehatan reproduksi. Selain
mengatur mengenai hak masyarakat atas pelayanan kesehatan
reproduksi, undang-undang ini juga menegaskan tanggung
jawab pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan yang

berkualitas serta meningkatkan upaya promotif dan preventif

51 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).
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untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang
optimal.>?

Selain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023,
perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan juga
didukung oleh berbagai ketentuan hukum lainnya, antara lain
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang
menetapkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun
bagi laki-laki dan perempuan sebagai upaya mencegah berbagai
risiko akibat perkawinan usia anak. Selanjutnya, Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga
memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai tindakan
yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya,
termasuk  praktik perkawinan anak yang berpotensi
membahayakan kesehatan reproduksi perempuan. Dengan
demikian, perlindungan terhadap kesehatan reproduksi
perempuan merupakan bagian dari sistem perlindungan hukum
nasional yang dilaksanakan secara terpadu melalui berbagai
instrumen hukum yang saling berkaitan.>

Setelah memahami  konsep kesehatan reproduksi
perempuan sebagai objek perlindungan hukum, pembahasan
selanjutnya diarahkan pada fenomena pernikahan dini sebagai
salah satu persoalan hukum yang berpotensi mengancam
terpenuhinya hak atas kesehatan reproduksi perempuan. Oleh
karena itu, perlu dipahami terlebih dahulu konsep, dasar hukum,
faktor penyebab, serta dampak hukum dari pernikahan dini.

4. Pernikahan Dini

a.  Pengertian Pernikahan Dini

52 Op.Cit., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
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Pernikahan  dini  merupakan  perkawinan  yang
dilangsungkan pada usia yang belum mencapai tingkat
kedewasaan yang memadai, baik dari aspek fisik, psikologis,
sosial, maupun ekonomi. Dalam praktik di Indonesia, istilah
pernikahan dini sering digunakan untuk menggambarkan
perkawinan yang dilakukan sebelum terpenuhinya batas usia
minimum perkawinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan. Meskipun istilah "pernikahan dini" tidak
disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019, praktik tersebut umumnya merujuk pada
perkawinan yang dilangsungkan melalui mekanisme dispensasi
kawin karena salah satu atau kedua calon mempelai belum
memenuhi batas usia yang ditetapkan oleh undang-undang.>

Dalam perspektif hukum, pengaturan mengenai batas usia
minimum perkawinan bertujuan memberikan perlindungan
terhadap hak-hak anak, menjamin kesiapan calon mempelai
dalam membangun kehidupan rumah tangga, serta mencegah
berbagai risiko yang dapat timbul akibat perkawinan pada usia
yang belum matang, termasuk risiko terhadap kesehatan
reproduksi perempuan. Oleh karena itu, peningkatan batas usia
perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan
merupakan bentuk kebijakan hukum yang berorientasi pada
perlindungan hak asasi manusia, perlindungan anak, serta
peningkatan kualitas keluarga di Indonesia.>®

Dalam penelitian ini, pernikahan dini dimaknai sebagali
perkawinan yang berlangsung sebelum tercapainya kesiapan
yang memadai untuk memasuki kehidupan berumah tangga
sehingga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum,
sosial, maupun risiko terhadap kesehatan reproduksi perempuan,
serta menjadi fokus implementasi perlindungan hukum oleh

Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang.

54 Op. Cit. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
% Ibid.
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b. Dasar Hukum Pernikahan Dini

Pengaturan mengenai batas usia perkawinan di Indonesia
mengalami perubahan setelah diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui perubahan
tersebut, batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan
perempuan disamakan menjadi 19 (sembilan belas) tahun.
Ketentuan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam
memberikan perlindungan terhadap anak, meningkatkan kualitas
keluarga, serta mencegah berbagai dampak negatif yang dapat
ditimbulkan oleh perkawinan usia anak, termasuk terhadap
kesehatan reproduksi perempuan.®®

Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 tetap memberikan kemungkinan dilaksanakannya
perkawinan di bawah wusia minimum melalui mekanisme
dispensasi kawin. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2), orang tua atau
wali dari calon mempelai dapat mengajukan permohonan
dispensasi kepada pengadilan apabila terdapat alasan yang
sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup. Dalam
memberikan dispensasi, hakim wajib mempertimbangkan
kepentingan terbaik bagi anak dengan memperhatikan aspek
psikologis, kesehatan, sosial, pendidikan, serta kesiapan calon
mempelai untuk membentuk keluarga.®’

Selain  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,
Mahkamah Agung juga menerbitkan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili
Permohonan Dispensasi Kawin sebagai pedoman bagi hakim
dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin.
Peraturan tersebut menegaskan bahwa pemeriksaan dispensasi
kawin harus mengedepankan prinsip perlindungan anak,

kepentingan terbaik bagi anak, penghormatan terhadap hak

% Ibid., Pasal 7 ayat (1).
5 Ibid., Pasal 7 ayat (2).
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hidup dan tumbuh kembang anak, serta penghargaan terhadap
pendapat anak. Dengan demikian, pemberian dispensasi kawin
bukanlah bentuk pengecualian yang bersifat bebas, melainkan
harus dilakukan secara selektif dan mempertimbangkan
perlindungan terhadap hak-hak anak.>®
c. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan fenomena yang dipengaruhi
oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Dalam berbagai
penelitian, faktor penyebab pernikahan dini tidak hanya berasal
dari aspek individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi
keluarga, budaya, ekonomi, pendidikan, serta lingkungan sosial
masyarakat. Faktor ekonomi sering menjadi alasan keluarga
menikahkan anak pada usia dini dengan harapan dapat
mengurangi beban ekonomi rumah tangga. Selain itu, rendahnya
tingkat pendidikan dan kurangnya pemahaman mengenai
ketentuan hukum perkawinan juga turut mendorong terjadinya
pernikahan dini.>®

Di samping faktor ekonomi dan pendidikan, faktor budaya
dan adat istiadat juga masih menjadi penyebab terjadinya
pernikahan dini di berbagai daerah. Dalam masyarakat tertentu
masih berkembang anggapan bahwa perempuan yang telah
memasuki usia remaja sebaiknya segera menikah untuk menjaga
kehormatan keluarga. Selain itu, kehamilan di luar perkawinan
(married by accident) juga sering menjadi alasan diajukannya
permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Berbagai faktor
tersebut menunjukkan bahwa pencegahan pernikahan dini
memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui sinergi
antara keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga pendidikan,

serta lembaga keagamaan, termasuk Kantor Urusan Agama.

%8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman
Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

9 Badan Pusat Statistik, Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa
Ditunda (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020), 17.
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d. Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Reproduksi
Perempuan
Pernikahan dini tidak hanya menimbulkan konsekuensi
terhadap kondisi fisik perempuan, tetapi juga berdampak pada
pemenuhan hak-hak yang dijamin oleh hukum. Dari perspektif
hukum, penetapan batas usia minimum perkawinan melalui
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan bentuk
kebijakan negara yang bertujuan memberikan perlindungan
terhadap hak anak dan hak perempuan, termasuk hak atas
kesehatan reproduksi, hak memperoleh pendidikan, hak untuk
tumbuh dan berkembang, serta hak untuk membentuk keluarga
yang berkualitas. Oleh karena itu, praktik pernikahan dini yang
masih terjadi berpotensi menghambat terpenuhinya hak-hak
tersebut sehingga memerlukan upaya perlindungan hukum
melalui  kebijakan  yang  bersifat  preventif maupun
administratif.%°
Dalam konteks perlindungan kesehatan reproduksi
perempuan, pernikahan dini  berpotensi menempatkan
perempuan pada kondisi yang belum sepenuhnya siap untuk
menjalankan fungsi reproduksi maupun kehidupan berumah
tangga. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap
kesehatan reproduksi perempuan tidak hanya dimaknai sebagai
perlindungan terhadap aspek kesehatan semata, tetapi juga
sebagai upaya menjamin terpenuhinya hak perempuan untuk
memperoleh kesiapan fisik, mental, sosial, dan hukum sebelum
memasuki perkawinan. Dengan demikian, pengaturan mengenai
batas usia minimum perkawinan merupakan instrumen hukum

yang berfungsi mencegah timbulnya berbagai risiko yang dapat

80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.
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menghambat terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana
diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.®:

Selain  berdampak terhadap kesehatan reproduksi,
pernikahan dini juga berimplikasi terhadap pemenuhan hak-hak
perempuan lainnya, seperti hak atas pendidikan, hak untuk
mengembangkan potensi diri, hak memperoleh perlindungan
dari diskriminasi dan kekerasan, serta hak untuk menikmati
kualitas hidup yang layak. Oleh karena itu, pernikahan dini tidak
hanya dipandang sebagai persoalan keluarga atau sosial, tetapi
juga merupakan persoalan perlindungan hukum yang
memerlukan keterlibatan berbagai lembaga negara sesuai
dengan kewenangannya. Dalam konteks penelitian ini, Kantor
Urusan Agama memiliki peran penting melalui pelaksanaan
bimbingan perkawinan, penyuluhan hukum, pemeriksaan
persyaratan administrasi perkawinan, serta koordinasi dengan
instansi terkait sebagai bagian dari implementasi perlindungan
hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus
pernikahan dini.%?

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memandang
bahwa dampak pernikahan dini tidak hanya berkaitan dengan
aspek kesehatan reproduksi perempuan, tetapi juga menyangkut
perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang dijamin oleh
hukum nasional. Oleh karena itu, pembahasan mengenai
dampak pernikahan dini dalam penelitian ini ditempatkan
sebagai dasar untuk menganalisis pentingnya implementasi
perlindungan hukum yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Selupu Rejang dalam mencegah terjadinya
pernikahan dini dan melindungi kesehatan reproduksi

perempuan.

61 Op. Cit. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

62 Op. Cit. Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah
Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan
Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara (Surabaya: Bina limu, 1987), 2.
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5. Kantor Urusan Agama (KUA)

Mengingat perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi
perempuan dalam kasus pernikahan dini dilaksanakan melalui
berbagai lembaga negara sesuai dengan kewenangannya masing-
masing, maka penelitian ini memfokuskan kajian pada Kantor Urusan
Agama sebagai objek penelitian. Oleh karena itu, perlu dipahami
terlebih dahulu kedudukan, tugas, fungsi, dan peran Kantor Urusan
Agama dalam penyelenggaraan perkawinan dan pencegahan
pernikahan dini.

a. Pengertian Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit pelaksana
teknis pada Kementerian Agama yang berkedudukan di tingkat
kecamatan dan bertugas menyelenggarakan sebagian tugas
pemerintah di bidang urusan agama Islam. Keberadaan KUA
memiliki peran strategis karena menjadi lembaga yang secara
langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya
dalam penyelenggaraan perkawinan, pembinaan keluarga,
bimbingan masyarakat Islam, serta pelayanan keagamaan
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.®®

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia

Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kantor Urusan Agama Kecamatan, KUA Kecamatan merupakan

unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Sebagai unit pelaksana teknis, KUA memiliki fungsi pelayanan,

pembinaan, dan pengelolaan administrasi di bidang urusan

agama Islam pada tingkat kecamatan.®

83 Op. Cit. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
% Ibid.,
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Dalam penelitian ini, Kantor Urusan Agama yang dimaksud
adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang,
Kabupaten Rejang Lebong, yang menjadi objek penelitian
dalam  mengkaji  peran  lembaga  tersebut  dalam
mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan
reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.

Dasar Hukum Kedudukan KUA

Kedudukan Kantor Urusan Agama sebagai unit pelaksana
teknis Kementerian Agama didasarkan pada berbagai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi
pemerintahan dan penyelenggaraan urusan agama. Secara
khusus, dasar hukum mengenai organisasi dan tata kerja KUA
diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Urusan Agama Kecamatan. Peraturan tersebut
menegaskan bahwa KUA Kecamatan merupakan unit pelaksana
teknis yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan
bimbingan masyarakat Islam di wilayah kecamatan.®®

Selain itu, kedudukan KUA juga berkaitan dengan
pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menempatkan KUA
sebagai instansi yang berwenang melaksanakan pencatatan
perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam. Dalam
melaksanakan tugas tersebut, KUA tidak hanya menjalankan
fungsi administratif, tetapi juga berperan dalam memberikan
pembinaan kepada calon pengantin sebagai bagian dari upaya
mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dengan kedudukan tersebut, KUA memiliki posisi yang
strategis dalam pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah yang

berkaitan dengan penyelenggaraan perkawinan, termasuk

% 1bid.,
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implementasi  perlindungan hukum terhadap kesehatan
reproduksi perempuan melalui berbagai program pembinaan,
penyuluhan, dan bimbingan perkawinan.

Tugas dan Fungsi KUA

Berdasarkan  Peraturan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 34 Tahun 2016, Kantor Urusan Agama
Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan
bimbingan masyarakat Islam di wilayah kecamatan. Dalam
melaksanakan tugas tersebut, KUA menyelenggarakan berbagai
fungsi yang meliputi pelayanan pencatatan nikah dan rujuk,
bimbingan perkawinan, pembinaan keluarga sakinah, pelayanan
kemasjidan, zakat, wakaf, hisab rukyat, serta pelayanan dan
pembinaan lainnya di bidang urusan agama Islam sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.®®

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut menunjukkan
bahwa KUA tidak hanya berperan sebagai lembaga administrasi
pencatatan perkawinan, tetapi juga sebagai lembaga pembinaan
yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas
kehidupan keluarga melalui berbagai program edukasi dan
pembinaan kepada masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan
perkawinan, KUA berperan memberikan bimbingan kepada
calon pengantin agar memiliki kesiapan secara hukum, sosial,
maupun keagamaan sebelum memasuki kehidupan rumah
tangga.

Dengan demikian, tugas dan fungsi KUA memiliki
hubungan yang erat dengan upaya perlindungan hukum terhadap
kesehatan reproduksi perempuan, karena melalui pelaksanaan
bimbingan perkawinan dan pembinaan keluarga, KUA dapat
memberikan  edukasi  mengenai  pentingnya  kesiapan

perkawinan, usia ideal perkawinan, kesehatan reproduksi, serta

% 1bid.,
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hak dan kewajiban suami istri dalam membangun keluarga yang
harmonis.
d. Peran KUA dalam Penyelenggaraan Perkawinan

Dalam penyelenggaraan perkawinan, Kantor Urusan
Agama memiliki peran yang sangat penting sebagai instansi
yang berwenang melaksanakan pelayanan  pencatatan
perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam. Peran
tersebut tidak hanya terbatas pada pencatatan administrasi
perkawinan, tetapi juga meliputi pemeriksaan persyaratan
perkawinan, pemberian bimbingan perkawinan (Bimbingan
Perkawinan/Bimwin), penyuluhan hukum perkawinan, serta
pembinaan kepada calon pengantin agar memiliki kesiapan
dalam membangun kehidupan rumah tangga sesuai dengan
ketentuan hukum dan ajaran Islam.®’

Bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA
merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan
pemerintah dalam meningkatkan kualitas keluarga. Melalui
kegiatan tersebut, calon pengantin memperoleh pembekalan
mengenai hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan kehidupan
keluarga, kesehatan reproduksi, pencegahan stunting, serta
pentingnya membangun keluarga yang harmonis. Dengan
demikian, penyelenggaraan perkawinan oleh KUA tidak hanya
berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga memiliki
fungsi edukatif dan preventif dalam mewujudkan keluarga yang
berkualitas.

e. Peran KUA dalam Pencegahan Pernikahan Dini

Pencegahan pernikahan dini merupakan salah satu bentuk
implementasi kebijakan pemerintah dalam melindungi hak-hak
anak dan kesehatan reproduksi perempuan. Dalam konteks

tersebut, Kantor Urusan Agama memiliki peran strategis melalui

7 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik
Indonesia, Pedoman Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin (Jakarta: Direktorat Bina KUA
dan Keluarga Sakinah, 2017).
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pelaksanaan fungsi pembinaan, penyuluhan, dan pelayanan
administrasi perkawinan. Sebagai lembaga yang berhubungan
langsung dengan masyarakat, KUA dapat memberikan edukasi
mengenai batas usia minimum perkawinan, dampak hukum
pernikahan dini, serta pentingnya kesiapan fisik, mental, dan
ekonomi sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.®®

Selain memberikan penyuluhan kepada masyarakat, KUA
juga berperan dalam menyelenggarakan bimbingan perkawinan
bagi calon pengantin sebagai upaya preventif untuk
meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam
perkawinan, kesehatan reproduksi, serta pembentukan keluarga
yang berkualitas. Dalam pelaksanaannya, KUA juga menjalin
koordinasi dengan berbagai instansi terkait, seperti Puskesmas
Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Women’s
Crisis Center (WCC)/Forum Komunitas Perempuan Akar
Rumput (FKPAR), pemerintah desa, dan lembaga lain yang
memiliki perhatian terhadap pencegahan pernikahan dini.
Sinergi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan pernikahan
dini merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan
kerja sama lintas sektor.

Dalam penelitian ini, peran KUA dalam pencegahan
pernikahan dini dipahami sebagai bagian dari implementasi
perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan.
Oleh karena itu, analisis penelitian akan difokuskan pada
bagaimana KUA Kecamatan Selupu Rejang melaksanakan
berbagai program dan kewenangannya dalam memberikan
perlindungan hukum melalui pendekatan preventif, edukatif, dan
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Pedoman Bimbingan Perkawinan
bagi Calon Pengantin (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2017).
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Berdasarkan uraian tersebut, Kantor Urusan Agama
Kecamatan Selupu Rejang diposisikan sebagai aktor utama
dalam penelitian ini karena memiliki kewenangan dalam
penyelenggaraan perkawinan sekaligus menjalankan berbagai
fungsi pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh
karena itu, pelaksanaan tugas dan fungsi KUA akan dianalisis
menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van
Horn untuk mengetahui sejauh mana perannya dalam
mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan
reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.

Dengan demikian, KUA tidak hanya menjalankan fungsi
administratif dalam pencatatan perkawinan, tetapi juga
menjalankan fungsi preventif melalui pembinaan, edukasi, dan
koordinasi lintas sektor sebagai bagian dari implementasi
perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan.

6. Magqgasid al-Syari’ah

Selain dianalisis berdasarkan teori implementasi kebijakan,
penelitian ini juga meninjau implementasi perlindungan hukum
tersebut dari perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan
landasan teori mengenai Magasid al-Syari’ah sebagai kerangka
analisis untuk menilai kesesuaian implementasi perlindungan hukum

dengan tujuan-tujuan syariat Islam.

a. Pengertian Magasid al-Syari’ah
Secara etimologis, kata Magasid merupakan bentuk jamak
dari magsad yang berarti tujuan, maksud, atau sasaran, sedangkan
al-syariah berarti ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan
Allah Swt. untuk mengatur kehidupan manusia. Dengan
demikian, Magasid al-Syari’ah dapat dipahami sebagai tujuan-
tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam melalui
penetapan hukum demi tercapainya kemaslahatan umat

manusia.®®

9 Ahmad al-Raysiini, Nazariyyat al-Magqasid 'inda al-Imam al-Syatibi (Herndon, VA:
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Menurut Imam Abi Ishaq al-Syatibi, seluruh hukum yang
ditetapkan oleh syariat pada hakikatnya bertujuan mewujudkan
kemaslahatan (jalb al-masalih) dan mencegah kemudaratan (dar’
al-mafasid). Oleh karena itu, setiap ketentuan hukum Islam tidak
hanya dipahami berdasarkan bunyi teks (nas), tetapi juga harus
dipahami berdasarkan tujuan yang hendak dicapai oleh syariat.”

Pandangan  tersebut kemudian  dikembangkan oleh
Muhammad al-Tahir Ibnu 'Asyiir yang menjelaskan bahwa
Magasid al-Syari’ah merupakan nilai-nilai dan hikmah yang
menjadi tujuan umum dari setiap ketentuan syariat, baik yang
berkaitan dengan ibadah maupun muamalah. Dengan memahami
tujuan syariat, hukum Islam dapat diterapkan secara lebih
proporsional untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan
perlindungan terhadap hak-hak manusia.”

Berdasarkan pendapat tersebut, Magdasid al-Syari’ah dalam
penelitian ini dipahami sebagai landasan analisis untuk menilai
apakah implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan
reproduksi perempuan yang dilakukan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Selupu Rejang telah sejalan dengan tujuan-
tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan
masyarakat.

b. Tujuan Magasid al-Syari’ah

Imam al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan pokok syariat
pada tingkat darurriyat diarahkan untuk menjaga lima unsur
pokok kehidupan manusia (al-kulliyyat al-khams), yaitu agama
(hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (kifz al- ‘aql), keturunan (hifz

al-nafs), dan harta (%ifz al-mal). Kelima unsur tersebut merupakan

International Institute of Islamic Thought, 1995), 19.

0 Abii Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usiil al-Syart'ah, Juz 11 (Beirut: Dar al-Kutub al-
'limiyyah, 2004), 8.

I Muhammad al-Tahir Ibn 'Asytr, Magasid al-syariah al-Islamiyyah (Amman: Dar al-
Nafa'is, 2001), 177.
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kebutuhan mendasar yang harus dipelihara agar kehidupan
manusia dapat berlangsung secara baik."?
1. Hifz al-Din (Perlindungan Agama)

Hifz al-din merupakan tujuan syariat yang berkaitan
dengan pemeliharaan agama dan kebebasan setiap orang
untuk menjalankan ajaran agamanya. Perlindungan terhadap
agama diwujudkan melalui berbagai ketentuan syariat yang
mengatur pelaksanaan ibadah serta menjaga masyarakat dari
perbuatan yang dapat merusak nilai-nilai keagamaan. Dalam
konteks perkawinan, syariat Islam mengatur perkawinan
sebagai ibadah sekaligus sebagai sarana menjaga kehormatan
dan membangun keluarga yang sesuai dengan ajaran Islam.

2. Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Hifz al-nafs bertujuan melindungi kehidupan manusia
dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan
keselamatan jiwa. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui
berbagai ketentuan yang menjamin hak hidup, kesehatan, dan
keselamatan setiap manusia. Dalam penelitian ini, zifz al-nafs
menjadi dasar dalam menilai pentingnya perlindungan
terhadap kesehatan reproduksi perempuan agar terhindar dari
berbagai risiko yang dapat timbul akibat pernikahan dini.

Aspek ini menjadi fokus utama dalam penelitian karena
berkaitan  langsung dengan perlindungan kesehatan
reproduksi perempuan.

3. Hifz al-'Aqgl (Perlindungan Akal)

Hifz al-'agl bertujuan menjaga akal manusia agar dapat
berkembang secara optimal melalui pendidikan, ilmu
pengetahuan, dan lingkungan yang sehat. Perlindungan
terhadap akal juga berarti menghindarkan manusia dari
berbagai kondisi yang dapat menghambat perkembangan

intelektual maupun psikologisnya. Dalam konteks pernikahan

2 Op. Cit., Abii Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafagat fi Usiil al-Syart'ah, Juz 11 (Beirut: Dar al-
Kutub al-limiyyah, 2004), 17.
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dini, perlindungan terhadap akal berkaitan dengan
kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan dan
mencapai kematangan berpikir sebelum memasuki kehidupan
berumah tangga. Aspek ini digunakan untuk menganalisis
pentingnya kesiapan intelektual dan psikologis calon
mempelai.

. Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Hifz al-nasl merupakan tujuan syariat yang berkaitan
dengan perlindungan terhadap keturunan agar lahir dari
perkawinan yang sah, memperoleh pengasuhan yang baik,
serta memiliki kualitas kehidupan yang optimal.
Perlindungan terhadap keturunan juga mencakup upaya
menjaga kesehatan reproduksi, mencegah berbagai risiko
kehamilan pada usia yang belum matang, serta mewujudkan
keluarga yang berkualitas.

Aspek ini berkaitan dengan tujuan pembentukan
keluarga yang sehat dan berkualitas melalui pencegahan
pernikahan dini.

. Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)

Hifz al-mal bertujuan menjaga harta benda agar
diperoleh dan digunakan secara benar sesuai dengan
ketentuan syariat. Dalam kehidupan keluarga, perlindungan
terhadap harta berkaitan dengan kemampuan ekonomi calon
suami istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga

sehingga tercipta kehidupan keluarga yang sejahtera.

Magasid al-Syari’ah dalam Perlindungan Kesehatan Reproduksi

Perempuan

Perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan

memiliki hubungan yang erat dengan tujuan syariat Islam,

khususnya dalam menjaga jiwa (kifz al-nafs) dan menjaga

keturunan (hifz al-nasl). Syariat Islam menghendaki agar setiap

perempuan memperoleh perlindungan terhadap keselamatan
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jiwa dan kesehatannya sehingga mampu menjalankan fungsi
reproduksi secara aman dan bertanggung jawab. Oleh karena itu,
berbagai kebijakan yang bertujuan mencegah risiko terhadap
kesehatan reproduksi perempuan, termasuk pengaturan batas
usia minimum perkawinan dan penyelenggaraan bimbingan
perkawinan, merupakan bagian dari upaya mewujudkan
kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat.”

Selain itu, perlindungan terhadap kesehatan reproduksi
perempuan juga berkaitan dengan hifz al-'agl, karena perempuan
yang memasuki perkawinan pada usia yang matang memiliki
kesempatan yang lebih baik untuk menyelesaikan pendidikan,
mengembangkan kemampuan berpikir, serta mempersiapkan
diri secara psikologis sebelum membangun kehidupan rumah
tangga. Dengan demikian, perlindungan terhadap kesehatan
reproduksi perempuan tidak hanya bertujuan menjaga kesehatan
fisik, tetapi juga mendukung terwujudnya kualitas sumber daya
manusia yang lebih baik.

d.  Magasid al-Syari’ah dalam Pencegahan Pernikahan Dini

Pencegahan pernikahan dini merupakan salah satu bentuk
ikhtiar untuk mewujudkan tujuan syariat Islam dalam menjaga
kemaslahatan manusia. Dari perspektif Magasid al-Syari’ah,
pengaturan batas usia minimum perkawinan tidak bertentangan
dengan ajaran Islam, melainkan merupakan bentuk siyasah
syar'iyyah yang dilakukan negara untuk melindungi masyarakat
dari berbagai kemudaratan yang dapat timbul akibat perkawinan
pada usia yang belum matang. Oleh karena itu, berbagai
kebijakan pemerintah yang bertujuan mencegah pernikahan dini
memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip dar' al-mafasid
muqaddam ‘ala  jalb  al-masalih, yaitu mendahulukan

pencegahan kemudaratan daripada memperoleh kemaslahatan.”

3 Jasser Auda, Magasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach
(London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 21.
74 Wahbah al-Zuhayli, Usiil al-Figh al-Islami, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 1017.
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Dalam konteks penelitian ini, peran Kantor Urusan Agama

Kecamatan Selupu Rejang dalam memberikan bimbingan
perkawinan, penyuluhan mengenai batas usia perkawinan,
edukasi kesehatan reproduksi, serta pembinaan kepada calon
pengantin merupakan bentuk implementasi perlindungan hukum
yang sejalan dengan tujuan Magasid al-Syari’ah. Analisis
terhadap pelaksanaan peran tersebut akan difokuskan pada tiga
tujuan utama syariat, yaitu hifz al-nafs, hifz al-'agl, dan hifz al-
nasl, karena ketiga aspek tersebut memiliki hubungan yang
paling erat dengan perlindungan kesehatan reproduksi
perempuan dalam kasus pernikahan dini.

Berdasarkan uraian tersebut, teori Magasid al-Syari’ah
digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah
kedua mengenai peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu
Rejang dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap
kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini ditinjau
dari perspektif Magasid al-Syari’ah. Analisis penelitian akan
difokuskan pada tiga tujuan pokok syariat, yaitu hifz al-nafs
(perlindungan jiwa), hifz al-'aql (perlindungan akal), dan hifz al-nasl
(perlindungan keturunan), karena ketiga aspek tersebut memiliki
hubungan yang paling erat dengan perlindungan kesehatan reproduksi
perempuan.

B. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari adanya berbagai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap kesehatan
reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini, antara lain Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia
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Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan
Agama Kecamatan. Berbagai ketentuan tersebut menjadi dasar hukum
bagi Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,
khususnya dalam penyelenggaraan perkawinan serta upaya pencegahan
pernikahan dini.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk mempermudah memahami alur
penelitian serta hubungan antara landasan hukum, objek penelitian, teori
yang digunakan, dan tujuan analisis, kerangka berpikir penelitian ini dapat

digambarkan sebagai berikut.
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian

Peraturan Perundang-undangan
(UUD 1945
UU 16 Tahun 2019
UU 17 Tahun 2023
UU 35 Tahun 2014
PMA 34 Tahun 2016)

% l J
( )
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. l J
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(Van Meter & Van Horn)

'

Perlindungan terhadap
Kesehatan Reproduksi Perempuan
dalam Kasus Pernikahan Dini

'

Analisis
Magqasid al-Syari'ah
(hifz al-nafs

hifz al-'aql
hifz al-nasl)
. J
v
B )
Kesimpulan
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Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.
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Sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Agama di tingkat
kecamatan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang memiliki
peran strategis dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap
kesehatan reproduksi perempuan melalui berbagai bentuk pelayanan,
pembinaan, bimbingan perkawinan, penyuluhan hukum, serta koordinasi
dengan instansi terkait. Pelaksanaan peran tersebut dianalisis
menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh
Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dengan enam indikator, yaitu
standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi
pelaksana, sikap (disposition) pelaksana, komunikasi dan koordinasi
antarlembaga, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Selanjutnya, hasil analisis mengenai implementasi perlindungan
hukum tersebut ditinjau berdasarkan perspektif Maqgasid al-Syari’ah,
kKhususnya pada aspek #ifz al-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-'aql
(perlindungan akal), dan #Zifz al-nasl (perlindungan keturunan). Melalui
analisis tersebut diharapkan dapat diketahui sejauh mana peran Kantor
Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam mengimplementasikan
perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam
kasus pernikahan dini telah sesuai dengan tujuan syariat Islam dalam
mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi masyarakat.

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, penelitian ini memfokuskan
analisis pada implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan
reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini yang dilaksanakan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang. Implementasi
tersebut dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter
dan Van Horn untuk menjawab rumusan masalah pertama, kemudian
ditinjau berdasarkan perspektif Magqasid al-Syari'ah untuk menjawab
rumusan masalah kedua sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai

pelaksanaan perlindungan hukum dalam penelitian ini.
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BAB Il
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Profil Singkat KUA Kecamatan Selupu Rejang

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang berdiri
sejak tahun 2002 sebagai pengembangan dari KUA Kecamatan Curup.
Pembentukan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat akan
layanan keagamaan yang lebih dekat dan mudah dijangkau, mengingat
wilayah kerja KUA Curup sebelumnya sangat luas. Pada masa awal
berdirinya, KUA Selupu Rejang belum memiliki gedung sendiri. Aktivitas
pelayanan masih dilakukan dengan menumpang di Balai Desa Air Duku
dan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Kamal. Kendati sarana dan
prasarana terbatas, semangat untuk melayani masyarakat tetap menjadi
prioritas utama para pegawai KUA.

Seiring perjalanan waktu, muncul inisiatif dari masyarakat untuk
mendukung keberadaan KUA secara lebih permanen. Melalui musyawarah
Desa Suban Ayam, diputuskan untuk mewakafkan sebidang tanah seluas
295 m? bagi pembangunan kantor KUA. Tanah wakaf ini kemudian
dimanfaatkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu untuk
membangun gedung permanen KUA Selupu Rejang pada tahun anggaran
2007. Pembangunan selesai pada bulan Juni 2007, dan sejak saat itu
pelayanan masyarakat dilakukan di kantor tetap yang representatif.
Kehadiran gedung permanen ini menandai tonggak penting dalam sejarah
KUA Selupu Rejang, karena menjadi pusat pelayanan administrasi
pernikahan, bimbingan keluarga sakinah, penyuluhan agama, hingga
layanan sosial-keagamaan lainnya. Hingga Kini, gedung tersebut masih
digunakan sebagai pusat layanan keagamaan masyarakat Selupu Rejang.

Memasuki tahun 2025, KUA Selupu Rejang terus berkembang
sesuai dengan kebutuhan zaman. Layanan administrasi menjadi semakin
tertib, penguatan arsip dan dokumen diperhatikan, dan program-program
inovatif pun bermunculan. KUA secara aktif menyelenggarakan pengajian
pegawai, pembinaan masyarakat desa, serta program pencegahan

pernikahan usia dini. Selain itu, KUA juga menerapkan
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kebijakan nasional, seperti memperdengarkan Lagu Kebangsaan
Indonesia Raya setiap Senin dan Kamis sesuai Surat Edaran SE.01 Tahun
2025, sebagai upaya memperkuat karakter kebangsaan aparatur. Peran
KUA kini tidak hanya sebatas pencatat pernikahan, melainkan juga
menjadi pusat pembinaan keluarga dan lembaga mediasi sosial-keagamaan
yang membantu masyarakat menyelesaikan persoalan rumah tangga secara
musyawarah dan bernuansa islami.
B. Visi dan Misi KUA Kecamatan Selupu Rejang
1. Visi
Terwujudnya masyarakat Kecamatan Selupu Rejang yang taat
beragama, berakhlakul karimah, mandiri, sejahtera lahir batin.
2. Misi
a. Meningkatkan kualitas beragama
b. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama
c. Meningkatkan  kualitas  Raudhatul  Atfal, = Madrasah,
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
d. Meningkatkan kualitas bimbingan calon jama’ah haji
e. Meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan
berwibawa
f. Mewujudkan KUA sebagai rumah kedua bagi masyarakat
Kecamatan Selupu Rejang.
C. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Selupu Rejang
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang merupakan
lembaga di bawah naungan Kementerian Agama yang memiliki peran
penting dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat,
khususnya dalam bidang urusan Islam. Dalam menjalankan tugas dan
fungsinya secara efektif, KUA Kecamatan Selupu Rejang didukung oleh
struktur organisasi yang tersusun secara sistematis sesuai dengan
pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai. Adapun
bagan struktur organisasi KUA Kecamatan Selupu Rejang dapat dilihat

pada gambar berikut:
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Selupu Rejang

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR URUSAN AGAMA KEC. SELUPU REJANG
PMA NO 24 TAHUN 2024
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KAB. RL

DR. H. Rahman, S.Ag., M.Pd.|
NIP. 197604052005012002

==
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Ibnu Hajar, S.Ag., M.HI
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Rolina Mita Oktaria
NIP. 197408742025212004 NIP. 198510052025212023
Hera Pungnita Sari Endah Cahyorini
NIP. 199603102025212045 NIP. 199808152025212033
Siti Samsiyah

PENGHULU PENYULUH PENYULUH PENYULUH
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Sumber: Dokumen KUA Kecamatan Selupu Rejang, 2026

Berdasarkan gambar di atas, struktur organisasi tersebut secara rinci

terdiri dari pembagian tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Kepala KUA

Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dipimpin oleh

seorang Kepala KUA vyang mempunyai tugas memimpin,

mengoordinasikan, serta mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi

KUA Kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di

bidang keagamaan Islam.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala KUA Kecamatan

mempunyai fungsi:

a.

Melaksanakan  koordinasi  pelayanan dan  bimbingan
masyarakat Islam di tingkat kecamatan.

Menyelenggarakan pelayanan nikah dan rujuk.

Melaksanakan pembinaan keluarga sakinah dan kemitraan umat.
Melaksanakan pelayanan dan pembinaan zakat, wakaf,
kemasjidan, serta hisab rukyat.”

Melaksanakan pengawasan  dan  evaluasi  terhadap
pelaksanaan pelayanan di lingkungan KUA Kecamatan, dan

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan

75 Lihat Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
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perundang-undangan.’®
2. TataUsaha
Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
administrasi dan ketatausahaan di lingkungan KUA Kecamatan
Selupu Rejang. Tata usaha bertanggung jawab terhadap pengelolaan
surat-menyurat, arsip, administrasi kepegawaian, perlengkapan kantor,

serta administrasi pelayanan umum lainnya.””’

Dalam melaksanakan tugasnya, tata usaha mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan administrasi persuratan dan pengarsipan;

b. Mengelola administrasi kepegawaian dan keuangan;

c. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan inventaris kantor;
d. Menyiapkan administrasi pelayanan kepada masyarakat; dan

e. Melaksanakan tugas administrasi lainnya yang berkaitan
dengan operasional KUA Kecamatan.
3. Pengadministrasi Perkantoran
Pengadministrasi perkantoran mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan administrasi umum, pengelolaan dokumen, penyusunan
arsip, serta membantu proses administrasi pelayanan pada KUA
Kecamatan Selupu Rejang. Tugas tersebut merupakan bagian dari
pelaksanaan administrasi tata usaha sebagaimana diatur dalam PMA
Nomor 24 Tahun 2024.®
Dalam melaksanakan tugasnya, pengadministrasi perkantoran
mempunyai fungsi:
a. Mengelola surat masuk dan surat keluar.
b. Menyusun dan mengarsipkan dokumen pelayanan.
c. Membantu penyusunan administrasi kegiatan kantor.
d. Menyiapkan kebutuhan administrasi pelayanan masyarakat, dan

e. Melaksanakan tugas administrasi lainnya sesuai arahan

6 Lihat Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

" Lihat Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

8 Ibid.,
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pimpinan.
4. Operator Layanan Operasional
Operator layanan operasional mempunyai tugas membantu
pelaksanaan pelayanan berbasis teknologi informasi dan operasional
administrasi pada KUA Kecamatan Selupu Rejang. Tugas ini
berkaitan dengan pengelolaan data pelayanan keagamaan dan
administrasi pelayanan masyarakat.”
Dalam melaksanakan tugasnya, operator layanan operasional
mempunyai fungsi:
a. Melakukan penginputan data pelayanan ke dalam sistem;
b. Mengelola administrasi pelayanan berbasis digital;
c. Membantu pengelolaan data nikah dan layanan keagamaan
lainnya;
d. Menyiapkan data pelayanan untuk kebutuhan administrasi; dan
e. Membantu kelancaran pelayanan operasional di lingkungan
KUA Kecamatan.
5. Penata Layanan Operasional
Penata layanan operasional mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan administrasi kepada masyarakat dan membantu
kelancaran operasional pelayanan di lingkungan KUA Kecamatan
Selupu Rejang.®° Dalam melaksanakan tugasnya, penata layanan
operasional mempunyai fungsi:
a. Memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat;
b. Membantu proses pencatatan pelayanan keagamaan;
c. Menyiapkan dokumen pelayanan administrasi;
d. Membantu koordinasi pelayanan operasional kantor; dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai
bidang tugasnya.

6. Jabatan Fungsional

" Lihat Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

8 Lihat Pasal 4 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
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Jabatan fungsional pada KUA Kecamatan Selupu Rejang terdiri
dari Penghulu dan Penyuluh Agama Islam. Jabatan fungsional
bertugas melaksanakan pelayanan teknis keagamaan kepada
masyarakat sesuai bidang keahliannya.

a. Penghulu
Penghulu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
nikah dan rujuk, pemeriksaan administrasi perkawinan,
pencatatan nikah, serta memberikan bimbingan perkawinan
kepada masyarakat.®
Dalam melaksanakan tugasnya, penghulu mempunyai
fungsi:
1. Melaksanakan pemeriksaan administrasi nikah dan rujuk;
2. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk;
3. Memberikan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah;
4. Melaksanakan pembinaan hukum munakahat kepada
masyarakat; dan
5. Melaksanakan tugas keagamaan lainnya sesuai ketentuan
yang berlaku.
b. Penyuluh Agama Islam
Penyuluh Agama lIslam mempunyai tugas memberikan
penyuluhan dan pembinaan keagamaan kepada masyarakat
dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran

Islam.®

Dalam melaksanakan tugasnya, Penyuluh Agama Islam
mempunyai fungsi:
1. Memberikan penyuluhan dan pembinaan keagamaan
kepada masyarakat;

2. Membina kehidupan beragama dan kerukunan umat;

8 Lihat Pasal 9 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

8 Lihat Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

8 Lihat Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
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3. Melaksanakan pembinaan keluarga sakinah;
4. Menyampaikan informasi dan edukasi keagamaan
kepada masyarakat; dan
5. Membantu pelaksanaan program pembinaan
masyarakat Islam di wilayah kecamatan.
D. Daftar Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu
Rejang dari Masa Ke Masa
Sejak awal berdirinya hingga saat ini, KUA Kecamatan Selupu
Rejang telah mengalami beberapa kali pergantian tampuk kepemimpinan.
Adapun sejarah pergantian Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang dapat
dilihat secara rinci pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Daftar Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dari
Masa ke Masa

Periode Keterangan
No [Nama Kepala KUA Jabatan g

Kepala KUA pertama
sejak instansi ini berdiri.
Pada masa awal
kepemimpinannya,

1 | Drs.MusaArkan | 59002004 | operasional KUA masih
menempati fasilitas
sementara di Balai Desa
Air Duku dan MTs Nurul

Kamal.
Melanjutkan estafet
. kepemimpinan selama
2 Drs. Samiri 2004 - 2005 | masa transisi kelembagaan

sebelum dialihtugaskan.
Memimpin KUA selama
enam tahun, menandai

3 Supani, S.Ag. 2005 - 2011 | periode stabilisasi
pelayanan administrasi
pernikahan bagi

masyarakat setempat.
Menjabat pada masa

Akhir 2011 - | transisi kepemimpinan
Mei 2012 kelembagaan di

pertengahan tahun 2012.

Memimpin dalam periode

4 Ibnu Hajar S.Ag.
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yang cukup panjang dan
berfokus pada
pengembangan layanan
dasar serta  pendataan
keagamaan di wilayah
Selupu Rejang.

Kembali dipercaya
memimpin KUA  Selupu
Rejang. Pada periode ini,

Mintarno, S.H.l.,|  juni 2012 -

Ibnu Haiar. S.A fokus kepemimpinan

nu Hajar, S.Ag., _

6 M.H.I. 2023 - Sekarang dlara}hkan pada penguatan
administrasi, pelayanan

publik  responsif,  serta
inisiasi kemitraan strategis

lintas sektor (MoU) untuk
perlindungan masyarakat.

E. Peran, Tugas Pokok, Fungsi, dan Kegiatan
1. Peran KUA
KUA Selupu Rejang memegang peran strategis sebagai pusat
pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan. Institusi ini tidak hanya
menjalankan fungsi administratif pencatatan nikah dan rujuk, tetapi
juga menjadi lembaga pembinaan spiritual dan sosial masyarakat.
KUA turut menjadi mediator permasalahan rumah tangga dengan
pendekatan keagamaan, penggerak moderasi beragama, serta
pengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai wujud
pemberdayaan umat. Selain itu, KUA juga memiliki peran dalam
membangun karakter kebangsaan ASN dan masyarakat melalui
penerapan kebijakan nasional dalam kegiatan internal kantor.
2. Tugas Pokok
Tugas pokok KUA Selupu Rejang adalah melaksanakan
sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang
Lebong dalam bidang urusan agama Islam di lingkungan
kecamatan,  serta mengkoordinasikan kegiatan sektoral dan lintas
sektoral yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan masyarakat.

Dengan tugas tersebut, KUA dituntut untuk memberikan pelayanan
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keagamaan yang profesional, efisien, dan responsif terhadap dinamika
masyarakat.
3. Fungsi
Untuk menjalankan tugas pokoknya, KUA Selupu Rejang
memiliki beberapa fungsi penting, yaitu:

a. Menyelenggarakan administrasi perkantoran, termasuk surat-
menyurat, dokumentasi, dan kearsipan.

b. Menyediakan layanan tata usaha dan mendukung kebutuhan
internal kantor agar operasional berjalan lancar.

c. Membina dan mengawasi pelaksanaan layanan keagamaan:
pencatatan nikah dan rujuk, penyuluhan agama, bimbingan
keluarga sakinah, pemberdayaan zakat & wakaf, dan pelayanan
haji.

d. Menjalankan mediasi dan konsultasi keagamaan untuk
membantu menjembatani konflik rumah tangga maupun
persoalan sosial di masyarakat.

4. Program, Kebijakan, dan Kegiatan Unggulan
Berikut beberapa program unggulan KUA Selupu Rejang yang
sudah dilaksanakan serta data nyata pendukungnya:

a. Program “Catin Wajib Bisa Baca Al-Qur’an & Praktik Sholat”

Program ini diterapkan sejak 2013 dengan tujuan agar
calon pengantin memiliki bekal spiritual dasar. Kebijakan ini
memperkuat konsep keluarga sakinah dan sudah menjadi salah
satu citra khas pelayanan KUA Selupu Rejang.

b. Validasi Data Potensi Wilayah

Pada 20 Agustus 2024, KUA Selupu Rejang mengadakan
validasi data potensi wilayah di Kantor Camat Selupu Rejang
bersama penyuluh agama Nita Oktaria dan Okfa Muthmainnah.
Hal ini bertujuan agar data wilayah yang digunakan dalam

perencanaan program keagamaan lebih akurat dan mutakhir.8*

8 Humas Kemenag Rejang Lebong, "KUA Selupu Rejang Lakukan Validasi Data Potensi
Wilayah," Kemenag Rejang Lebong, 2025,  diakses 28  September 2025,
https://imww.kemenagrejanglebong.com/berita/news/2564?KUA-Selupu-Rejang-Lakukan-
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c. Penyuluhan “Rumah Ke Rumah” (Door To Door)

Salah satu langkah nyata pelayanan keagamaan adalah
kegiatan penyuluhan secara langsung ke masyarakat (rumah ke
rumah). Pada 20 September 2025, KUA menyelenggarakan
penyuluhan agama Islam dengan tema “Meneladani Rasulullah”
di Desa Sumber Urip bersama jamaah ibu-ibu.®®

e. Kultum Subuh dalam Bulan Ramadhan
Penyuluh KUA Selupu Rejang, Silahudin,

memprogramkan ceramah kultum Subuh rutin di masjid dan
mushola di Desa Air Meles Atas selama bulan Ramadan 2025.
Kegiatan ini dimulai sejak 1 Maret 2025 dan mendapat
dukungan penuh dari Kepala KUA.
f.  Muhasabah Akhir Tahun
Menjelang akhir tahun 2023, Ustaz Musoli, seorang
penyuluh KUA, mengajak warga binaan melakukan muhasabah
(introspeksi diri) dalam kegiatan penyuluhan di Desa Sumber
Bening setelah sholat Isya’.®
g. Pengukuhan Badan Kemakmuran Masjid (BKM)
Untuk memperkuat peran lembaga keagamaan lokal, KUA
Selupu Rejang menggelar rapat persiapan pengukuhan BKM
Kecamatan bersama pegawai KUA pada 20 November 2023.
Pengukuhan BKM ini ditujukan agar masjid-masjid di wilayah
dapat berfungsi aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial.®’
h. Sosialisasi Pencegahan Nikah Usia Dini

KUA Selupu Rejang bersama perangkat desa dan

Validasi-Data-Potensi-Wilayah-di-Kantor-Camat-Selupu-Rejang.

8 Humas Kemenag Rejang Lebong, "KUA Selupu Rejang Sentuh Umat Lewat Penyuluhan
dari Rumah ke Rumah,” Kemenag Rejang Lebong, 2025, diakses 28 September 2025,
https://mww.kemenagrejanglebong.com/berita/news/9187

8 Humas Kemenag Rejang Lebong, "KUA Selupu Rejang Lakukan Validasi Data Potensi
Wilayah," Kemenag Rejang Lebong, 2025, diakses 28 September 2025,
https://mww.kemenagrejanglebong.com/berita/news/479?Penyuluh-KUA-Selupu-Rejang-Ajak-
Warga--Muhasabah-Diri.

8 Humas Kemenag Rejang Lebong, "KUA Selupu Rejang Lakukan Validasi Data Potensi
Wilayah," Kemenag Rejang Lebong, 2025, diakses 28 September 2025,
https://mww.kemenagrejanglebong.com/berita/news/359?K UA-Selupu-Rejang-Gelar-Rapat-
Mantapkan-Kegiatan-Pengukuhan-BKM.
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https://www.kemenagrejanglebong.com/berita/news/479?Penyuluh-KUA-Selupu-Rejang-Ajak-
https://www.kemenagrejanglebong.com/berita/news/359?KUA-Selupu-Rejang-Gelar-Rapat-
https://www.kemenagrejanglebong.com/berita/news/359?KUA-Selupu-Rejang-Gelar-Rapat-

pemuka agama turun langsung ke Balai Desa Air Meles atas
pada 9 Februari 2024 untuk menyosialisasikan Undang-
Undang Perkawinan dan mengajak masyarakat menunda
pernikahan di usia dini. Dalam kegiatan tersebut hadir

perangkat agama, penyuluh, penghulu, dan masyarakat.®

8 Humas Kemenag Rejang Lebong, "KUA Selupu Rejang Lakukan Validasi Data Potensi
Wilayah," Kemenag Rejang Lebong, 2025, diakses 28 September 2025,
https://mww.kemenagrejanglebong.com/berita/news/6677?-Cegah-Nikah-Usia-Dini%2C-KUA-
Selupu-Rejang-Turun-Langsung-ke-Desa.
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BAB IV
TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam
Mengimplementasikan Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan
Reproduksi Perempuan dalam Kasus Pernikahan Dini
1. Standar dan Sasaran Kebijakan
Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. VVan Horn, standar
dan sasaran kebijakan merupakan salah satu faktor yang menentukan
keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Standar kebijakan
berfungsi sebagai pedoman bagi organisasi pelaksana dalam
menjalankan tugas dan kewenangannya, sedangkan sasaran kebijakan
menjadi tolok ukur untuk menilai sejauh mana tujuan kebijakan telah
tercapai. Semakin jelas standar dan sasaran yang ditetapkan, semakin
besar peluang keberhasilan implementasi kebijakan karena pelaksana
memiliki pedoman yang pasti dalam menjalankan tugasnya.®®
Dalam penelitian ini, standar dan sasaran kebijakan yang
dimaksud adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang
menjadi dasar pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan
Selupu Rejang dalam penyelenggaraan pelayanan perkawinan,
khususnya ketentuan mengenai batas usia minimum perkawinan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20109.
Implementasi  standar tersebut diwujudkan melalui berbagai
mekanisme administratif yang bertujuan memastikan bahwa setiap
perkawinan yang dicatat telah memenuhi persyaratan hukum,
sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap kesehatan
reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.
a. Pemeriksaan Dokumen dan Verifikasi Usia Calon Mempelai
Berdasarkan hasil penelitian, implementasi standar
kebijakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang
diawali sejak calon mempelai mengajukan pendaftaran

kehendak perkawinan. Pada tahap ini, petugas melakukan

8 Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, “The Policy Implementation Process: A
Conceptual Framework,” Administration & Society 6, no. 4 (1975): 445.
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pemeriksaan terhadap seluruh dokumen administrasi calon
mempelai sebagai bentuk verifikasi awal untuk memastikan
bahwa persyaratan perkawinan telah dipenuhi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan tersebut
tidak hanya bertujuan memverifikasi kelengkapan administrasi,
tetapi juga memastikan bahwa calon mempelai telah memenuhi
batas usia minimum perkawinan yang ditetapkan oleh negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rodiana selaku
Staf Administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu
Rejang, pemeriksaan administrasi dimulai dengan meneliti akta
kelahiran sebagai dokumen utama untuk mengetahui usia calon
mempelai. Selanjutnya, data tersebut diverifikasi dengan Kartu
Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan ijazah guna
memastikan kesesuaian identitas serta menghindari adanya
perbedaan data antardokumen. Beliau menjelaskan:

"Yang pertama ketika ada pendaftaran calon pengantin,
kami melihat terlebih dahulu akta kelahirannya untuk
mengetahui tahun lahirnya. Dari situ dapat diketahui apakah
usianya sudah mencapai 19 tahun atau belum. Selanjutnya data
tersebut disinkronkan dengan KK, KTP, dan ijazah. Jika seluruh
data telah sesuai dan usianya memenuhi ketentuan, maka kami
melakukan pencatatan perkawinan. Namun apabila usianya
belum mencapai 19 tahun, kami memberikan surat
penolakan."®

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa proses

verifikasi usia calon mempelai merupakan tahapan yang tidak
dapat dipisahkan dari mekanisme pelayanan administrasi
perkawinan di KUA Kecamatan Selupu Rejang. Pemeriksaan
akta kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, dan ijazah bukan hanya
bertujuan memastikan kelengkapan administrasi, tetapi juga
merupakan bentuk implementasi ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan

bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah

% Wawancara, Ibu Rodiana, Staf Administrasi KUA Kecamatan Selupu Rejang, Selupu
Rejang, 12 Mei 2026 Pukul 13.00 WIB.
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mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.®* Dengan demikian,
pemeriksaan administrasi menjadi instrumen awal dalam
mencegah pencatatan perkawinan yang belum memenuhi
ketentuan hukum.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan
Bapak Ibnu Hajar, S.Ag., M.H.1., selaku Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan Selupu Rejang. Beliau menjelaskan bahwa
ketentuan mengenai batas usia minimum perkawinan merupakan
amanat undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh seluruh
petugas KUA dalam setiap pelayanan pencatatan perkawinan.
Menurut beliau, KUA tidak hanya memiliki kewenangan
administratif untuk mencatat perkawinan, tetapi juga
berkewajiban memastikan bahwa seluruh persyaratan hukum
telah dipenuhi sebelum perkawinan dicatatkan.®> Beliau
menyatakan:

"...kami tidak bisa langsung mencatat perkawinan apabila
belum memenuhi syarat umur. Kami harus mengikuti ketentuan
Undang-Undang. Kalau memang belum cukup umur, ya harus
melalui mekanisme dispensasi dari Pengadilan Agama..."%

Pernyataan Bapak Ibnu Hajar tersebut menunjukkan

bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang
memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan standar
kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya
terkait penerapan batas usia minimum perkawinan. Bagi KUA
Kecamatan Selupu Rejang, ketentuan mengenai batas usia
perkawinan tidak hanya dipandang sebagai persyaratan
administratif yang harus dipenuhi oleh calon mempelai, tetapi
juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang bertujuan
menjamin  kepastian hukum serta mencegah terjadinya

perkawinan yang belum memenuhi Kketentuan peraturan

1 Op.Cit., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

92 Wawancara, Bapak lbnu Hajar, S.Ag., M.HI., Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang,
Selupu Rejang, 12 Mei 2026 Pukul 12.00 WIB.

% Ibid.
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perundang-undangan. Dengan demikian, implementasi standar
dan sasaran kebijakan dalam penyelenggaraan pelayanan
perkawinan tidak hanya bergantung pada keberadaan norma
hukum, tetapi juga ditentukan oleh komitmen aparatur dalam
menerapkan ketentuan tersebut secara konsisten kepada setiap
calon mempelai tanpa membedakan latar belakang sosial,
ekonomi, maupun kondisi lainnya. Kondisi tersebut
mencerminkan bahwa KUA Kecamatan Selupu Rejang telah
berupaya mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap
kesehatan reproduksi perempuan sejak tahap awal pelayanan
administrasi perkawinan melalui penerapan standar kebijakan
yang jelas dan terukur.

Temuan tersebut juga didukung oleh data Kantor Urusan
Agama Kecamatan Selupu Rejang yang menunjukkan bahwa
selama periode tahun 2021-2025 terdapat 119 orang Yyang
melangsungkan perkawinan melalui mekanisme dispensasi
kawin. Data tersebut memperlihatkan bahwa meskipun standar
kebijakan mengenai batas usia minimum perkawinan telah
diterapkan secara konsisten, praktik pernikahan dini masih
ditemukan di wilayah Kecamatan Selupu Rejang sehingga
implementasi perlindungan hukum memerlukan upaya preventif
yang dilakukan secara berkelanjutan.®

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut dapat
dipahami bahwa penerapan standar kebijakan di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Selupu Rejang tidak hanya diwujudkan
melalui pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga
melalui komitmen aparatur dalam melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan secara konsisten. Seluruh
mekanisme tersebut menunjukkan bahwa standar kebijakan
telah diimplementasikan sejak tahap awal pelayanan perkawinan

sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kesehatan

% Op.Cit., Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang Tahun 2021-2025.
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reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van
Meter dan Carl E. Van Horn, temuan tersebut menunjukkan
bahwa indikator standar dan sasaran kebijakan telah
diimplementasikan dengan baik oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Selupu Rejang. Kejelasan standar yang bersumber
dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diterjemahkan ke
dalam prosedur operasional berupa pemeriksaan dokumen
administrasi dan verifikasi usia calon mempelai sebelum
pencatatan perkawinan dilaksanakan. Kejelasan prosedur
tersebut memberikan pedoman yang sama bagi seluruh aparatur
KUA sehingga pelaksanaan kebijakan berlangsung secara
konsisten, transparan, dan memberikan kepastian hukum kepada
masyarakat.

b. Penerbitan Surat Penolakan terhadap Calon Mempelai yang
Belum Memenuhi Batas Usia

Apabila dalam proses pemeriksaan diketahui bahwa salah
satu atau kedua calon mempelai belum mencapai usia 19 tahun,
maka KUA Kecamatan Selupu Rejang tidak melanjutkan proses
pencatatan perkawinan. Sebagai tindak lanjut, KUA
menerbitkan surat penolakan yang digunakan sebagai
persyaratan administrasi untuk mengajukan dispensasi kawin ke
Pengadilan Agama. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Rodiana:

"Kalau calon mempelai belum berusia 19 tahun, kami
memberikan surat penolakan agar dapat digunakan untuk
mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama. Biasanya kami
memberikan pengertian terlebih dahulu kepada keluarga
mengenai alasan penolakan tersebut. Karena belum dapat kami
catat di KUA, maka kami langsung memberikan surat penolakan
dan menganjurkan keluarga untuk segera mengajukan
permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama."®®

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerbitan surat

penolakan merupakan bentuk implementasi perlindungan hukum

% Wawancara, Ibu Rodiana, Staf Administrasi KUA Kecamatan Selupu Rejang, Selupu
Rejang, 12 Mei 2026 Pukul 13.00 WIB.
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preventif yang dilakukan oleh KUA sebelum suatu perkawinan
dicatatkan. Dengan demikian, penerbitan surat penolakan
merupakan bentuk perlindungan hukum preventif sebagaimana
dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yaitu perlindungan
hukum yang diberikan sebelum terjadinya suatu akibat hukum.®
Dengan demikian, penerbitan surat penolakan merupakan
bentuk  perlindungan  hukum  preventif  sebagaimana
dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yaitu perlindungan
hukum yang diberikan sebelum terjadinya suatu akibat hukum.
Dalam konteks penelitian ini, surat penolakan memberikan
kesempatan kepada calon mempelai untuk menempuh prosedur
hukum yang benar melalui mekanisme dispensasi kawin
sehingga hak-hak para pihak tetap terlindungi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Implementasi standar kebijakan tidak hanya diwujudkan
melalui pemeriksaan dokumen administrasi dan penerbitan surat
penolakan, tetapi juga melalui pemenuhan persyaratan kesehatan
calon mempelai. Untuk memastikan pelaksanaan persyaratan
tersebut, KUA Kecamatan Selupu Rejang bekerja sama dengan
Puskesmas dalam penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan dan
penyuluhan kesehatan reproduksi kepada calon mempelai.
Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan lbu
Oktalia, S.ST., selaku petugas Puskesmas Kecamatan Selupu
Rejang yang menjelaskan:

"Kami memberikan penyuluhan mengenai kesehatan
reproduksi, pemeriksaan kesehatan calon pengantin, serta
menjelaskan risiko kehamilan pada usia muda...."%’

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi

perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan

melalui penerapan standar kebijakan tidak hanya diwujudkan

% Op.Cit., Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah
Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan
Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara (Surabaya: Bina limu, 1987), 2.

9 Wawancara, lbu Oktalia, S.ST, Petugas Puskesmas Kecamatan Selupu Rejang sekaligus
pemateri Bimwin di KUA, Selupu Rejang, 19 Mei 2026 Pukul 09.30 WIB.
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melalui pemeriksaan dokumen administrasi, tetapi juga melalui
pemenuhan persyaratan kesehatan sebagai bentuk sinergi antara
KUA dan Puskesmas. Kolaborasi tersebut memperlihatkan
bahwa perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi
perempuan dilaksanakan melalui pendekatan lintas sektor
sehingga tujuan kebijakan tidak hanya berorientasi pada aspek
legalitas perkawinan, tetapi juga pada perlindungan hak calon
mempelai untuk memperoleh pelayanan kesehatan sebelum
perkawinan dilangsungkan.

Dari perspektif teori Van Meter dan Van Horn, tindakan
tersebut menunjukkan bahwa standar kebijakan telah diterapkan
secara konsisten oleh pelaksana kebijakan. Setiap permohonan
perkawinan diperlakukan berdasarkan ketentuan yang sama
tanpa membedakan latar belakang calon mempelai, sehingga
tujuan kebijakan untuk mencegah pernikahan dini dapat
diwujudkan melalui mekanisme administrasi yang jelas.
Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Calon Mempelai

Selain pemeriksaan dokumen administrasi, implementasi
perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan
melalui penerapan standar kebijakan juga diwujudkan melalui
pemenuhan persyaratan kesehatan calon mempelai. Berdasarkan
hasil wawancara dengan Ibu Rodiana, KUA Kecamatan Selupu
Rejang bekerja sama dengan Puskesmas dalam penyelenggaraan
pemeriksaan kesehatan reproduksi dan penyuluhan kesehatan
bagi calon mempelai. Setelah seluruh tahapan tersebut
dilaksanakan, Puskesmas menerbitkan sertifikat kesehatan yang
menjadi salah satu dokumen pendukung dalam proses
pencatatan perkawinan. Beliau menjelaskan:

"Untuk dokumen terkait kesehatan, kami berkoordinasi
dengan pihak Puskesmas. Di sana calon mempelai mendapatkan
penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi, baik untuk laki-laki
maupun perempuan. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan
kesehatan kepada kedua calon mempelai. Setelah selesai,
Puskesmas menerbitkan sertifikat kesehatan yang kemudian
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dilampirkan dalam berkas pendaftaran perkawinan."%
Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi

perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan
tidak hanya diwujudkan melalui pemenuhan persyaratan usia,
tetapi juga melalui pemenuhan persyaratan kesehatan sebelum
perkawinan dicatat. Walaupun pemeriksaan kesehatan
merupakan kewenangan Puskesmas, KUA menjadikan sertifikat
kesehatan sebagai salah satu persyaratan administrasi sehingga
tercipta keterpaduan antara pelayanan administrasi perkawinan
dan upaya perlindungan kesehatan reproduksi calon mempelai.
Selain itu, pelaksanaan standar kebijakan juga didukung
melalui penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan (Bimwin)
yang melibatkan berbagai instansi terkait sebagai narasumber.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hardian Haryadi,
S.S0s., selaku Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB),
kegiatan Bimbingan Perkawinan tidak hanya bertujuan
memberikan informasi mengenai kehidupan berkeluarga, tetapi
juga membangun pemahaman calon mempelai mengenai
kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan Kkesiapan
memasuki kehidupan rumah tangga. Beliau menjelaskan:

"Materi kesehatan reproduksi pastinya selalu ada, tetapi
untuk sekarang penekanannya lebih ke arah pencegahan
stunting."®®

Pelibatan PLKB dalam Bimbingan Perkawinan

menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum
terhadap kesehatan reproduksi perempuan melalui penerapan
standar kebijakan telah dilakukan secara komprehensif melalui
pemberian edukasi kepada calon mempelai sebelum perkawinan
dilangsungkan. Dengan demikian, standar kebijakan tidak
berhenti pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga

diwujudkan melalui pembinaan yang bertujuan meningkatkan

% Wawancara, lbu Rodiana, Staf Administrasi KUA Kecamatan Selupu Rejang, Selupu
Rejang, 12 Mei 2026 Pukul 13.00 WIB.

% Wawancara, Bapak Hardian Haryadi, S.Sos., Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
(PLKB) Kecamatan Selupu Rejang, Selupu Rejang, 9 Juni 2026, Pukul 10.30 WIB.
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kesiapan fisik, mental, dan sosial calon mempelai.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian tersebut dapat
diketahui bahwa KUA Kecamatan Selupu Rejang telah
mengimplementasikan standar dan sasaran kebijakan secara konsisten
melalui mekanisme pemeriksaan dokumen administrasi, verifikasi
usia calon mempelai, penerbitan surat penolakan terhadap calon
mempelai yang belum memenuhi batas usia minimum perkawinan,
serta pemenuhan persyaratan kesehatan sebelum pencatatan
perkawinan dilaksanakan. Seluruh prosedur tersebut menunjukkan
bahwa standar kebijakan tidak hanya dipahami sebagai ketentuan
normatif, tetapi telah diterjemahkan ke dalam prosedur operasional
yang diterapkan dalam setiap pelayanan perkawinan.

Implementasi tersebut sejalan dengan teori Donald S. VVan Meter
dan Carl E. Van Horn yang menegaskan bahwa kejelasan standar dan
sasaran kebijakan merupakan prasyarat utama keberhasilan
implementasi. Dalam penelitian ini, standar kebijakan yang jelas
memberikan pedoman bagi KUA Kecamatan Selupu Rejang dalam
menjalankan kewenangannya sehingga tujuan perlindungan hukum
terhadap kesehatan reproduksi perempuan melalui pencegahan
pernikahan dini dapat diwujudkan secara preventif dan administratif.

Meskipun standar dan sasaran kebijakan telah diterapkan secara
jelas melalui mekanisme pemeriksaan administrasi, verifikasi usia,
penerbitan surat penolakan, dan pemenuhan persyaratan kesehatan,
keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh
ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Selupu Rejang. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya
akan menguraikan indikator sumber daya sebagai faktor pendukung
implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi
perempuan dalam kasus pernikahan dini.

Sumber Daya dalam Implementasi Perlindungan Hukum terhadap
Kesehatan Reproduksi Perempuan

Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, sumber
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daya merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan
keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Sumber daya tidak hanya
mencakup jumlah aparatur pelaksana, tetapi juga meliputi kompetensi
sumber daya manusia, kewenangan, informasi, sarana dan prasarana,
serta dukungan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan
kebijakan. Kejelasan standar dan sasaran kebijakan tidak akan dapat
diwujudkan secara optimal apabila organisasi pelaksana tidak
didukung oleh sumber daya yang memadai. %

Dalam penelitian ini, sumber daya dimaknai sebagai seluruh
potensi yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu
Rejang dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap
kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.
Sumber daya tersebut tidak hanya berupa aparatur internal KUA,
tetapi juga meliputi penyuluh agama, Penyuluh Lapangan Keluarga
Berencana (PLKB), tenaga kesehatan dari Puskesmas, serta dukungan
lintas sektor yang berperan dalam pelaksanaan pelayanan perkawinan
dan pembinaan calon pengantin.

a. Ketersediaan Sumber Daya Manusia
Berdasarkan hasil penelitian, implementasi perlindungan
hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan di Kantor

Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dilaksanakan melalui

keterlibatan berbagai sumber daya manusia yang memiliki tugas

dan fungsi berbeda sesuai dengan bidang keahliannya. Dalam
pelaksanaan pelayanan perkawinan, KUA tidak hanya
mengandalkan Kepala KUA maupun staf administrasi, tetapi
juga melibatkan penghulu, penyuluh agama, Penyuluh Lapangan

Keluarga Berencana (PLKB), serta tenaga kesehatan dari

Puskesmas. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan

bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan

reproduksi perempuan dilakukan secara kolaboratif sehingga

setiap tahapan pelayanan perkawinan dapat berjalan sesuai

100 Op.Cit., Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation
Process: A Conceptual Framework," Administration & Society 6, no. 4 (1975): 445.
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dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak lbnu Hajar,
S.Ag., M.H.1,, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Selupu Rejang, pelaksanaan pelayanan perkawinan melibatkan
seluruh aparatur yang ada di KUA sesuai dengan tugas dan
kewenangannya masing-masing. Namun demikian, beliau
mengakui bahwa jumlah sumber daya manusia yang dimiliki
masih relatif terbatas apabila dibandingkan dengan luas wilayah
kerja KUA Kecamatan Selupu Rejang yang meliputi enam belas
desa dan kelurahan.®! Beliau menyampaikan:

"Jumlah pegawai kami sangat terbatas. Penyuluh agama
hanya tiga orang, sementara wilayah Kecamatan Selupu Rejang
cukup luas dengan banyak desa dan kelurahan yang harus
dijangkau, sehingga tidak semua wilayah bisa terjangkau
secara optimal."1%2

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan

jumlah aparatur menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan
program perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi
perempuan. Luasnya wilayah kerja menyebabkan kegiatan
penyuluhan, pembinaan masyarakat, dan edukasi mengenai
bahaya pernikahan dini belum dapat dilaksanakan secara merata
di seluruh wilayah Kecamatan Selupu Rejang. Meskipun
demikian, keterbatasan tersebut tidak mengurangi komitmen
KUA untuk tetap melaksanakan pelayanan administrasi
perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan
Ibu Okfa Muthmainnah, S.Kom.l., selaku penyuluh agama Islam
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang. Beliau
menjelaskan bahwa jumlah penyuluh agama yang tersedia
belum sebanding dengan cakupan wilayah binaan sehingga
pelaksanaan kegiatan penyuluhan harus dilakukan secara

bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Beliau

101 Wawancara, Bapak Ibnu Hajar, S.Ag., M.HI., Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang,
Selupu Rejang, 12 Mei 2026 Pukul 12.00 WIB.
102 1hid.,
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menyatakan:

"..padahal ada enam belas desa dan kelurahan,
sedangkan penyuluh di sini hanya tiga orang. Jadi kehadiran
kami sifatnya menambah, karena basis keagamaan di sini sudah
bagus; banyak pesantren, Majelis Taklim, dan Risma yang
aktif."103

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyuluh agama

memiliki peran strategis sebagai sumber daya manusia dalam
mendukung implementasi perlindungan hukum terhadap
kesehatan reproduksi perempuan. Meskipun jumlah penyuluh
terbatas, keberadaan pesantren, majelis taklim, serta organisasi
remaja Islam di masyarakat menjadi potensi yang dimanfaatkan
untuk memperluas jangkauan penyuluhan mengenai pentingnya
kesiapan usia  perkawinan, ketahanan keluarga, dan
perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan.
Temuan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara
dengan lbu Okfa Muthmainnah, S.Kom.l., yang menjelaskan
bahwa pelaksanaan penyuluhan dilakukan berdasarkan regulasi
yang berlaku serta disesuaikan dengan karakteristik kelompok
sasaran. Kegiatan penyuluhan tidak hanya ditujukan kepada
calon pengantin melalui Bimbingan Perkawinan (Bimwin),
tetapi juga kepada remaja, kelompok pengajian, majelis taklim,
kelompok tani, serta masyarakat pada berbagai jenjang usia.
Selain itu, penyuluh agama juga melaksanakan program
Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai upaya
preventif untuk memberikan edukasi kepada remaja mengenai
kesiapan perkawinan dan pentingnya mencegah pernikahan dini.
Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, penyuluh agama bekerja
sama dengan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB),
Forum Komunikasi Perempuan Akar Rumput (FKPAR), serta
Puskesmas Kecamatan Selupu Rejang. Beliau menjelaskan:

"Metode penyuluhan kami mengacu pada kebijakan yang
berlaku, sehingga seluruh kegiatan memiliki dasar pelaksanaan

108 Wawancara, lbu Okfa Muthmainnah, S.Kom.l., Penyuluh Agama Islam KUA
Kecamatan Selupu Rejang, Selupu Rejang, 12 Mei 2026, pukul 13.30 WIB.
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yang jelas. Kegiatan penyuluhan kami petakan berdasarkan
kelompok usia, mulai dari remaja hingga lansia. Selain
Bimbingan Perkawinan, kami juga melaksanakan kegiatan
Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Dalam kegiatan
tersebut kami bekerja sama dengan PLKB, FKPAR, dan
Puskesmas untuk memberikan penyuluhan kepada para
remaja."%

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa penyuluh agama

tidak hanya berperan dalam memberikan pembinaan kepada
calon pengantin, tetapi juga melaksanakan upaya preventif
kepada masyarakat sejak usia remaja. Hal ini menunjukkan
bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Selupu Rejang dimanfaatkan secara optimal
melalui kegiatan penyuluhan yang berkesinambungan serta
melibatkan berbagai kelompok masyarakat sesuai dengan
kebutuhan dan karakteristik masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami
bahwa sumber daya manusia yang dimiliki KUA Kecamatan
Selupu Rejang belum sepenuhnya ideal apabila ditinjau dari
aspek kuantitas. Namun demikian, keterbatasan tersebut
diupayakan untuk diatasi melalui pembagian tugas yang jelas,
pemanfaatan jaringan penyuluh agama, serta pemberdayaan
lembaga-lembaga keagamaan yang telah berkembang di
masyarakat. Dengan demikian, keterbatasan jumlah aparatur
tidak menyebabkan terhentinya implementasi perlindungan
hukum, melainkan mendorong KUA untuk mengoptimalkan
sumber daya yang tersedia agar pelayanan kepada masyarakat
tetap dapat berjalan secara efektif.

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van
Meter dan Carl E. Van Horn, kondisi tersebut menunjukkan
bahwa indikator sumber daya tidak hanya dinilai dari banyaknya
jumlah aparatur, tetapi juga dari kemampuan organisasi dalam

mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai

104 1hid.,
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tujuan kebijakan. Meskipun jumlah aparatur relatif terbatas,
KUA Kecamatan Selupu Rejang tetap mampu menjalankan
fungsi pelayanan perkawinan, penyuluhan, dan pembinaan
kepada masyarakat melalui pembagian tugas serta pemanfaatan
jaringan penyuluh agama. Hal tersebut menunjukkan bahwa
kualitas pengelolaan sumber daya menjadi faktor penting dalam
mendukung implementasi perlindungan hukum terhadap
kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.
Sumber Daya Pendukung dalam Implementasi Perlindungan
Hukum

Selain sumber daya manusia yang berasal dari internal
Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, implementasi
perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan
dalam kasus pernikahan dini juga didukung oleh berbagai
sumber daya eksternal. Keterlibatan instansi lain merupakan
bentuk optimalisasi sumber daya yang dilakukan oleh KUA
untuk  mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan,
mengingat perlindungan terhadap kesehatan reproduksi
perempuan tidak dapat dilaksanakan hanya oleh satu lembaga,
melainkan memerlukan sinergi dengan berbagai pihak yang
memiliki kewenangan dan kompetensi di bidangnya masing-
masing.

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu bentuk
optimalisasi sumber daya tersebut diwujudkan melalui
penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang
melibatkan berbagai narasumber dari instansi terkait. Dalam
kegiatan tersebut, KUA bekerja sama dengan Penyuluh
Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Puskesmas
Kecamatan Selupu Rejang untuk memberikan pembinaan
kepada calon mempelai sebelum melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hardian

Haryadi, S.Sos., selaku Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
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(PLKB) Kecamatan Selupu Rejang, keterlibatan PLKB dalam
kegiatan Bimbingan Perkawinan bertujuan memberikan
pemahaman kepada calon mempelai mengenai pentingnya
perencanaan keluarga, kesiapan membangun rumah tangga,
pencegahan stunting, serta risiko yang dapat timbul akibat
perkawinan pada usia yang terlalu muda. Menurut beliau,
pembekalan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesiapan
calon mempelai sehingga dapat membentuk keluarga yang
sehat, berkualitas, dan sejahtera. Beliau menjelaskan:

"..dalam kegiatan Bimbingan Perkawinan kami
memberikan materi mengenai perencanaan keluarga, kesehatan
reproduksi, pencegahan stunting, dan kesiapan membangun
rumah tangga. Materi tersebut diberikan agar calon mempelai
memahami tanggung jawabnya setelah menikah dan mampu
membentuk keluarga yang berkualitas."'%

perlindungan Keterangan tersebut menunjukkan bahwa

keberadaan PLKB menjadi salah satu sumber daya pendukung
yang memiliki peran penting dalam mengimplementasikan
hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Melalui
penyampaian  materi  mengenai  kesehatan  reproduksi,
perencanaan keluarga, dan pencegahan stunting, calon mempelai
memperoleh pengetahuan yang tidak hanya berkaitan dengan
kehidupan berumah tangga, tetapi juga mengenai hak dan
kewajiban dalam menjaga kesehatan reproduksi setelah
perkawinan. Dengan demikian, keterlibatan PLKB merupakan
bentuk optimalisasi sumber daya manusia yang mendukung
pelaksanaan kebijakan secara preventif melalui pemberian
edukasi kepada masyarakat.

Selain PLKB, implementasi perlindungan hukum terhadap
kesehatan reproduksi perempuan juga didukung oleh tenaga
kesehatan dari Puskesmas Kecamatan Selupu Rejang.
Keterlibatan tenaga kesehatan menjadi bagian penting dalam

pelaksanaan Bimbingan Perkawinan karena calon mempelai

105 Wawancara, Bapak Hardian Haryadi, S.Sos., Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
(PLKB) Kecamatan Selupu Rejang, Selupu Rejang, 9 Juni 2026, Pukul 10.30 WIB.

95



memperoleh  pembekalan mengenai  kesiapan kesehatan
reproduksi sebelum melangsungkan perkawinan. Pembekalan
tersebut tidak hanya bertujuan memenuhi persyaratan
administrasi, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai
risiko kesehatan yang dapat timbul apabila perkawinan
dilakukan pada usia yang belum matang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Oktalia, S.ST.,
selaku Staf Fungsional Bidan Bidang Kesehatan Reproduksi
Puskesmas Sambirejo, materi yang diberikan kepada calon
mempelai meliputi usia ideal untuk memulai kehamilan, risiko
kehamilan pada usia muda, serta penyakit yang dapat ditularkan
dalam hubungan suami istri. Setelah mengikuti penyuluhan dan
pemeriksaan kesehatan, calon mempelai memperoleh sertifikat
kesehatan yang kemudian menjadi salah satu persyaratan
administrasi dalam pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan
Agama. Beliau menjelaskan:

"Materi yang kami sampaikan melingkupi usia yang
matang untuk memulai kehamilan, tentang risiko kehamilan di
usia muda, juga tentang penyakit-penyakit yang dapat menular
dari pasangan. Setelah semua kegiatan penyuluhan ini selesai,
para peserta akan mendapatkan sertifikat untuk dilampirkan
sebagai salah satu syarat dalam pendaftaran pernikahannya di
KUA nantinya."%

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa Kketerlibatan

Puskesmas merupakan bentuk dukungan sumber daya yang
memperkuat implementasi perlindungan hukum terhadap
kesehatan reproduksi perempuan. Melalui penyuluhan dan
pemeriksaan  kesehatan, calon mempelai  memperoleh
pengetahuan mengenai kesiapan reproduksi, perencanaan
kehamilan, serta berbagai risiko kesehatan yang dapat terjadi
apabila perkawinan dilakukan pada usia yang terlalu muda.
Dengan demikian, peran Puskesmas tidak hanya melengkapi

pelayanan administrasi yang dilaksanakan oleh KUA, tetapi juga

106 \Wawancara, Ibu Oktalia, S.ST., Petugas Puskesmas Kecamatan Selupu Rejang, Selupu
Rejang, 19 Mei 2026 Pukul 09.30 WIB.
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memperkuat upaya perlindungan hukum melalui pendekatan
promotif dan preventif.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa tenaga
kesehatan dari Puskesmas merupakan sumber daya pendukung
yang memiliki kompetensi khusus di bidang kesehatan
reproduksi. Keterlibatan tenaga kesehatan memungkinkan calon
mempelai memperoleh informasi yang komprehensif mengenai
kesiapan reproduksi, risiko kehamilan pada usia muda, serta
pentingnya menjaga kesehatan sebelum memasuki kehidupan
berumah tangga. Oleh karena itu, keberadaan Puskesmas tidak
hanya melengkapi pelayanan administrasi yang dilakukan oleh
KUA, tetapi juga memperkuat implementasi perlindungan
hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan melalui
pendekatan promotif dan preventif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa
pelaksanaan Bimbingan Perkawinan menjadi salah satu sarana
utama dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh
KUA Kecamatan Selupu Rejang. Melalui kegiatan tersebut,
berbagai instansi dengan latar belakang keahlian yang berbeda
dapat memberikan materi sesuai dengan kompetensinya masing-
masing sehingga calon mempelai memperoleh pembekalan yang
komprehensif sebelum melangsungkan perkawinan. Sinergi
tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum
terhadap kesehatan reproduksi perempuan tidak hanya dilakukan
melalui pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga
melalui pemberian edukasi yang bertujuan meningkatkan
kesiapan calon mempelai dalam membangun keluarga.

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van
Meter dan Carl E. Van Horn, temuan tersebut menunjukkan
bahwa indikator sumber daya tidak hanya berkaitan dengan
jumlah aparatur yang dimiliki oleh organisasi pelaksana, tetapi

juga mencakup kemampuan organisasi dalam memanfaatkan
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sumber daya yang tersedia melalui kerja sama dengan berbagai
pihak. Dalam konteks penelitian ini, keterlibatan PLKB dan
Puskesmas merupakan bentuk optimalisasi sumber daya yang
mendukung keberhasilan implementasi perlindungan hukum
terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus
pernikahan dini. Melalui pemanfaatan sumber daya tersebut,
tujuan kebijakan tidak hanya diwujudkan dalam bentuk
pelayanan administrasi perkawinan, tetapi juga melalui
pembinaan dan edukasi yang berorientasi pada pencegahan.
Kendala Sumber Daya dan Upaya Optimalisasi dalam
Implementasi Perlindungan Hukum

Meskipun Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu
Rejang telah didukung oleh berbagai sumber daya manusia,
pelaksanaan implementasi perlindungan hukum terhadap
kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini
masih menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut terutama
berkaitan dengan keterbatasan jumlah aparatur, luas wilayah
kerja, serta kondisi geografis yang memengaruhi pelaksanaan
kegiatan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi KUA dalam
mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan sehingga diperlukan
berbagai upaya untuk mengatasinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ibnu Hajar,
S.Ag., M.H.1, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Selupu Rejang, salah satu kendala utama yang dihadapi adalah
terbatasnya jumlah aparatur dibandingkan dengan luas wilayah
pelayanan yang harus dijangkau. Kecamatan Selupu Rejang
terdiri atas enam belas desa dan kelurahan sehingga kegiatan
penyuluhan tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan pada
seluruh wilayah binaan. Beliau menjelaskan:

"Wilayah kami cukup luas, sedangkan jumlah penyuluh
sangat terbatas. Karena itu kami harus mengatur jadwal
penyuluhan secara bergiliran agar seluruh desa tetap
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mendapatkan pelayanan meskipun tidak dapat dilaksanakan
dalam waktu yang bersamaan."%’
Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa

keterbatasan jumlah sumber daya manusia berpengaruh terhadap
intensitas pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat.
Akan tetapi, keterbatasan tersebut tidak menyebabkan
terhentinya implementasi kebijakan karena KUA melakukan
pengaturan jadwal kegiatan secara bergilir sehingga seluruh
wilayah kerja tetap memperoleh pelayanan sesuai dengan
kemampuan sumber daya yang tersedia.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan
Ibu Okfa Muthmainnah, S.Kom.l., selaku Penyuluh Agama
Islam Kecamatan Selupu Rejang. Beliau menjelaskan bahwa
penyuluh agama harus membagi waktu dan wilayah binaan agar
seluruh desa tetap mendapatkan pembinaan meskipun frekuensi
kegiatan tidak dapat dilakukan secara merata dalam waktu yang
sama. Beliau menyampaikan:

"..kami menyusun jadwal penyuluhan berdasarkan
wilayah binaan. Jadi setiap desa tetap mendapatkan pembinaan,
hanya waktunya yang disesuaikan karena jumlah penyuluh
memang terbatas."1%

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan

sumber daya manusia diatasi melalui pengelolaan jadwal kerja
yang efektif. Pembagian wilayah binaan serta penentuan skala
prioritas menjadi strategi yang diterapkan oleh KUA agar
kegiatan penyuluhan tetap dapat dilaksanakan secara
berkesinambungan. Dengan demikian, Kketerbatasan jumlah
aparatur tidak menjadi alasan untuk menghentikan pelaksanaan
perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan.

Selain keterbatasan sumber daya manusia, kondisi

geografis wilayah Kecamatan Selupu Rejang juga menjadi salah

107 Wawancara, Bapak Ibnu Hajar, S.Ag., M.HI., Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang,
Selupu Rejang, 12 Mei 2026 Pukul 12.00 WIB.

198 \Wawancara, lbu Okfa Muthmainnah, S.Kom.l., Penyuluh Agama Islam KUA
Kecamatan Selupu Rejang, Selupu Rejang, 12 Mei 2026, pukul 13.30 WIB.
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satu faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan
penyuluhan. Jarak antarwilayah serta kondisi medan menuju
beberapa desa menyebabkan pelaksanaan kegiatan memerlukan
waktu dan biaya yang lebih besar dibandingkan wilayah yang
mudah dijangkau. Oleh karena itu, KUA melakukan
penyesuaian jadwal serta bekerja sama dengan pemerintah desa,
tokoh agama, dan tokoh masyarakat agar kegiatan penyuluhan
dapat berjalan lebih efektif.

Selain keterbatasan jumlah aparatur dan luas wilayah
kerja, pelaksanaan penyuluhan kesehatan reproduksi juga
menghadapi kendala pada tingkat partisipasi calon mempelai.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Oktalia, S.ST.,
kegiatan penyuluhan pada umumnya masih berlangsung secara
satu arah karena sebagian besar peserta hanya mendengarkan
materi tanpa mengajukan pertanyaan atau berdiskusi secara
aktif. Beliau menyampaikan:

“Hambatannya yaitu para peserta hanya mendengarkan
saja dan belum banyak yang mengajukan pertanyaan, sehingga
kegiatan penyuluhan masih berjalan satu arah. %

Temuan tersebut  menunjukkan  bahwa  kendala

implementasi tidak hanya berasal dari aspek ketersediaan
sumber daya manusia, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat
partisipasi masyarakat dalam menerima materi penyuluhan.
Oleh karena itu, diperlukan metode penyampaian yang lebih
interaktif agar calon mempelai tidak hanya menerima informasi
secara pasif, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berdiskusi
mengenai permasalahan kesehatan reproduksi yang akan
dihadapi dalam kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian, berbagai kendala tersebut
tidak mengurangi komitmen KUA Kecamatan Selupu Rejang
dalam melaksanakan implementasi perlindungan hukum

terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Sebaliknya, berbagai

109 Wawancara, lbu Oktalia, S.ST., Petugas Puskesmas Kecamatan Selupu Rejang, Selupu Rejang,
19 Mei 2026 Pukul 09.30 WIB.

100



keterbatasan tersebut mendorong KUA untuk mengoptimalkan
sumber daya yang tersedia melalui pembagian tugas,
penjadwalan Kkegiatan secara bergilir, serta pemanfaatan
dukungan dari berbagai unsur masyarakat.

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van
Meter dan Carl E. Van Horn, kondisi tersebut menunjukkan
bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya
ditentukan oleh banyaknya sumber daya yang dimiliki
organisasi pelaksana, tetapi juga oleh kemampuan organisasi
dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang
tersedia. Meskipun menghadapi keterbatasan jumlah aparatur
dan luas wilayah pelayanan, KUA Kecamatan Selupu Rejang
tetap mampu menjalankan fungsi pelayanan perkawinan,
penyuluhan, dan pembinaan kepada masyarakat melalui
pengelolaan sumber daya yang efektif. Hal tersebut
menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum
terhadap kesehatan reproduksi perempuan tidak hanya
bergantung pada kuantitas sumber daya, tetapi juga pada
kualitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki organisasi
pelaksana.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas,
dapat disimpulkan bahwa indikator sumber daya dalam
implementasi  perlindungan hukum terhadap kesehatan
reproduksi perempuan di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Selupu Rejang telah diimplementasikan dengan cukup baik.
Meskipun jumlah aparatur dan penyuluh agama masih terbatas
serta wilayah kerja yang harus dilayani cukup luas, KUA
mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki melalui
pembagian tugas yang jelas, pelaksanaan Bimbingan
Perkawinan, pelibatan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
(PLKB), tenaga kesehatan dari Puskesmas, serta pengaturan

jadwal penyuluhan secara bergilir. Upaya tersebut menunjukkan
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bahwa keterbatasan sumber daya tidak menjadi penghambat
utama dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap
kesehatan reproduksi perempuan, melainkan menjadi tantangan
yang diatasi melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia.
Sebagaimana dikemukakan oleh Donald S. Van Meter dan
Carl E. Van Horn, sumber daya merupakan faktor yang sangat
menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Temuan
penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun KUA Kecamatan
Selupu Rejang menghadapi keterbatasan dari aspek kuantitas
sumber daya manusia, implementasi perlindungan hukum tetap
dapat berjalan karena didukung oleh kemampuan organisasi
dalam mengelola, mengoordinasikan, dan mengoptimalkan
seluruh sumber daya yang dimiliki secara efektif.
Meskipun  demikian,  keberhasilan  implementasi
perlindungan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan
sumber daya, tetapi juga oleh karakteristik organisasi pelaksana
yang menentukan bagaimana pembagian tugas, struktur
organisasi, dan mekanisme kerja dilaksanakan dalam mencapai
tujuan kebijakan. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan
menguraikan  Kkarakteristik organisasi pelaksana sebagai
indikator berikutnya dalam teori implementasi kebijakan Donald
S. Van Meter dan Carl E. Van Horn.
Karakteristik Organisasi Pelaksana

Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn,
karakteristik organisasi pelaksana merupakan salah satu faktor yang
memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Karakteristik
organisasi tidak hanya berkaitan dengan struktur organisasi, tetapi
juga mencakup pembagian tugas, kewenangan, prosedur Kerja,
hubungan antaraparat pelaksana, serta kemampuan organisasi dalam
melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Organisasi pelaksana yang memiliki struktur kerja yang jelas akan

lebih mudah mengimplementasikan kebijakan secara efektif karena
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setiap aparatur memahami tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya
masing-masing.*°
Dalam penelitian ini, karakteristik organisasi pelaksana ditinjau
dari bagaimana Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang
mengorganisasikan tugas, fungsi, dan kewenangan aparatur dalam
mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan
reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini. Pembahasan ini
difokuskan pada pembagian tugas antarpegawai, mekanisme
pelayanan administrasi perkawinan, serta pelaksanaan kewenangan
KUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
a. Pembagian Tugas dan Kewenangan Aparatur
Berdasarkan hasil penelitian, implementasi perlindungan
hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dilaksanakan melalui
pembagian tugas yang jelas sesuai dengan fungsi dan
kewenangan masing-masing aparatur. Setiap pegawai memiliki
tanggung jawab yang berbeda dalam proses pelayanan
perkawinan, mulai dari penerimaan berkas administrasi,
verifikasi persyaratan, pemeriksaan usia calon mempelai,
pelaksanaan  bimbingan perkawinan, hingga pencatatan
perkawinan. Pembagian tugas tersebut menunjukkan bahwa
pelaksanaan pelayanan tidak bertumpu pada satu orang, tetapi
dilaksanakan secara terpadu oleh seluruh aparatur sesuai dengan
bidang tugasnya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ibnu Hajar,
S.Ag., M.H.1., selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Selupu Rejang, setiap aparatur memiliki tugas dan tanggung
jawab yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan organisasi.
Kepala KUA bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
kebijakan secara umum, sedangkan penghulu, staf administrasi,

dan penyuluh agama melaksanakan tugas sesuai dengan

110 Op.Cit., Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation
Process: A Conceptual Framework," Administration & Society 6, no. 4 (1975): 445.
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bidangnya masing-masing sehingga pelayanan kepada
masyarakat dapat berjalan secara efektif. Beliau menjelaskan:

"...setiap pegawai mempunyai tugas masing-masing. Ada
yang menangani administrasi, ada penghulu yang menangani
pelaksanaan akad nikah dan pencatatan, serta penyuluh agama
yang melaksanakan pembinaan kepada masyarakat. Semua
bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga pelayanan
dapat berjalan dengan baik."!!

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pembagian tugas

di lingkungan KUA Kecamatan Selupu Rejang telah
dilaksanakan berdasarkan fungsi organisasi. Pembagian tugas
yang jelas memungkinkan setiap aparatur memahami
kewenangan yang dimilikinya sehingga pelayanan perkawinan
dapat dilakukan secara tertib, efektif, dan sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan
Ibu Rodiana selaku Staf Administrasi Kantor Urusan Agama
Kecamatan Selupu Rejang. Beliau menjelaskan bahwa dalam
proses pelayanan perkawinan, staf administrasi bertanggung
jawab melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, verifikasi
identitas calon mempelai, memastikan terpenuhinya batas usia
minimum  perkawinan, serta mempersiapkan  seluruh
administrasi yang diperlukan sebelum proses pencatatan
perkawinan dilaksanakan. Beliau menyampaikan:

"..kami  bertugas menerima  berkas, memeriksa
kelengkapan dokumen, mencocokkan data pada akta kelahiran,
KTP, KK, dan ijazah, kemudian memastikan apakah seluruh
persyaratan sudah terpenuhi sebelum proses pencatatan
perkawinan dilakukan."12

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami

bahwa pembagian tugas dalam pelayanan administrasi
perkawinan telah berjalan sesuai dengan mekanisme organisasi

yang berlaku di KUA Kecamatan Selupu Rejang. Setiap tahapan

111 Wawancara, Bapak Ibnu Hajar, S.Ag., M.HI., Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang,
Selupu Rejang, 12 Mei 2026 Pukul 12.00 WIB.

112 Wawancara, Ibu Rodiana, Staf Administrasi KUA Kecamatan Selupu Rejang, Selupu
Rejang, 12 Mei 2026 Pukul 13.00 WIB.
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pelayanan dilaksanakan secara berurutan oleh aparatur yang
memiliki kewenangan masing-masing sehingga meminimalkan
terjadinya kesalahan administrasi sekaligus memastikan bahwa
seluruh persyaratan hukum telah dipenuhi sebelum perkawinan
dicatat.

Pembagian tugas tersebut juga sejalan dengan ketentuan
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama
Kecamatan yang mengatur bahwa KUA memiliki tugas
melaksanakan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang
urusan agama Islam, termasuk pelayanan pencatatan
perkawinan.''®* Dengan adanya pembagian tugas yang jelas,
setiap aparatur dapat melaksanakan fungsi organisasi sesuai
dengan kewenangannya sehingga tujuan penyelenggaraan
pelayanan perkawinan dapat tercapai secara efektif.

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van
Meter dan Carl E. Van Horn, temuan tersebut menunjukkan
bahwa karakteristik organisasi pelaksana telah mendukung
implementasi kebijakan. Kejelasan pembagian tugas dan
kewenangan memungkinkan setiap aparatur memahami fungsi
masing-masing sehingga proses pelayanan perkawinan dapat
berlangsung secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan standar
pelayanan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, karakteristik
organisasi yang dimiliki KUA Kecamatan Selupu Rejang
menjadi salah satu faktor yang mendukung implementasi
perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan
dalam kasus pernikahan dini.

b. Mekanisme Pelayanan dan  Prosedur Kerja dalam
Penyelenggaraan Perkawinan
Selain didukung oleh pembagian tugas yang jelas,

karakteristik organisasi pelaksana juga tercermin dari

113 Op.Cit., Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
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mekanisme pelayanan dan prosedur kerja yang diterapkan dalam
penyelenggaraan pelayanan perkawinan. Mekanisme kerja yang
sistematis menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung
implementasi  perlindungan hukum terhadap kesehatan
reproduksi perempuan karena setiap tahapan pelayanan
dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan
sehingga mampu memberikan kepastian hukum kepada
masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, proses pelayanan perkawinan
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang
dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan.
Tahapan tersebut dimulai dari penerimaan berkas pendaftaran,
pemeriksaan kelengkapan administrasi, verifikasi identitas dan
usia calon mempelai, pemenuhan persyaratan kesehatan,
pelaksanaan Bimbingan Perkawinan apabila dijadwalkan,
hingga pencatatan perkawinan setelah seluruh persyaratan
dinyatakan lengkap. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa
setiap proses pelayanan dilaksanakan secara sistematis sebagai
bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi KUA dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rodiana selaku
Staf Administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu
Rejang, seluruh berkas calon mempelai diperiksa terlebih dahulu
sebelum pencatatan perkawinan dilakukan. Pemeriksaan
tersebut bertujuan memastikan bahwa seluruh persyaratan
administratif telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sehingga tidak terdapat kekeliruan dalam
proses pencatatan perkawinan. Beliau menjelaskan:

"...setiap berkas kami periksa terlebih dahulu. Apabila
masih ada persyaratan yang belum lengkap atau terdapat
ketidaksesuaian data, maka kami meminta calon mempelai
untuk melengkapinya terlebih dahulu sebelum proses
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pencatatan dilanjutkan. 4
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme

pelayanan yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang
tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi, tetapi
juga bertujuan menjamin ketertiban administrasi dan kepastian
hukum dalam penyelenggaraan perkawinan. Pemeriksaan
terhadap seluruh dokumen dilakukan secara berjenjang sehingga
setiap tahapan pelayanan dapat dikendalikan dengan baik
sebelum memasuki tahap berikutnya.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa setiap aparatur
melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur kerja yang telah
ditetapkan sehingga pelayanan dapat berlangsung secara efektif
dan terkoordinasi. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan
adanya persyaratan yang belum terpenuhi, maka proses
pelayanan tidak langsung dilanjutkan, melainkan terlebih dahulu
dilakukan perbaikan atau pemenuhan persyaratan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Mekanisme tersebut menunjukkan
bahwa prosedur kerja di KUA Kecamatan Selupu Rejang tidak
hanya berfungsi sebagai pedoman administrasi, tetapi juga
sebagai instrumen untuk menjamin kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan mekanisme pelayanan tersebut sejalan
dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan
Agama Kecamatan yang menegaskan bahwa KUA mempunyai
tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan
agama lIslam pada tingkat kecamatan, termasuk pelayanan
pencatatan perkawinan.!® Oleh karena itu, setiap prosedur
pelayanan yang diterapkan oleh KUA merupakan bentuk

pelaksanaan kewenangan vyang diberikan oleh peraturan

114 Wawancara, Ibu Rodiana, Staf Administrasi KUA Kecamatan Selupu Rejang, Selupu
Rejang, 12 Mei 2026 Pukul 13.00 WIB.

115 Op.Cit., Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
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perundang-undangan.

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van
Meter dan Carl E. Van Horn, mekanisme pelayanan yang jelas
menunjukkan bahwa Kkarakteristik organisasi pelaksana telah
mendukung implementasi kebijakan. Adanya prosedur Kkerja
yang sistematis memungkinkan setiap aparatur melaksanakan
tugasnya sesuai dengan kewenangan masing-masing sehingga
proses pelayanan perkawinan dapat berlangsung secara tertib,
efektif, dan akuntabel. Dengan demikian, mekanisme pelayanan
yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang menjadi
salah satu faktor yang memperkuat implementasi perlindungan
hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus
pernikahan dini.

Koordinasi Internal dalam Pelaksanaan Tugas Organisasi

Selain didukung oleh pembagian tugas dan mekanisme
pelayanan yang jelas, karakteristik organisasi pelaksana juga
ditentukan oleh adanya koordinasi internal antaraparatur dalam
menjalankan tugas dan kewenangannya. Koordinasi internal
diperlukan agar setiap tahapan pelayanan perkawinan dapat
berjalan secara terpadu sehingga seluruh persyaratan
administrasi maupun ketentuan hukum dapat dipenuhi sebelum
pencatatan perkawinan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi internal di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dilakukan melalui
pembagian tugas yang saling berkaitan antara Kepala KUA,
penghulu, staf administrasi, dan penyuluh agama. Setiap
aparatur melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya
masing-masing, namun tetap saling berkoordinasi apabila
ditemukan kendala atau permasalahan dalam proses pelayanan
perkawinan. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil
tidak dilakukan secara individual, melainkan melalui mekanisme

kerja organisasi yang telah ditetapkan.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak lbnu Hajar,
S.Ag., M.H.1, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Selupu Rejang, koordinasi internal dilakukan secara
berkelanjutan agar seluruh aparatur memiliki pemahaman yang
sama terhadap pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku
dalam pelayanan perkawinan. Hal tersebut bertujuan agar
pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif
serta meminimalkan terjadinya kesalahan dalam proses
administrasi. Beliau menjelaskan:

"..kami selalu melakukan koordinasi dengan seluruh
pegawai apabila terdapat perubahan Kketentuan ataupun
permasalahan dalam pelayanan. Dengan demikian setiap
pegawai mempunyai pemahaman yang sama dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat."16

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi

internal menjadi salah satu karakteristik organisasi yang
mendukung implementasi kebijakan. Melalui koordinasi yang
dilakukan secara berkelanjutan, setiap aparatur memperoleh
informasi yang sama mengenai prosedur pelayanan sehingga
pelaksanaan tugas dapat berlangsung secara seragam sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan
Ibu Rodiana selaku Staf Administrasi Kantor Urusan Agama
Kecamatan Selupu Rejang. Beliau menjelaskan bahwa apabila
dalam proses pemeriksaan administrasi ditemukan dokumen
yang belum lengkap atau terdapat permasalahan lain, maka staf
administrasi akan berkoordinasi dengan Kepala KUA maupun
penghulu sebelum menentukan tindak lanjut terhadap
permohonan pencatatan perkawinan. Beliau menyampaikan:

"...apabila terdapat kendala dalam pemeriksaan berkas,
kami terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala KUA atau
penghulu sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan
ketentuan yang berlaku."t’

118 \WWawancara, Bapak Ibnu Hajar, S.Ag., M.HI., Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang,
Selupu Rejang, 12 Mei 2026 Pukul 12.00 WIB.
117 Wawancara, Ibu Rodiana, Staf Administrasi KUA Kecamatan Selupu Rejang, Selupu
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami
bahwa koordinasi internal telah menjadi bagian dari mekanisme
kerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang.
Setiap aparatur tidak bekerja secara sendiri-sendiri, tetapi saling
mendukung melalui komunikasi dan koordinasi dalam
menyelesaikan setiap tahapan pelayanan perkawinan. Kondisi
tersebut mencerminkan adanya hubungan kerja yang terintegrasi
sehingga pelaksanaan tugas dapat berlangsung secara efektif,
efisien, dan akuntabel.

Karakteristik organisasi tersebut sejalan dengan Peraturan
Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama
Kecamatan yang mengatur bahwa pelaksanaan tugas KUA
dilaksanakan berdasarkan pembagian fungsi dan tanggung
jawab masing-masing aparatur dalam rangka memberikan
pelayanan kepada masyarakat.!*® Dengan demikian, koordinasi
internal tidak hanya menjadi kebutuhan organisasi, tetapi juga
merupakan bagian dari pelaksanaan tugas kelembagaan
sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-
undangan.

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van
Meter dan Carl E. Van Horn, koordinasi internal yang berjalan
dengan baik menunjukkan bahwa Kkarakteristik organisasi
pelaksana telah mendukung keberhasilan implementasi
kebijakan. Hubungan Kkerja yang terbangun antaraparatur
memungkinkan  setiap tahapan pelayanan  perkawinan
dilaksanakan secara terpadu sehingga tujuan kebijakan dapat
diwujudkan secara lebih efektif. Oleh karena itu, koordinasi
internal yang diterapkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Selupu Rejang menjadi salah satu faktor yang mendukung

Rejang, 12 Mei 2026 Pukul 13.00 WIB.
118 Op.Cit., Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
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implementasi  perlindungan hukum terhadap kesehatan
reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas,
dapat disimpulkan bahwa karakteristik organisasi pelaksana di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang telah
mendukung implementasi perlindungan hukum terhadap
kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.
Hal tersebut terlihat dari adanya pembagian tugas dan
kewenangan yang jelas, mekanisme pelayanan yang sistematis,
serta koordinasi internal yang berjalan dengan baik di antara
aparatur KUA. Ketiga aspek tersebut memungkinkan setiap
tahapan pelayanan perkawinan dilaksanakan sesuai dengan
prosedur yang telah ditetapkan sehingga mampu memberikan
kepastian hukum kepada masyarakat.

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van
Meter dan Carl E. Van Horn, karakteristik organisasi pelaksana
merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan
implementasi kebijakan. Temuan penelitian ini menunjukkan
bahwa struktur kerja yang jelas, mekanisme pelayanan yang
teratur, serta koordinasi internal yang efektif telah mendukung
pelaksanaan tugas KUA dalam mengimplementasikan
perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan.
Dengan demikian, karakteristik organisasi yang dimiliki KUA
Kecamatan Selupu Rejang dapat dikatakan telah berperan secara
optimal dalam mendukung implementasi kebijakan.

Meskipun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan
tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik organisasi pelaksana,
tetapi juga ditentukan oleh sikap dan komitmen aparatur dalam
melaksanakan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, pembahasan
selanjutnya akan menguraikan disposisi (sikap) pelaksana
sebagai indikator berikutnya dalam teori implementasi kebijakan
Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn.

111



4.  Disposisi (Sikap) Pelaksana
a. Komitmen Aparatur dalam Melaksanakan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan

Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn,
disposisi atau sikap pelaksana merupakan salah satu faktor yang
menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi
berkaitan dengan kesediaan, komitmen, pemahaman, dan
konsistensi aparatur dalam melaksanakan kebijakan sesuai
dengan tujuan yang telah ditetapkan. Meskipun suatu kebijakan
telah memiliki standar yang jelas, sumber daya yang memadai,
serta organisasi pelaksana yang baik, implementasi kebijakan
tidak akan berjalan secara optimal apabila aparatur pelaksananya
tidak memiliki komitmen untuk melaksanakan kebijakan
tersebut secara sungguh-sungguh.®

Dalam penelitian ini, disposisi pelaksana dianalisis
melalui sikap dan komitmen aparatur Kantor Urusan Agama
Kecamatan Selupu Rejang dalam menerapkan ketentuan
mengenai batas usia minimum perkawinan, memberikan
pelayanan kepada masyarakat, serta melaksanakan perlindungan
hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus
pernikahan dini.

Berdasarkan hasil penelitian, aparatur Kantor Urusan
Agama Kecamatan Selupu Rejang menunjukkan komitmen yang
kuat dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai batas usia minimum perkawinan.
Komitmen tersebut tercermin dari konsistensi aparatur dalam
memeriksa setiap permohonan pencatatan  perkawinan
berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan serta tidak
memberikan pengecualian terhadap calon mempelai yang belum
memenuhi batas usia sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

118 Op.Cit., Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation
Process: A Conceptual Framework," Administration & Society 6, no. 4 (1975): 445
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak lbnu Hajar,
S.Ag., M.H.1,, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Selupu Rejang, setiap permohonan perkawinan yang tidak
memenuhi ketentuan usia minimum tidak dapat langsung
dicatatkan oleh KUA. Sebaliknya, pemohon diarahkan untuk
menempuh mekanisme hukum melalui permohonan dispensasi
kawin ke Pengadilan Agama apabila terdapat alasan yang
dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
Beliau menjelaskan:

"Setiap pengajuan nikah yang tidak memenuhi syarat usia,
kami tolak secara administratif. Kami tidak akan mencatatkan
pernikahan yang melanggar ketentuan undang-undang. Jika ada
keperluan mendesak, kami arahkan ke Pengadilan Agama untuk
mengajukan dispensasi kawin."!?

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aparatur KUA

Kecamatan Selupu Rejang memiliki komitmen untuk
menegakkan ketentuan hukum secara konsisten. Sikap tersebut
tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, tetapi juga menunjukkan adanya
kesadaran bahwa pembatasan usia perkawinan merupakan
instrumen perlindungan hukum yang bertujuan melindungi
kepentingan terbaik bagi calon mempelai, khususnya perempuan
yang masih berada pada usia anak.

Komitmen yang sama juga terlihat dari pelaksanaan tugas
oleh staf administrasi KUA. Berdasarkan hasil wawancara
dengan Ibu Rodiana, setiap permohonan perkawinan diperiksa
secara teliti, dan apabila ditemukan bahwa usia calon mempelai
belum memenuhi ketentuan, maka KUA tetap menerbitkan surat
penolakan meskipun terdapat keinginan dari pihak keluarga agar
perkawinan segera dicatatkan.?*

Sikap tersebut menunjukkan bahwa aparatur KUA tidak

120 \Wawancara, Bapak Ibnu Hajar, S.Ag., M.HI., Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang,
Selupu Rejang, 12 Mei 2026 Pukul 12.00 WIB.

121 Wawancara, Ibu Rodiana, Staf Administrasi KUA Kecamatan Selupu Rejang, Selupu
Rejang, 12 Mei 2026 Pukul 13.00 WIB.
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menjadikan tekanan dari masyarakat sebagai alasan untuk
mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya,
aparatur tetap melaksanakan kewajibannya sesuai dengan
prosedur yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan pelayanan
perkawinan tetap memberikan kepastian hukum dan
perlindungan terhadap hak-hak calon mempelai.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa komitmen
aparatur tidak hanya diwujudkan melalui penegakan aturan
secara administratif, tetapi juga melalui pemberian penjelasan
kepada masyarakat mengenai alasan hukum dilakukannya
penolakan serta prosedur yang harus ditempuh apabila calon
mempelai belum memenuhi batas usia minimum perkawinan.
Dengan demikian, pelayanan yang diberikan oleh KUA tidak
hanya berorientasi pada penerapan aturan, tetapi juga pada
pemberian pemahaman hukum kepada masyarakat agar setiap
tindakan yang dilakukan memiliki dasar hukum yang jelas.

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van
Meter dan Carl E. Van Horn, temuan tersebut menunjukkan
bahwa disposisi pelaksana di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Selupu Rejang telah mendukung implementasi kebijakan.
Komitmen aparatur dalam melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan secara konsisten menjadi faktor penting
yang mendorong terlaksananya perlindungan hukum terhadap
kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.
Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi
kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan,
tetapi juga oleh integritas dan komitmen aparatur sebagai
pelaksana kebijakan.

Sikap Pelaksana dalam Memberikan Edukasi dan Pemahaman
Hukum kepada Masyarakat
Selain diwujudkan melalui konsistensi dalam menerapkan

ketentuan batas usia minimum perkawinan, disposisi aparatur
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Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang juga tercermin
dari sikap mereka dalam memberikan edukasi dan pemahaman
hukum kepada masyarakat. Aparatur KUA tidak hanya
menjalankan fungsi administratif sebagai pencatat perkawinan,
tetapi juga menjalankan fungsi edukatif melalui penyuluhan,
bimbingan perkawinan, dan pemberian penjelasan kepada
masyarakat mengenai pentingnya menaati ketentuan hukum
yang mengatur batas usia perkawinan serta perlindungan
terhadap kesehatan reproduksi perempuan.

Berdasarkan hasil penelitian, setiap calon mempelai yang
mengajukan pencatatan perkawinan memperoleh penjelasan
mengenai persyaratan administrasi, dasar hukum penetapan
batas usia minimum perkawinan, serta prosedur yang harus
ditempuh apabila belum memenuhi ketentuan tersebut.
Pemberian penjelasan tersebut dilakukan agar masyarakat
memahami bahwa ketentuan mengenai batas usia perkawinan
bukan dimaksudkan untuk mempersulit masyarakat dalam
melangsungkan perkawinan, melainkan sebagai  bentuk
perlindungan hukum terhadap calon mempelai, khususnya
perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ibnu Hajar,
S.Ag., M.H.1, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Selupu Rejang, setiap penolakan terhadap permohonan
perkawinan yang belum memenuhi syarat usia selalu disertai
dengan pemberian penjelasan kepada pihak keluarga mengenai
alasan hukum penolakan tersebut serta prosedur pengajuan
dispensasi  kawin melalui Pengadilan Agama. Beliau
menjelaskan:

"..kami tidak hanya memberikan surat penolakan, tetapi
juga menjelaskan kepada keluarga mengapa permohonan
tersebut belum dapat diproses. Kami memberikan pemahaman
bahwa ketentuan usia minimum perkawinan merupakan amanat
undang-undang yang harus dipatuhi demi kepentingan terbaik
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bagi calon mempelai."??
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aparatur KUA

Kecamatan Selupu Rejang memiliki sikap yang persuasif dalam
memberikan  pelayanan kepada masyarakat. Penolakan
administrasi tidak dilakukan secara sepihak, melainkan disertai
dengan penjelasan yang bertujuan meningkatkan pemahaman
hukum masyarakat. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan
tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga
membangun kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya
memenuhi persyaratan perkawinan yang telah ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan.

Komitmen tersebut juga terlihat dalam pelaksanaan
kegiatan Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Berdasarkan hasil
wawancara dengan Bapak Hardian Haryadi, S.Sos., selaku
Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan Selupu
Rejang, materi yang diberikan dalam Bimbingan Perkawinan
tidak hanya membahas kehidupan berkeluarga, tetapi juga
memberikan  edukasi mengenai  kesehatan  reproduksi,
pendewasaan usia perkawinan, serta pencegahan stunting
sebagai bekal bagi calon mempelai sebelum membangun rumah
tangga. Beliau menyampaikan:

"...materi kesehatan reproduksi selalu kami sampaikan
dalam kegiatan Bimbingan Perkawinan, meskipun saat ini
penekanannya lebih banyak diarahkan pada pencegahan
stunting sebagai bagian dari upaya membangun keluarga yang
sehat."1?®

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa sikap aparatur

dan mitra kerja KUA tidak hanya berorientasi pada pemenuhan
kewajiban administratif, tetapi juga pada upaya membangun
kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapan fisik,

psikologis, dan kesehatan reproduksi sebelum melangsungkan

122 \Wawancara, Bapak Ibnu Hajar, S.Ag., M.HI., Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang,
Selupu Rejang, 12 Mei 2026 Pukul 12.00 WIB.

123 Wawancara, Bapak Hardian Haryadi, S.Sos., Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
(PLKB) Kecamatan Selupu Rejang, Selupu Rejang, 9 Juni 2026, Pukul 10.30 WIB.
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perkawinan. Melalui kegiatan Bimbingan Perkawinan, calon
mempelai memperoleh pengetahuan yang diharapkan mampu
meminimalkan berbagai risiko yang dapat timbul akibat
perkawinan pada usia yang terlalu muda.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa sikap
aparatur KUA memperoleh dukungan dari instansi lain yang
terlibat dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, seperti
Puskesmas Kecamatan Selupu Rejang. Kolaborasi tersebut
memperlihatkan bahwa pelaksanaan edukasi kepada masyarakat
dilakukan secara terpadu sehingga materi yang disampaikan
tidak hanya mencakup aspek hukum dan keagamaan, tetapi juga
aspek kesehatan reproduksi sesuai dengan kompetensi masing-
masing instansi.

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van
Meter dan Carl E. Van Horn, temuan tersebut menunjukkan
bahwa disposisi pelaksana di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Selupu Rejang telah mendukung keberhasilan implementasi
kebijakan. Sikap aparatur yang terbuka, persuasif, dan
berorientasi pada pemberian pemahaman hukum kepada
masyarakat menunjukkan adanya komitmen yang kuat untuk
melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan. Dengan demikian, implementasi perlindungan
hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan tidak hanya
dilakukan melalui penerapan aturan secara formal, tetapi juga
melalui pembentukan kesadaran hukum masyarakat sebagai
langkah preventif dalam mencegah terjadinya pernikahan dini.
Konsistensi Sikap Pelaksana dalam Mengimplementasikan
Perlindungan Hukum

Selain diwujudkan melalui penegakan ketentuan hukum
dan pemberian edukasi kepada masyarakat, disposisi aparatur
Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang juga tercermin

dari  konsistensi mereka dalam  mengimplementasikan
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perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan.
Konsistensi tersebut terlihat dari sikap aparatur yang tetap
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
dalam setiap proses pelayanan perkawinan, tanpa membedakan
latar belakang maupun kondisi calon mempelai yang
mengajukan permohonan pencatatan perkawinan.

Berdasarkan  hasil  penelitian, setiap permohonan
pencatatan perkawinan diproses melalui mekanisme yang sama
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Apabila
ditemukan bahwa salah satu atau kedua calon mempelai belum
memenuhi batas usia minimum perkawinan, maka Kantor
Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang tetap menerapkan
ketentuan yang berlaku dengan menerbitkan surat penolakan dan
mengarahkan calon mempelai untuk mengajukan dispensasi
kawin ke Pengadilan Agama. Sikap tersebut menunjukkan
bahwa aparatur KUA tidak hanya berorientasi pada penyelesaian
pelayanan administrasi, tetapi juga memiliki komitmen untuk
menjamin terlaksananya ketentuan hukum secara konsisten.

Konsistensi tersebut juga tercermin dalam pelaksanaan
pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian,
aparatur KUA senantiasa memberikan pelayanan yang sama
kepada setiap calon mempelai, baik yang telah memenuhi
persyaratan maupun yang belum memenuhi ketentuan usia
minimum perkawinan. Perbedaannya terletak pada tindak lanjut
yang diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, pelayanan yang diberikan tetap menjunjung
prinsip kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas.

Sikap konsisten tersebut menunjukkan bahwa aparatur
KUA memahami fungsi pelayanan publik tidak hanya sebagai
penyedia layanan administrasi, tetapi juga sebagai pelaksana
kebijakan yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan

perlindungan hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap
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tindakan yang dilakukan selalu didasarkan pada ketentuan
peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan tujuan
perlindungan terhadap calon mempelai, khususnya perempuan
yang berpotensi mengalami risiko apabila perkawinan
dilangsungkan pada usia yang belum memenuhi ketentuan.

Ditinjau dari perspektif perlindungan hukum, konsistensi
aparatur dalam menerapkan batas usia minimum perkawinan
merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif.
Melalui penerapan prosedur administrasi yang sesuai dengan
ketentuan hukum, KUA berupaya mencegah terjadinya
perkawinan yang berpotensi menimbulkan berbagai dampak
terhadap kesehatan reproduksi perempuan maupun hak-hak
perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Dengan
demikian, implementasi perlindungan hukum tidak hanya
diwujudkan melalui penerbitan dokumen administrasi, tetapi
juga melalui sikap aparatur yang konsisten dalam melaksanakan
ketentuan hukum secara bertanggung jawab.

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van
Meter dan Carl E. Van Horn, disposisi aparatur yang
ditunjukkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu
Rejang telah mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
Komitmen, Kkonsistensi, serta kesediaan aparatur untuk
melaksanakan ketentuan hukum menunjukkan bahwa tujuan
kebijakan tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif,
tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dalam memberikan
perlindungan hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu,
disposisi aparatur menjadi salah satu faktor penting yang
mendukung implementasi perlindungan hukum terhadap
kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas,
dapat disimpulkan bahwa disposisi atau sikap pelaksana di

Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang telah
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mendukung implementasi perlindungan hukum terhadap
kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.
Hal tersebut terlihat dari komitmen aparatur dalam menegakkan
ketentuan batas usia minimum perkawinan, konsistensi dalam
menerapkan prosedur administrasi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, serta kesediaan memberikan edukasi dan
pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya
menaati ketentuan yang berlaku.

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van
Meter dan Carl E. Van Horn, disposisi pelaksana merupakan
faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa aparatur KUA
Kecamatan Selupu Rejang tidak hanya memahami substansi
kebijakan, tetapi juga  memiliki  komitmen  untuk
melaksanakannya secara konsisten. Sikap tersebut menjadi salah
satu faktor yang mendukung tercapainya tujuan perlindungan
hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan melalui
mekanisme pelayanan perkawinan yang sesuai dengan ketentuan
hukum.

Meskipun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan
tidak hanya ditentukan oleh komitmen aparatur sebagai
pelaksana, tetapi juga dipengaruhi oleh komunikasi dan
koordinasi yang terjalin antara Kantor Urusan Agama dengan
instansi lain yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan
pelayanan perkawinan dan perlindungan kesehatan reproduksi.
Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan menguraikan
komunikasi dan koordinasi antarorganisasi sebagai indikator
berikutnya dalam teori implementasi kebijakan Donald S. Van
Meter dan Carl E. Van Horn.

5.  Komunikasi dan Koordinasi Antarorganisasi
Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn,

komunikasi dan koordinasi antarorganisasi merupakan salah satu
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faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.
Implementasi suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada organisasi
pelaksana, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam
membangun komunikasi, menyampaikan informasi, dan menjalin
koordinasi dengan instansi lain yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan kebijakan tersebut. Komunikasi yang baik akan
menciptakan kesamaan pemahaman mengenai tujuan kebijakan,
sedangkan koordinasi yang efektif memungkinkan setiap organisasi
melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya sehingga tujuan
kebijakan dapat tercapai secara optimal.?*

Dalam penelitian ini, komunikasi dan koordinasi antarorganisasi
dianalisis berdasarkan hubungan kerja yang dibangun oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dengan berbagai instansi
terkait dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap
kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.
Hubungan tersebut tidak hanya dilakukan dalam bentuk pertukaran
informasi, tetapi juga diwujudkan melalui kerja sama dalam pelayanan
administrasi, penyuluhan, pemeriksaan kesehatan, pendampingan
masyarakat, hingga pembentukan kemitraan kelembagaan.

a. Koordinasi antara Kantor Urusan Agama dengan Puskesmas

Kecamatan Selupu Rejang

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu bentuk
komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan

Agama Kecamatan Selupu Rejang adalah kerja sama dengan

Puskesmas Kecamatan Selupu Rejang dalam pelaksanaan

pelayanan kepada calon mempelai. Koordinasi tersebut

dilakukan karena perlindungan terhadap kesehatan reproduksi
perempuan tidak sepenuhnya menjadi kewenangan KUA,
melainkan juga memerlukan peran tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi dalam memberikan penyuluhan dan

pemeriksaan kesehatan kepada calon mempelai.

124 Op.Cit., Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation
Process: A Conceptual Framework," Administration & Society 6, no. 4 (1975): 445.
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Pelaksanaan koordinasi tersebut diwujudkan melalui
mekanisme rujukan calon mempelai ke Puskesmas sebelum
proses pencatatan perkawinan dilaksanakan. Calon mempelai
diwajibkan mengikuti penyuluhan kesehatan reproduksi serta
menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai dengan prosedur yang
ditetapkan oleh instansi kesehatan. Setelah seluruh tahapan
tersebut selesai, Puskesmas menerbitkan sertifikat kesehatan
yang selanjutnya menjadi salah satu persyaratan administrasi
dalam proses pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Selupu Rejang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rodiana selaku
Staf Administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu
Rejang, koordinasi antara KUA dan Puskesmas telah menjadi
bagian dari prosedur pelayanan perkawinan. Menurut beliau,
setiap calon mempelai diarahkan untuk memenuhi persyaratan
kesehatan melalui Puskesmas sebelum pencatatan perkawinan
dapat dilanjutkan. Beliau menjelaskan:

"Untuk dokumen terkait kesehatan, kami berkoordinasi
dengan pihak Puskesmas. Di sana calon mempelai mendapatkan
penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi, baik untuk laki-laki
maupun perempuan. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan
kesehatan kepada kedua calon mempelai. Setelah selesai,
Puskesmas menerbitkan sertifikat kesehatan yang kemudian
dilampirkan dalam berkas pendaftaran perkawinan."*?°

Keterangan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara
dengan Ibu Oktalia, S.ST., selaku petugas Puskesmas
Kecamatan Selupu Rejang. Beliau menjelaskan bahwa
Puskesmas tidak hanya melakukan pemeriksaan kesehatan
secara fisik, tetapi juga memberikan penyuluhan mengenai
kesehatan reproduksi, kesiapan kehamilan, serta pentingnya

menjaga kesehatan sebelum memasuki kehidupan berumah

125 Wawancara, Ibu Rodiana, Staf Administrasi KUA Kecamatan Selupu Rejang, Selupu
Rejang, 12 Mei 2026 Pukul 13.00 WIB.
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tangga. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari
upaya meningkatkan kesiapan calon mempelai dalam
membangun keluarga yang sehat. Beliau menyampaikan:

"Calon mempelai yang datang ke Puskesmas terlebih
dahulu mengikuti penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi,
kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai prosedur
yang berlaku. Setelah seluruh tahapan selesai, kami
menerbitkan sertifikat kesehatan yang menjadi salah satu
persyaratan dalam proses pencatatan perkawinan di KUA,"12

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami

bahwa komunikasi antara Kantor Urusan Agama Kecamatan
Selupu Rejang dan Puskesmas tidak bersifat insidental, tetapi
telah menjadi mekanisme kerja yang dilaksanakan secara
berkelanjutan dalam setiap proses pelayanan perkawinan.
Masing-masing instansi menjalankan kewenangan sesuai dengan
bidang tugasnya. KUA  bertanggung jawab  dalam
penyelenggaraan ~ administrasi ~ perkawinan,  sedangkan
Puskesmas bertanggung jawab dalam aspek pelayanan
kesehatan reproduksi calon mempelai. Pembagian kewenangan
tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum
terhadap kesehatan reproduksi perempuan dilakukan melalui
pendekatan lintas sektor yang saling melengkapi.

Ditinjau dari aspek hukum, koordinasi tersebut sejalan
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh
pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan
bertanggung jawab. Dalam konteks penelitian ini, pemenuhan
hak tersebut diwujudkan melalui keterlibatan Puskesmas dalam
memberikan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan kepada
calon mempelai sebelum perkawinan dilangsungkan. Dengan
demikian, koordinasi antara KUA dan Puskesmas tidak hanya
memenuhi  aspek administratif, tetapi juga mendukung

pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi

126 \Wawancara, Ibu Oktalia, S.ST., Petugas Puskesmas Kecamatan Selupu Rejang, Selupu
Rejang, 19 Mei 2026 Pukul 09.30 WIB.
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perempuan sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-
undangan.'?’

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van
Meter dan Carl E. Van Horn, temuan penelitian ini
menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi antarorganisasi
telah berjalan dengan baik. Kejelasan pembagian kewenangan,
kesinambungan komunikasi, serta kesamaan tujuan antara KUA
dan Puskesmas memungkinkan implementasi kebijakan
dilaksanakan secara lebih efektif. Melalui koordinasi tersebut,
perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan
tidak hanya diwujudkan melalui pelayanan administrasi
perkawinan, tetapi juga melalui pemenuhan hak calon mempelai
atas pelayanan kesehatan reproduksi sebelum memasuki
kehidupan berumah tangga.

b. Koordinasi antara Kantor Urusan Agama dengan Penyuluh
Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)

Selain menjalin koordinasi dengan Puskesmas, Kantor
Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang juga membangun
komunikasi dan koordinasi dengan Penyuluh Lapangan
Keluarga Berencana (PLKB) dalam pelaksanaan Bimbingan
Perkawinan (Bimwin). Keterlibatan PLKB merupakan salah satu
bentuk sinergi lintas sektor yang bertujuan meningkatkan
kesiapan calon mempelai sebelum memasuki kehidupan
berumah tangga. Dalam konteks penelitian ini, koordinasi
tersebut menjadi bagian dari implementasi perlindungan hukum
terhadap kesehatan reproduksi perempuan karena dilakukan
melalui pemberian edukasi mengenai pendewasaan usia
perkawinan, kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, serta
pencegahan stunting.

Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi antara KUA

Kecamatan Selupu Rejang dengan PLKB telah berlangsung

127 Op.Cit., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

124



secara berkelanjutan dalam setiap pelaksanaan Bimbingan
Perkawinan. KUA berperan sebagai penyelenggara kegiatan,
sedangkan PLKB menjadi salah satu narasumber yang
menyampaikan materi sesuai dengan bidang keahlian dan
kewenangannya. Pembagian peran tersebut menunjukkan bahwa
implementasi  perlindungan hukum terhadap kesehatan
reproduksi  perempuan tidak hanya dilakukan melalui
pemenuhan persyaratan administrasi perkawinan, tetapi juga
melalui pemberian edukasi kepada calon mempelai agar
memiliki kesiapan dalam membangun keluarga yang sehat dan
berkualitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hardian
Haryadi, S.Sos., selaku Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
Kecamatan Selupu Rejang, materi yang disampaikan dalam
Bimbingan Perkawinan meliputi perencanaan keluarga,
kesehatan reproduksi, pendewasaan usia perkawinan, serta
pencegahan stunting. Menurut beliau, materi tersebut diberikan
agar calon mempelai memahami hak dan kewajibannya dalam
kehidupan berumah tangga serta memiliki kesiapan untuk
membentuk keluarga yang berkualitas. Beliau menjelaskan:

"..kami memberikan materi mengenai perencanaan
keluarga, kesehatan reproduksi, pendewasaan usia perkawinan,
dan pencegahan stunting agar calon mempelai memiliki bekal
sebelum membangun rumah tangga."'?

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi

antara KUA dan PLKB tidak hanya bersifat administratif, tetapi
juga bersifat edukatif. Melalui Bimbingan Perkawinan, calon
mempelai memperoleh pengetahuan mengenai pentingnya
kesiapan usia perkawinan, kesehatan reproduksi, dan
perencanaan keluarga sebagai upaya mencegah berbagai risiko
yang dapat timbul akibat perkawinan pada usia yang terlalu

muda. Dengan demikian, koordinasi tersebut menjadi salah satu

128 \Wawancara, Bapak Hardian Haryadi, S.Sos., Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
(PLKB) Kecamatan Selupu Rejang, Selupu Rejang, 9 Juni 2026, Pukul 10.30 WIB.
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bentuk implementasi perlindungan hukum yang dilakukan
secara preventif.

Temuan penelitian tersebut diperkuat oleh hasil
wawancara dengan Bapak lIbnu Hajar, S.Ag., M.H.l., selaku
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang.
Beliau menjelaskan bahwa keterlibatan PLKB dalam Bimbingan
Perkawinan merupakan bagian dari kerja sama lintas sektor
yang telah lama dilaksanakan oleh KUA untuk memberikan
pembinaan kepada calon mempelai sebelum perkawinan
dilangsungkan. Menurut beliau, setiap instansi diberikan
kesempatan menyampaikan materi sesuai dengan kompetensi
masing-masing  sehingga calon mempelai memperoleh
pembekalan secara menyeluruh.!?®

Hasil ~wawancara tersebut menunjukkan  bahwa
komunikasi dan koordinasi yang dibangun oleh KUA dengan
PLKB telah menciptakan kesamaan tujuan dalam pelaksanaan
kebijakan. Meskipun berasal dari instansi yang berbeda, kedua
lembaga memiliki komitmen yang sama untuk meningkatkan
kualitas keluarga melalui pemberian edukasi kepada calon
mempelai.  Sinergi  tersebut  memperlihatkan  bahwa
implementasi  perlindungan hukum terhadap kesehatan
reproduksi perempuan tidak dapat dilaksanakan hanya melalui
pendekatan hukum dan administrasi, tetapi juga memerlukan
pendekatan edukatif yang mampu membangun Kkesadaran
masyarakat mengenai pentingnya kesiapan sebelum memasuki
kehidupan berumah tangga.

Temuan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara
dengan lbu Okfa Muthmainnah, S.Kom.l., selaku Penyuluh
Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang.
Beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan penyuluhan dilakukan

berdasarkan regulasi yang berlaku dan disesuaikan dengan

129 \Wawancara, Bapak Ibnu Hajar, S.Ag., M.HI., Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang,
Selupu Rejang, 12 Mei 2026 Pukul 12.00 WIB.
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kelompok sasaran di masyarakat. Penyuluhan tidak hanya
diberikan kepada calon pengantin melalui Bimbingan
Perkawinan (Bimwin), tetapi juga kepada remaja, kelompok
pengajian, majelis taklim, kelompok tani, serta kelompok
masyarakat lainnya sesuai dengan kebutuhan pembinaan. Selain
itu, penyuluh agama juga melaksanakan kegiatan Bimbingan
Remaja Usia Sekolah (BRUS) dengan melibatkan Puskesmas,
Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), dan Forum
Komunikasi Perempuan Akar Rumput (FKPAR). Beliau
menyampaikan:

"Metode penyuluhan kami mengacu pada kebijakan yang
berlaku. Kegiatan penyuluhan kami petakan berdasarkan
kelompok wusia, mulai dari remaja sampai lansia. Selain
Bimbingan Perkawinan, kami juga melaksanakan kegiatan
Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Dalam kegiatan
tersebut kami bekerja sama dengan PLKB, FKPAR, dan
Puskesmas untuk memberikan penyuluhan kepada para
remaja."*

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dan

koordinasi antarorganisasi tidak hanya dilakukan dalam
pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon mempelai, tetapi
juga diperluas melalui kegiatan penyuluhan kepada berbagai
kelompok masyarakat, khususnya remaja sebagai kelompok
yang rentan terhadap praktik pernikahan dini. Dengan demikian,
implementasi perlindungan hukum dilakukan sejak tahap
pencegahan melalui pendekatan edukatif yang melibatkan
berbagai instansi sesuai dengan bidang keahliannya.

Ditinjau dari perspektif hukum, koordinasi antara KUA
dan PLKB sejalan dengan kebijakan pemerintah mengenai
pembangunan keluarga dan peningkatan kualitas sumber daya
manusia. Melalui Bimbingan Perkawinan, calon mempelai
memperoleh informasi mengenai hak dan kewajiban dalam

kehidupan keluarga, pentingnya menjaga kesehatan reproduksi,

130 Wawancara, lbu Okfa Muthmainnah, S.Kom.l., Penyuluh Agama Islam KUA
Kecamatan Selupu Rejang, Selupu Rejang, 12 Mei 2026, pukul 13.30 WIB.
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serta upaya pencegahan perkawinan pada usia yang belum
matang. Dengan demikian, kegiatan tersebut menjadi salah satu
bentuk implementasi perlindungan hukum yang berorientasi
pada pencegahan (preventif) terhadap berbagai risiko yang dapat
muncul akibat pernikahan dini.

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van

Meter dan Carl E. Van Horn, temuan penelitian ini
menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi antara KUA
dan PLKB telah mendukung keberhasilan implementasi
kebijakan. Adanya pembagian tugas yang jelas, komunikasi
yang berkesinambungan, serta kesamaan tujuan dalam
pelaksanaan Bimbingan Perkawinan menunjukkan bahwa
koordinasi antarorganisasi telah berjalan secara efektif. Oleh
karena itu, keberadaan PLKB sebagai mitra KUA memberikan
kontribusi yang signifikan dalam mengimplementasikan
perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan
melalui pendekatan edukatif dan preventif.
Kolaborasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang
dengan Cahaya Perempuan Women Crisis Center (CPWCC)
Bengkulu melalui Forum Komunikasi Perempuan Akar Rumput
(FKPAR)

Salah  satu bentuk komunikasi dan koordinasi
antarorganisasi yang menjadi temuan penting dalam penelitian
ini adalah kolaborasi antara Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Selupu Rejang dengan Cahaya Perempuan Women
Crisis Center (CPWCC) Bengkulu dalam mengimplementasikan
perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan
pada kasus pernikahan dini. Berbeda dengan koordinasi yang
dilakukan bersama instansi pemerintah seperti Puskesmas dan
Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), kerja sama ini
melibatkan organisasi masyarakat sipil yang memiliki fokus

pada perlindungan perempuan dan anak. Dalam pelaksanaannya,
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CPWCC melaksanakan berbagai program di tingkat masyarakat
melalui Forum Komunikasi Perempuan Akar Rumput (FKPAR)
sebagai forum binaan yang berfungsi menjembatani pelaksanaan
kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di
tingkat desa maupun kecamatan.

Berdasarkan hasil penelitian, kolaborasi tersebut dibangun
atas kesamaan tujuan antara KUA Kecamatan Selupu Rejang
dan CPWCC Bengkulu, yaitu meningkatkan perlindungan
terhadap perempuan, mencegah terjadinya pernikahan dini, serta
memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya
menjaga kesehatan reproduksi perempuan. Kesamaan tujuan
tersebut kemudian diwujudkan dalam berbagai kegiatan
bersama, seperti penyuluhan, sosialisasi, edukasi kepada
masyarakat, serta pembentukan jejaring kerja sama yang
melibatkan berbagai unsur pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ibnu Hajar,
S.Ag., M.H.1., selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Selupu Rejang, kerja sama dengan CPWCC dibangun karena
perlindungan terhadap perempuan dan pencegahan pernikahan
dini tidak dapat dilaksanakan hanya oleh KUA. Menurut beliau,
diperlukan sinergi dengan lembaga lain yang memiliki
pengalaman dalam pendampingan perempuan sehingga upaya
perlindungan dapat dilaksanakan secara lebih komprehensif.
Beliau menjelaskan:

"...perlindungan terhadap perempuan dan pencegahan
pernikahan dini bukan hanya menjadi tanggung jawab KUA,
tetapi membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak. Oleh
karena itu, kami membangun kerja sama dengan Cahaya
Perempuan Women Crisis Center (CPWCC) Bengkulu agar
pelaksanaan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat
dapat berjalan lebih optimal."3*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang

dibangun antara KUA dan CPWCC tidak hanya bertujuan

181 Wawancara, Bapak Ibnu Hajar, S.Ag., M.HI., Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang,
Selupu Rejang, 12 Mei 2026 Pukul 12.00 WIB.
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memperlancar pelaksanaan program, tetapi juga menciptakan
kesamaan persepsi mengenai pentingnya perlindungan hukum
terhadap perempuan. Dalam konteks implementasi kebijakan,
kesamaan tujuan tersebut menjadi dasar terbentuknya hubungan
kerja sama yang berkelanjutan sehingga masing-masing
lembaga dapat menjalankan fungsi sesuai dengan kompetensi
dan kewenangannya.

Pelaksanaan kerja sama tersebut dilakukan melalui Forum
Komunikasi Perempuan Akar Rumput (FKPAR) sebagai forum
binaan CPWCC yang beranggotakan perempuan-perempuan di
tingkat masyarakat. FKPAR berperan sebagai mitra KUA dalam
menyampaikan edukasi kepada masyarakat, meningkatkan
kesadaran mengenai bahaya pernikahan dini, serta memberikan
pemahaman mengenai pentingnya perlindungan terhadap
perempuan dan anak. Dengan demikian, FKPAR berfungsi
sebagai penghubung antara kebijakan yang dirumuskan oleh
lembaga dengan masyarakat sebagai sasaran implementasi
kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suhartini selaku
Ketua Forum Komunikasi Perempuan Akar Rumput (FKPAR),
kerja sama antara FKPAR dan Kantor Urusan Agama
Kecamatan Selupu Rejang telah menjadi salah satu bentuk
kolaborasi lintas sektor dalam upaya perlindungan perempuan
dan pencegahan pernikahan dini. Menurut beliau, Kantor Urusan
Agama Kecamatan Selupu Rejang merupakan instansi pertama
di Kabupaten Rejang Lebong yang menjalin kerja sama dengan
FKPAR sehingga pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat
dapat dilakukan secara lebih efektif. Beliau menjelaskan:

"Ya, FKPAR juga bekerja sama dengan KUA Kecamatan
Selupu Rejang. KUA Selupu Rejang merupakan instansi
pertama yang bekerja sama dengan FKPAR di wilayah kerja
ini, khususnya di Kabupaten Rejang Lebong. Dengan adanya
kerja sama tersebut, kami menjadi lebih mudah memberikan
penyuluhan kepada masyarakat mengenai perlindungan
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perempuan dan anak."*2
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dan

koordinasi yang dibangun antara Kantor Urusan Agama
Kecamatan Selupu Rejang dengan FKPAR tidak hanya
diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan,
tetapi juga melalui pembentukan kemitraan yang saling
mendukung dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.
Keberadaan kerja sama tersebut memperluas jangkauan
penyuluhan mengenai perlindungan perempuan, pencegahan
pernikahan dini, serta pentingnya kesiapan membangun keluarga
sehingga implementasi perlindungan hukum dapat dilakukan
secara lebih efektif.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa FKPAR
tidak berfungsi sebagai lembaga yang berdiri sendiri, melainkan
sebagai bagian dari jaringan kerja CPWCC dalam melaksanakan
program pemberdayaan perempuan di tingkat akar rumput.
Melalui keberadaan FKPAR, pelaksanaan edukasi kepada
masyarakat menjadi lebih efektif karena dilakukan oleh pihak
yang memiliki kedekatan dengan masyarakat serta memahami
kondisi sosial di wilayah Kecamatan Selupu Rejang.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa hubungan
kerja sama antara Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu
Rejang dan Cahaya Perempuan Women Crisis Center (CPWCC)
Bengkulu  diperkuat  melalui  penandatanganan  Nota
Kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MoU).
Keterangan Ibu Suhartini yang menyatakan bahwa Kantor
Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang merupakan instansi
pertama di Kabupaten Rejang Lebong yang menjalin kerja sama
dengan FKPAR memperkuat temuan bahwa kolaborasi tersebut
merupakan inovasi kelembagaan dalam upaya perlindungan

perempuan dan pencegahan pernikahan dini. Melalui Nota

182 Wawancara, Ibu Suhartini, Pendamping FKPAR Sumber Urip/CPWCC Bengkulu,
Selupu Rejang, 16 Mei 2026 Pukul 16.30 WIB.
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Kesepahaman tersebut, hubungan antara KUA dan CPWCC
tidak lagi bersifat insidental, tetapi berkembang menjadi
kemitraan yang dilaksanakan secara terencana, berkelanjutan,
dan memiliki dasar kerja sama yang jelas.

Menurut peneliti, keberadaan MoU tersebut merupakan
temuan penting dalam penelitian ini karena menunjukkan
adanya perkembangan pola implementasi kebijakan dari yang
semula bersifat administratif menjadi kolaboratif. Perlindungan
hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan tidak hanya
dilaksanakan melalui pelayanan administrasi perkawinan di
KUA, tetapi juga melalui sinergi antara instansi pemerintah,
tenaga kesehatan, penyuluh keluarga berencana, serta organisasi
masyarakat sipil yang memiliki perhatian terhadap perlindungan
perempuan dan anak. Dengan demikian, implementasi kebijakan
berkembang menjadi suatu model kolaboratif yang melibatkan
berbagai aktor sesuai dengan fungsi dan kewenangannya
masing-masing.

Ditinjau dari perspektif hukum, kolaborasi tersebut
memperkuat pelaksanaan perlindungan hukum yang bersifat
preventif. Edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan
perempuan, pendampingan keluarga, serta peningkatan
kesadaran hukum merupakan bentuk pencegahan yang
dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan
batas usia minimum perkawinan. Oleh karena itu, kerja sama
antara KUA dan CPWCC melalui FKPAR tidak hanya
mendukung pelaksanaan tugas administrasi perkawinan, tetapi
juga memperkuat perlindungan terhadap hak-hak perempuan
sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 33

133 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
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Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van
Meter dan Carl E. Van Horn, temuan penelitian ini
menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi antarorganisasi
telah dilaksanakan secara efektif. Adanya kesamaan tujuan,
pembagian peran yang jelas, komunikasi yang berkelanjutan,
serta kemitraan yang diperkuat melalui Nota Kesepahaman
menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum
terhadap kesehatan reproduksi perempuan tidak hanya
mengandalkan organisasi pelaksana utama, tetapi juga
melibatkan berbagai organisasi pendukung dalam suatu jaringan
kerja sama yang saling melengkapi. Menurut peneliti, pola
kolaborasi seperti ini merupakan salah satu keunggulan
implementasi kebijakan di Kecamatan Selupu Rejang sekaligus
menjadi novelty dalam penelitian ini karena menunjukkan
model implementasi perlindungan hukum yang dilaksanakan
melalui kemitraan antara lembaga pemerintah dan organisasi
masyarakat sipil.

d. Analisis Komunikasi dan Koordinasi Antarorganisasi

Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi dan koordinasi
antarorganisasi yang dibangun oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Selupu Rejang menunjukkan bahwa implementasi
perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan
dalam kasus pernikahan dini tidak dilaksanakan secara sektoral.
Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai organisasi yang
memiliki fungsi, kewenangan, dan kompetensi yang berbeda,
namun memiliki tujuan yang sama, Yyaitu memberikan
perlindungan kepada calon mempelai serta mencegah terjadinya
pernikahan dini.

Koordinasi dengan Puskesmas berfokus pada pemenuhan

aspek  kesehatan reproduksi melalui  penyuluhan dan

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
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pemeriksaan kesehatan calon mempelai. Koordinasi dengan
Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) diarahkan
pada pemberian edukasi mengenai pendewasaan usia
perkawinan, kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan
pencegahan stunting melalui kegiatan Bimbingan Perkawinan.
Sementara itu, kolaborasi dengan Cahaya Perempuan Women
Crisis Center (CPWCC) Bengkulu melalui Forum Komunikasi
Perempuan Akar Rumput (FKPAR) memperluas implementasi
perlindungan  hukum  melalui  kegiatan  penyuluhan,
pemberdayaan perempuan, dan peningkatan kesadaran hukum
masyarakat.

Selain itu, kegiatan penyuluhan juga diperluas melalui
program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang
dilaksanakan oleh penyuluh agama bersama Puskesmas, PLKB,
dan FKPAR. Program tersebut menunjukkan bahwa komunikasi
dan koordinasi antarorganisasi tidak hanya berorientasi pada
calon mempelai, tetapi juga menjangkau remaja sebagai
kelompok sasaran utama dalam upaya pencegahan pernikahan
dini.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dipahami
bahwa masing-masing organisasi melaksanakan fungsi yang
berbeda, namun saling melengkapi dalam mencapai tujuan
kebijakan. Pembagian peran tersebut menunjukkan bahwa
perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan
tidak hanya diwujudkan melalui pelayanan administrasi
perkawinan di Kantor Urusan Agama, tetapi juga melalui
pelayanan kesehatan, pendidikan keluarga, pemberdayaan
masyarakat, serta pendampingan perempuan yang dilaksanakan
oleh organisasi mitra sesuai dengan bidang kewenangannya.

Menurut peneliti, pola hubungan tersebut menunjukkan
adanya implementasi kebijakan yang bersifat kolaboratif. Setiap

organisasi tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi saling mendukung
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melalui komunikasi yang berkesinambungan sehingga tujuan
perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan
dapat diwujudkan secara lebih efektif dibandingkan apabila
hanya dilaksanakan oleh satu instansi.

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van
Meter dan Carl E. Van Horn, komunikasi dan koordinasi
antarorganisasi yang dibangun oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Selupu Rejang telah memenuhi indikator
implementasi  kebijakan.  Kejelasan  pembagian peran,
kesinambungan komunikasi, kesamaan tujuan, serta kemitraan
yang dibangun melalui Nota Kesepahaman (Memorandum of
Understanding) menunjukkan bahwa hubungan antarorganisasi
telah berjalan secara efektif dalam mendukung implementasi
perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan
dalam kasus pernikahan dini.*®*

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, peneliti
berpendapat bahwa komunikasi dan koordinasi antarorganisasi
yang dibangun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu
Rejang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran
informasi, tetapi juga menjadi mekanisme integrasi berbagai
sumber daya dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap
kesehatan reproduksi perempuan. Keterlibatan Puskesmas,
PLKB, Penyuluh Agama, serta CPWCC melalui FKPAR
menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dilaksanakan
melalui pendekatan kolaboratif sehingga setiap lembaga
menjalankan  peran  sesuai dengan  kompetensi  dan
kewenangannya masing-masing. Pola komunikasi tersebut
memperkuat efektivitas implementasi kebijakan karena
memungkinkan setiap permasalahan ditangani secara lebih
komprehensif dibandingkan apabila hanya dilaksanakan oleh

satu instansi.

13 Op.Cit., Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation
Process: A Conceptual Framework," Administration & Society 6, no. 4 (1975): 445.
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Kerja sama tersebut memperlihatkan bahwa setiap
organisasi melaksanakan fungsi sesuai dengan kewenangannya
masing-masing, namun tetap memiliki tujuan yang sama dalam
mencegah pernikahan dini dan memberikan perlindungan
terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Keberadaan Nota
Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara KUA
dan CPWCC Bengkulu semakin memperkuat pelaksanaan
komunikasi dan koordinasi antarlembaga sehingga implementasi
kebijakan tidak hanya dilakukan melalui  pelayanan
administratif, tetapi juga melalui pendekatan edukatif, preventif,
dan pemberdayaan masyarakat.

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van
Meter dan Carl E. Van Horn, komunikasi dan koordinasi
antarorganisasi yang terjalin di Kecamatan Selupu Rejang telah
mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut
peneliti, pola koordinasi tersebut merupakan salah satu
keunggulan implementasi kebijakan di Kecamatan Selupu
Rejang karena memperlihatkan adanya sinergi antara instansi
pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam memberikan
perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan
pada kasus pernikahan dini.

Meskipun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan
juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan
politik tempat kebijakan tersebut dilaksanakan. Oleh karena itu,
pembahasan selanjutnya akan menguraikan lingkungan sosial,
ekonomi, dan politik sebagai indikator terakhir dalam teori
implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van
Horn.

6.  Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik
Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn,
lingkungan sosial, ekonomi, dan politik merupakan faktor eksternal

yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.
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Meskipun organisasi pelaksana telah memiliki standar kebijakan yang
jelas, sumber daya yang memadai, karakteristik organisasi yang baik,
disposisi pelaksana yang positif, serta komunikasi dan koordinasi
yang efektif, implementasi kebijakan tetap dapat menghadapi
hambatan apabila kondisi lingkungan masyarakat tidak mendukung.
Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan sosial, ekonomi, dan
politik diperlukan untuk mengetahui sejauh mana faktor-faktor
eksternal memengaruhi pelaksanaan kebijakan di lapangan.t%

Dalam penelitian ini, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik
dianalisis berdasarkan kondisi masyarakat Kecamatan Selupu Rejang
yang memengaruhi implementasi perlindungan hukum terhadap
kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini. Ketiga
faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi tantangan yang harus
dihadapi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya.

a. Lingkungan Sosial

Berdasarkan  hasil  penelitian,  lingkungan  sosial
masyarakat Kecamatan Selupu Rejang masih menjadi salah satu
faktor yang memengaruhi terjadinya pernikahan dini. Meskipun
pemerintah telah menetapkan batas usia minimum perkawinan
melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, praktik
pernikahan dini masih ditemukan di masyarakat. Hal tersebut
menunjukkan bahwa perubahan ketentuan hukum belum
sepenuhnya diikuti oleh perubahan pola pikir dan budaya
masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ibnu Hajar,

S.Ag., M.H.1., selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Selupu Rejang, salah satu penyebab masih terjadinya pernikahan

dini adalah rendahnya pemahaman sebagian masyarakat

mengenai tujuan pembatasan usia minimum perkawinan.

Sebagian masyarakat masih memandang bahwa perkawinan

13 1hid.,
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merupakan solusi terhadap berbagai persoalan sosial, sehingga
memilih menikahkan anak meskipun usianya belum memenuhi
ketentuan yang berlaku.!3®

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan
bahwa kehamilan di luar nikah masih menjadi salah satu faktor
yang mendorong keluarga mengajukan dispensasi kawin ke
Pengadilan Agama. Kondisi tersebut menyebabkan upaya
preventif yang telah dilakukan oleh KUA melalui penyuluhan,
Bimbingan Perkawinan, serta edukasi mengenai kesehatan
reproduksi belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya
pernikahan dini.

Kondisi tersebut sejalan dengan data Kantor Urusan
Agama Kecamatan Selupu Rejang yang menunjukkan bahwa
selama kurun waktu tahun 2021-2025 masih terdapat 119 orang
yang melangsungkan perkawinan melalui mekanisme dispensasi
kawin. Data tersebut memperlihatkan bahwa pernikahan dini
masih  menjadi  fenomena sosial yang memengaruhi
implementasi  perlindungan hukum terhadap kesehatan
reproduksi perempuan di Kecamatan Selupu Rejang. Meskipun
berbagai upaya preventif telah dilakukan oleh KUA bersama
instansi terkait, praktik pernikahan dini masih ditemukan
sehingga diperlukan penguatan edukasi, pendampingan, dan
kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan.*®’

Temuan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara
dengan Bapak Mahsudi selaku tokoh agama (Imam) di
Kecamatan Selupu Rejang. Menurut beliau, masih terdapat
sebagian masyarakat yang memandang bahwa menikahkan anak
pada usia muda merupakan cara untuk menghindari perilaku

yang dianggap menyimpang atau pergaulan bebas. Pandangan

136 \Wawancara, Bapak Ibnu Hajar, S.Ag., M.HI., Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang,
Selupu Rejang, 12 Mei 2026 Pukul 12.00 WIB.

187 Op.Cit., Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang Tahun 2021-2025,
diolah oleh peneliti berdasarkan data dispensasi kawin yang tercatat di KUA Kecamatan Selupu
Rejang.
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tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial yang berkembang
di masyarakat masih menjadi salah satu faktor yang mendorong
terjadinya pernikahan dini. Beliau menyampaikan:

"Di kampung kami masih ada pandangan bahwa lebih
baik menikahkan anak perempuan cepat daripada nanti
terlanjur berbuat yang tidak-tidak. Ini memang sudah menjadi
kebiasaan yang cukup sulit diubah."138

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa

implementasi  perlindungan hukum terhadap kesehatan
reproduksi perempuan tidak hanya menghadapi tantangan dari
aspek kepatuhan terhadap ketentuan hukum, tetapi juga dari
budaya dan pola pikir masyarakat yang telah berkembang sejak
lama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan
implementasi kebijakan memerlukan perubahan cara pandang
masyarakat melalui edukasi, penyuluhan, serta pembinaan yang
dilakukan secara berkelanjutan oleh KUA bersama instansi
terkait.

Menurut peneliti, kondisi sosial tersebut menunjukkan
bahwa implementasi perlindungan hukum tidak hanya
bergantung pada pelaksanaan tugas oleh KUA, tetapi juga
dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. Semakin
tinggi kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menaati
ketentuan batas usia perkawinan, maka semakin besar pula
peluang keberhasilan implementasi perlindungan hukum
terhadap kesehatan reproduksi perempuan.

Hasil penelitian tersebut juga diperkuat oleh keterangan
Ibu Mariana selaku anggota Badan Musyawarah Adat (BMA)
Kecamatan Selupu Rejang. Menurut beliau, dalam beberapa
tahun terakhir telah terjadi perubahan pandangan masyarakat
terhadap pernikahan dini seiring dengan meningkatnya kegiatan
penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan

Agama bersama instansi terkait. Meskipun demikian, beliau

138 Wawancara, Bapak Mahsudi, Tokoh Masyarakat Kecamatan Selupu Rejang, Selupu
Rejang, 18 Mei 2026 Pukul 17.00 WIB.
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menjelaskan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat,
khususnya yang memiliki tingkat pendidikan dan kondisi
ekonomi yang rendah, yang belum sepenuhnya memahami
pentingnya memenuhi batas usia minimum perkawinan. Beliau
menyampaikan:

"...dulu masyarakat menganggap menikahkan anak pada
usia muda adalah hal yang biasa. Namun sekarang setelah
sering dilakukan penyuluhan oleh KUA dan instansi terkait,
pemahaman masyarakat mulai berubah. Walaupun demikian,
masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami
ketentuan tersebut, terutama yang tingkat pendidikan dan
kondisi ekonominya masih rendah."%

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa berbagai upaya

penyuluhan yang dilakukan oleh KUA bersama instansi terkait
telah memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan
kesadaran hukum masyarakat. Namun, perubahan tersebut
belum sepenuhnya merata sehingga diperlukan edukasi dan
pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan agar
pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencegahan
pernikahan dini semakin meningkat.

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van
Meter dan Carl E. Van Horn, kondisi tersebut menunjukkan
bahwa lingkungan sosial masih menjadi tantangan dalam
implementasi kebijakan. Meskipun KUA telah melaksanakan
berbagai upaya preventif, keberhasilan kebijakan tetap
dipengaruhi oleh penerimaan masyarakat terhadap tujuan
kebijakan tersebut.

b. Lingkungan Ekonomi

Selain lingkungan sosial, kondisi ekonomi masyarakat
juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi implementasi
perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan
dalam kasus pernikahan dini di Kecamatan Selupu Rejang.

Kondisi ekonomi keluarga yang terbatas dapat mendorong

139 Wawancara, Ibu Mariana, BMA Kelurahan Air Duku Kecamatan Selupu Rejang, Selupu
Rejang, 17 Mei 2026 Pukul 16.30 WIB.
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sebagian orang tua mengambil keputusan untuk menikahkan
anak pada usia yang belum memenuhi ketentuan hukum dengan
harapan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Keadaan
tersebut menjadi tantangan bagi Kantor Urusan Agama
Kecamatan Selupu Rejang dalam mengimplementasikan
kebijakan perlindungan hukum karena pertimbangan ekonomi
sering kali lebih dominan dibandingkan kepatuhan terhadap
ketentuan batas usia minimum perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak lbnu Hajar,
S.Ag., M.H.1, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Selupu Rejang, faktor ekonomi masih menjadi salah satu
penyebab masyarakat mengajukan dispensasi kawin. Menurut
beliau, terdapat keluarga yang memandang perkawinan sebagai
jalan keluar untuk mengurangi beban ekonomi rumah tangga,
meskipun calon mempelai belum mencapai usia yang ditentukan
oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.14°

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi
perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan
tidak hanya menghadapi hambatan dari aspek pemahaman
hukum masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh realitas
ekonomi yang dihadapi keluarga. Dalam situasi tertentu, tekanan
ekonomi  menyebabkan  sebagian  masyarakat  lebih
mengutamakan penyelesaian masalah jangka pendek melalui
perkawinan daripada mempertimbangkan dampak hukum
maupun dampak terhadap masa depan anak.

Berdasarkan hasil penelitian, Kantor Urusan Agama
Kecamatan Selupu Rejang tetap melaksanakan ketentuan hukum
secara konsisten tanpa membedakan latar belakang ekonomi
calon mempelai. Setiap permohonan pencatatan perkawinan
tetap diperiksa berdasarkan persyaratan administrasi yang

berlaku, dan apabila belum memenuhi batas usia minimum

140 Wawancara, Bapak Ibnu Hajar, S.Ag., M.HI., Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang,
Selupu Rejang, 12 Mei 2026 Pukul 12.00 WIB.
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perkawinan, KUA tetap menerbitkan surat penolakan serta
mengarahkan masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin
melalui Pengadilan Agama. Hal tersebut menunjukkan bahwa
kondisi ekonomi masyarakat tidak memengaruhi konsistensi
KUA dalam menerapkan ketentuan hukum.

Menurut peneliti, kondisi ekonomi masyarakat menjadi
faktor eksternal yang memengaruhi efektivitas implementasi
kebijakan, tetapi tidak mengurangi komitmen aparatur KUA
dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu, upaya perlindungan hukum terhadap kesehatan
reproduksi perempuan tidak dapat hanya mengandalkan
pendekatan administratif, melainkan juga memerlukan
dukungan  kebijakan  pemerintah  dalam  meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, memperluas akses pendidikan, serta
memberikan pendampingan kepada keluarga yang berada dalam
kondisi ekonomi rentan.

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van
Meter dan Carl E. Van Horn, kondisi ekonomi masyarakat
merupakan salah satu faktor lingkungan yang dapat
memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Temuan
penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun implementasi
kebijakan telah dilaksanakan secara konsisten oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, keberhasilan
perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan
tetap dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat sebagai
salah satu faktor eksternal yang berada di luar kendali organisasi
pelaksana.l

c. Lingkungan Politik

Lingkungan politik juga menjadi salah satu faktor yang

memengaruhi keberhasilan implementasi perlindungan hukum

terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus

141 Op.Cit., Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation
Process: A Conceptual Framework," Administration & Society 6, no. 4 (1975): 445.
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pernikahan dini di Kecamatan Selupu Rejang. Dalam konteks
penelitian ini, lingkungan politik tidak dimaknai sebagai
aktivitas politik praktis, melainkan sebagai dukungan kebijakan,
komitmen pemerintah, serta sinergi antarinstansi yang memiliki
kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Dukungan tersebut diperlukan agar implementasi perlindungan
hukum dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan mencapai
tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi perlindungan
hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan di Kecamatan
Selupu Rejang memperoleh dukungan dari berbagai instansi,
antara lain Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang,
Puskesmas Kecamatan Selupu Rejang, Penyuluh Lapangan
Keluarga Berencana (PLKB), serta Cahaya Perempuan Women
Crisis Center (CPWCC) Bengkulu melalui Forum Komunikasi
Perempuan Akar Rumput (FKPAR). Keterlibatan berbagai
lembaga tersebut menunjukkan adanya komitmen bersama
dalam mencegah pernikahan dini  melalui pendekatan
administratif,  edukatif, kesehatan, dan pemberdayaan
masyarakat.

Dukungan tersebut semakin diperkuat melalui pelaksanaan
berbagai kegiatan bersama, seperti Bimbingan Perkawinan,
penyuluhan  kesehatan  reproduksi, edukasi  mengenai
pendewasaan usia perkawinan, serta sosialisasi mengenai
perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, hubungan kerja
sama antara Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang
dan Cahaya Perempuan Women Crisis Center (CPWCC)
Bengkulu telah diformalkan melalui Nota Kesepahaman
(Memorandum of Understanding atau MoU) sebagai dasar
pelaksanaan program secara berkelanjutan. Keberadaan MoU
tersebut menunjukkan adanya komitmen kelembagaan dalam

mendukung implementasi perlindungan hukum terhadap
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kesehatan reproduksi perempuan pada kasus pernikahan dini.

Berdasarkan hasil penelitian, dukungan dari berbagai
instansi tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap
pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu
Rejang. Melalui koordinasi dan pembagian kewenangan yang
jelas, setiap lembaga dapat menjalankan perannya sesuai dengan
bidang tugas masing-masing  sehingga  implementasi
perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada KUA sebagai
pelaksana utama, tetapi juga didukung oleh lembaga lain yang
memiliki kompetensi di bidang kesehatan, keluarga, serta
perlindungan perempuan dan anak.

Menurut peneliti, kondisi tersebut menunjukkan bahwa
implementasi  perlindungan hukum terhadap kesehatan
reproduksi perempuan di Kecamatan Selupu Rejang telah
memperoleh dukungan lingkungan politik yang kondusif.
Sinergi  antarinstansi  yang  terbangun  memungkinkan
pelaksanaan kebijakan dilakukan secara lebih efektif karena
setiap organisasi memiliki kesamaan tujuan dalam mencegah
pernikahan dini dan meningkatkan perlindungan terhadap
perempuan. Dukungan kelembagaan tersebut juga menunjukkan
bahwa perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi
perempuan merupakan tanggung jawab bersama yang
memerlukan keterlibatan berbagai pihak.

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van
Meter dan Carl E. Van Horn, lingkungan politik yang kondusif
akan memberikan pengaruh positif terhadap keberhasilan
implementasi kebijakan. Temuan penelitian ini menunjukkan
bahwa dukungan pemerintah, komitmen antarinstansi, serta
kemitraan yang dibangun melalui Nota Kesepahaman
(Memorandum of Understanding) telah menciptakan lingkungan
politik yang mendukung pelaksanaan perlindungan hukum

terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus
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pernikahan dini di Kecamatan Selupu Rejang. Dengan demikian,
faktor lingkungan politik dalam penelitian ini dapat dinilai telah
memberikan kontribusi yang positif terhadap keberhasilan
implementasi kebijakan. 142

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas,
dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial, ekonomi, dan
politik ~ memberikan  pengaruh  terhadap  implementasi
perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan
dalam kasus pernikahan dini di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Selupu Rejang. Dari aspek sosial, masih terdapat
budaya dan pemahaman masyarakat yang menjadikan
pernikahan dini sebagai solusi terhadap berbagai persoalan
keluarga sehingga memengaruhi efektivitas implementasi
kebijakan. Dari aspek ekonomi, kondisi ekonomi sebagian
masyarakat menjadi salah satu faktor yang mendorong
terjadinya pernikahan dini, meskipun tidak memengaruhi
konsistensi KUA dalam menerapkan ketentuan hukum.
Sementara itu, dari aspek politik, implementasi kebijakan
memperoleh dukungan yang baik melalui sinergi antarinstansi
dan kemitraan kelembagaan yang dibangun oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Selupu Rejang dengan berbagai pihak.

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Donald S. Van
Meter dan Carl E. Van Horn, kondisi lingkungan sosial,
ekonomi, dan politik di Kecamatan Selupu Rejang menunjukkan
bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya
dipengaruhi oleh faktor internal organisasi, tetapi juga oleh
kondisi eksternal yang berkembang di masyarakat. Meskipun
masih terdapat berbagai tantangan yang berasal dari lingkungan
sosial dan ekonomi, dukungan kelembagaan serta koordinasi
lintas sektor yang terjalin telah memberikan kontribusi positif

terhadap implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan
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reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini.

Berdasarkan seluruh hasil penelitian dan pembahasan
terhadap enam indikator implementasi kebijakan menurut
Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, dapat disimpulkan
bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang telah
berperan dalam mengimplementasikan perlindungan hukum
terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus
pernikahan dini melalui penerapan standar kebijakan yang jelas,
pemanfaatan sumber daya yang memadai, Kkarakteristik
organisasi yang mendukung, komitmen aparatur dalam
melaksanakan ketentuan hukum, komunikasi dan koordinasi
lintas sektor yang efektif, serta dukungan lingkungan sosial,
ekonomi, dan politik. Meskipun demikian, implementasi
tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari
kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sehingga diperlukan
penguatan upaya preventif, edukasi hukum, serta kolaborasi
lintas sektor secara berkelanjutan.

Selanjutnya, untuk memperoleh pemahaman yang lebih
komprehensif mengenai implementasi perlindungan hukum
tersebut, hasil penelitian ini akan dianalisis berdasarkan
perspektif Maqasid al-SyarTah, khususnya dalam kaitannya
dengan pemeliharaan jiwa (kifz al-nafs), pemeliharaan akal (kifz
al-'aql), dan pemeliharaan keturunan (kifz al-nasl), sebagai
dasar dalam menjawab rumusan masalah kedua.

B. Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam
Mengimplementasikan Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan
Reproduksi Perempuan dalam Kasus Pernikahan Dini Ditinjau dari
Perspektif Magqasid al-Syari'ah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada pembahasan
sebelumnya, diketahui bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu
Rejang telah melaksanakan berbagai upaya dalam mengimplementasikan

perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam
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kasus pernikahan dini. Upaya tersebut diwujudkan melalui penerapan
ketentuan batas usia minimum perkawinan, pemeriksaan administrasi
calon mempelai, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, koordinasi dengan
Puskesmas, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), serta
kolaborasi dengan Cahaya Perempuan Women Crisis Center (CPWCC)
Bengkulu melalui Forum Komunikasi Perempuan Akar Rumput (FKPAR).

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi
perlindungan hukum tidak hanya dilakukan melalui pendekatan
administratif, tetapi juga melalui pendekatan edukatif, preventif, dan
kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, untuk
mengetahui kesesuaian implementasi tersebut dengan nilai-nilai hukum
Islam, hasil penelitian selanjutnya dianalisis menggunakan perspektif
Magqasid al-Syari'ah.

Magasid al-Syari'ah  merupakan tujuan-tujuan yang hendak
diwujudkan oleh syariat Islam dalam rangka menciptakan kemaslahatan
dan mencegah kemudaratan bagi manusia. Dalam penelitian ini, analisis
difokuskan pada tiga tujuan pokok syariat yang memiliki keterkaitan
langsung dengan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi
perempuan dalam kasus pernikahan dini, yaitu pemeliharaan jiwa (hifz al-
nafs), pemeliharaan akal (kifz al-'agl), dan pemeliharaan keturunan (hifz
al-nasl). Ketiga prinsip tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk
menilai apakah implementasi perlindungan hukum yang dilakukan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang telah sejalan dengan
tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan bagi perempuan,
keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.#®
1. Analisis Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan

Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Hifz al-Nafs (Pemeliharaan
Jiwa)

Salah satu tujuan utama Magqasid al-Syari'ah adalah hifz al-nafs
atau pemeliharaan jiwa. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap

kebijakan maupun tindakan yang dilakukan oleh individu maupun

143 Abii Ishaq al-Shatibi, Al-Muwdfaqgat fi Usil al-Shari'ah, Juz 11 (Beirut: Dar al-Kutub al-
'lImiyyah, t.t.), 8
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pemerintah harus diarahkan untuk menjaga keselamatan, kehidupan,
dan martabat manusia dari berbagai bentuk kemudaratan. Dalam
konteks perkawinan, hifz al-nafs tidak hanya dimaknai sebagai
perlindungan terhadap kehidupan seseorang, tetapi juga mencakup
perlindungan terhadap kesehatan fisik dan psikis calon mempelai agar
mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara aman dan
bertanggung jawab.**4

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ibnu Hajar, S.Ag.,
M.H.I., selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu
Rejang, upaya pencegahan pernikahan di bawah umur yang dilakukan
oleh KUA pada dasarnya sejalan dengan tujuan Magasid al-Syari'ah.
Menurut beliau, berbagai bentuk pelayanan yang dilakukan KUA
bertujuan mencegah terjadinya kemudaratan yang dapat dialami calon
mempelai, khususnya perempuan, sehingga perlindungan tersebut
merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan masyarakat.
Beliau menyampaikan:

“Ya, tentu saja. Pencegahan pernikahan di bawah umur yang
dilakukan olen KUA merupakan bagian dari upaya menjaga
kemaslahatan masyarakat. Melalui penerapan batas usia perkawinan,
bimbingan perkawinan, serta penyuluhan kepada calon mempelai,
kami berupaya mencegah berbagai dampak yang dapat merugikan
perempuan, keluarga, maupun anak yang akan dilahirkan di
kemudian hari."'%°

Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian, berbagai bentuk

implementasi perlindungan hukum yang dilakukan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang menunjukkan adanya
kesesuaian dengan prinsip hifz al-nafs. Hal tersebut terlihat dari
konsistensi KUA dalam menerapkan batas usia minimum perkawinan
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, melakukan
verifikasi usia calon mempelai melalui pemeriksaan dokumen
administrasi, menerbitkan surat penolakan bagi calon mempelai yang

belum memenuhi ketentuan usia, serta mengarahkan masyarakat untuk

144 Op.Cit., Jasser Auda, Magasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems
Approach (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 21.

145 Wawancara, Bapak Ibnu Hajar, S.Ag., M.HI., Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang,
Selupu Rejang, 12 Mei 2026 Pukul 12.00 WIB.

148



menempuh mekanisme dispensasi kawin melalui Pengadilan Agama
apabila tetap akan melangsungkan perkawinan.

Selain itu, KUA juga mewajibkan calon mempelai mengikuti
pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi yang
dilaksanakan oleh Puskesmas sebagai salah satu persyaratan
pencatatan perkawinan. Menurut peneliti, kebijakan tersebut
merupakan bentuk perlindungan preventif yang bertujuan memastikan
bahwa calon mempelai memiliki kesiapan kesehatan sebelum
memasuki kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, perlindungan
hukum yang diberikan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan
aspek administratif, tetapi juga pada perlindungan terhadap
keselamatan dan kesehatan calon mempelai, khususnya perempuan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan
Bimbingan Perkawinan yang melibatkan KUA, Puskesmas, dan
Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) merupakan bagian
dari upaya menjaga keselamatan perempuan melalui pemberian
pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, kesiapan membangun
keluarga, serta risiko yang dapat timbul akibat pernikahan pada usia
yang belum matang. Upaya tersebut menunjukkan bahwa
implementasi perlindungan hukum telah diarahkan untuk mencegah
terjadinya berbagai risiko yang dapat membahayakan kesehatan
reproduksi perempuan.

Menurut peneliti, berbagai bentuk perlindungan tersebut sejalan
dengan tujuan hifz al-nafs karena seluruh kebijakan yang diterapkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang bertujuan
mencegah terjadinya kemudaratan (dar'u al-mafasid) serta
mewujudkan kemaslahatan (jalb al-masalih) bagi calon mempelai.
Pembatasan usia minimum perkawinan, pemeriksaan kesehatan,
penyuluhan kesehatan reproduksi, serta penolakan terhadap
perkawinan yang belum memenuhi ketentuan merupakan bentuk
ikhtiar untuk menjaga keselamatan perempuan dari berbagai risiko

yang dapat muncul akibat pernikahan dini.
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Hal tersebut sejalan dengan kaidah bahwa dar'u al-mafasid
muqaddam ‘ala jalb al-masalih (menolak kemudaratan didahulukan
daripada menarik kemaslahatan). Dalam konteks penelitian ini,
pembatasan usia perkawinan dan berbagai upaya preventif yang
dilakukan KUA bertujuan mencegah kemudaratan yang dapat timbul
akibat pernikahan dini sebelum mewujudkan kemaslahatan dalam
kehidupan berkeluarga.

Dengan demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap
kesehatan reproduksi perempuan yang dilakukan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Selupu Rejang dapat dinilai telah sesuai dengan
prinsip hifz al-nafs dalam Magqasid al-Syari'ah. Berbagai kebijakan
dan tindakan yang dilakukan menunjukkan bahwa perlindungan
terhadap jiwa dan kesehatan perempuan menjadi salah satu tujuan
utama yang ingin diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan
perkawinan.

2. Analisis Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan
Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Hifz al-'Aql (Pemeliharaan
Akal)

Salah satu tujuan pokok Magqasid al-Syari'ah adalah hifz al-'aqgl
atau pemeliharaan akal. Prinsip ini bertujuan menjaga kemampuan
manusia untuk berpikir secara rasional, memahami ilmu pengetahuan,
serta mengambil keputusan yang benar berdasarkan pertimbangan
akal yang sehat. Dalam konteks perkawinan, Zifz al-'aql tidak hanya
dimaknai sebagai perlindungan terhadap akal dari hal-hal yang
merusaknya, tetapi juga mencakup upaya memberikan pendidikan,
pembinaan, dan pengetahuan kepada calon mempelai agar mampu
memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kehidupan
berumah tangga.4®

Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian, implementasi
perlindungan hukum yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama

Kecamatan Selupu Rejang menunjukkan adanya kesesuaian dengan

146 QOp.Cit., Jasser Auda, Magasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems
Approach (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 21.
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prinsip hifz al-'aql. Hal tersebut terlihat dari berbagai kegiatan edukasi
yang diberikan kepada calon mempelai melalui Bimbingan
Perkawinan (Bimwin), penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi,
pendewasaan usia perkawinan, perencanaan keluarga, serta pemberian
pemahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur batas usia
minimum perkawinan.

Berdasarkan  hasil  penelitian, pelaksanaan  Bimbingan
Perkawinan melibatkan berbagai instansi, seperti Kantor Urusan
Agama, Puskesmas, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
(PLKB), serta organisasi mitra lainnya. Setiap instansi memberikan
materi sesuai dengan bidang keahlian masing-masing sehingga calon
mempelai memperoleh pengetahuan yang komprehensif mengenai
kehidupan berkeluarga, kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis,
serta pentingnya membangun keluarga yang harmonis dan
bertanggung jawab.

Temuan penelitian  menunjukkan bahwa materi yang
disampaikan dalam Bimbingan Perkawinan tidak hanya berfokus pada
aspek administratif, tetapi juga mencakup pendewasaan usia
perkawinan, kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan
pencegahan stunting. Materi tersebut menjadi sarana pembentukan
pengetahuan dan kesadaran calon mempelai sehingga sejalan dengan
tujuan hifz al-'aql dalam Magasid al-Syari'ah, yaitu menjaga dan
mengembangkan kemampuan berpikir manusia agar mampu
mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab.4’

Menurut peneliti, kegiatan Bimbingan Perkawinan merupakan
salah satu bentuk implementasi #hifz al-'aql karena bertujuan
meningkatkan pengetahuan dan kesadaran calon mempelai sebelum
memasuki kehidupan rumah tangga. Pengetahuan yang diperoleh
melalui kegiatan tersebut diharapkan mampu membentuk cara berpikir
yang lebih matang sehingga calon mempelai dapat mengambil

keputusan secara bijaksana, memahami konsekuensi hukum dari

147 Wawancara, Bapak Hardian Haryadi, S.Sos., Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
(PLKB) Kecamatan Selupu Rejang, Selupu Rejang, 9 Juni 2026, Pukul 10.30 WIB.
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perkawinan, serta menyadari pentingnya menjaga kesehatan
reproduksi sebagai bagian dari hak dan tanggung jawab dalam
keluarga.

Selain itu, pemberian penjelasan kepada masyarakat mengenai
prosedur dispensasi kawin, batas usia minimum perkawinan, serta
konsekuensi hukum apabila perkawinan dilakukan tanpa memenuhi
ketentuan yang berlaku juga merupakan bentuk perlindungan terhadap
akal. Melalui pemberian informasi tersebut, masyarakat memperoleh
pemahaman yang benar mengenai hukum perkawinan sehingga dapat
menghindari keputusan yang didasarkan pada ketidaktahuan atau
kesalahpahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif Magasid al-Syari'ah, pendidikan dan
penyebarluasan pengetahuan merupakan sarana penting untuk
mewujudkan kemaslahatan. Oleh karena itu, berbagai bentuk
penyuluhan, edukasi, dan Bimbingan Perkawinan yang dilaksanakan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang tidak hanya
berfungsi sebagai kegiatan pendukung administrasi perkawinan, tetapi
juga sebagai upaya membangun kesadaran hukum masyarakat.
Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan
reproduksi, kesiapan berumah tangga, dan batas usia minimum
perkawinan, diharapkan keputusan untuk melangsungkan perkawinan
dilakukan secara lebih bertanggung jawab dan sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap
kesehatan reproduksi perempuan yang dilakukan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Selupu Rejang dapat dinilai telah sesuai dengan
prinsip hifz al-'aql. Berbagai bentuk edukasi, penyuluhan, dan
pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan bahwa KUA tidak hanya
berperan sebagai lembaga pencatat perkawinan, tetapi juga sebagai
institusi yang berkontribusi dalam membangun kesadaran hukum dan

kesiapan calon mempelai sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.
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3. Analisis Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan
Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Hifz al-Nasl (Pemeliharaan
Keturunan)

Salah satu tujuan pokok Magasid al-Syari'ah yang memiliki
hubungan erat dengan perkawinan adalah Aifz al-nasl atau
pemeliharaan  keturunan.  Prinsip  ini  bertujuan  menjaga
keberlangsungan keturunan manusia melalui perkawinan yang sah,
bertanggung jawab, dan mampu mewujudkan keluarga yang sakinah,
mawaddah, wa rahmah. Dalam perspektif hukum Islam, pemeliharaan
keturunan tidak hanya dimaknai sebagai menjaga keberlangsungan
nasab, tetapi juga memastikan bahwa setiap anak lahir dari keluarga
yang memiliki kesiapan fisik, mental, sosial, dan ekonomi sehingga
hak-haknya dapat terpenuhi secara optimal.1#®

Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian, implementasi
perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan yang
dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang
menunjukkan adanya kesesuaian dengan tujuan hifz al-nasl. Hal
tersebut terlihat dari berbagai upaya yang dilakukan KUA untuk
memastikan bahwa perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
hukum, diawali melalui pemeriksaan administrasi, verifikasi usia
calon mempelai, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, pemeriksaan
kesehatan reproduksi, hingga pencatatan perkawinan secara resmi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian, KUA Kecamatan Selupu Rejang
juga membangun komunikasi dan koordinasi dengan berbagai
instansi, seperti Puskesmas, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
(PLKB), serta Cahaya Perempuan Women Crisis Center (CPWCC)
Bengkulu melalui Forum Komunikasi Perempuan Akar Rumput
(FKPAR). Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan
terhadap perempuan dan keturunan tidak hanya dilakukan melalui

pendekatan administratif, tetapi juga melalui pendekatan kesehatan,

148 Abii Ishaq al-Shatibi, Al-Muwdfaqgat fi Usil al-Shari'ah, Juz 11 (Beirut: Dar al-Kutub al-
'lImiyyah, t.t.), 10.
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edukasi, pemberdayaan masyarakat, serta pendampingan terhadap
perempuan dan keluarga.

Menurut peneliti, berbagai bentuk kerja sama tersebut memiliki
tujuan yang sama, yaitu mempersiapkan calon mempelai agar mampu
membangun keluarga yang sehat, bertanggung jawab, dan memiliki
kesiapan untuk melahirkan generasi yang berkualitas. Dalam
perspektif hifz al-nasl, upaya tersebut merupakan bentuk perlindungan
terhadap keberlangsungan keturunan Kkarena diarahkan untuk
mencegah berbagai kondisi yang dapat mengganggu tumbuh kembang
anak maupun kualitas kehidupan keluarga akibat perkawinan yang
dilakukan pada usia yang belum matang.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan Nota
Kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MoU) antara
Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dan Cahaya
Perempuan Women Crisis Center (CPWCC) Bengkulu memperkuat
implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan melalui
pendekatan kolaboratif. Menurut peneliti, keberadaan MoU tersebut
tidak hanya menunjukkan adanya sinergi antarorganisasi, tetapi juga
mencerminkan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan
yang mendukung terbentuknya keluarga yang berkualitas. Upaya
tersebut sejalan dengan tujuan hifz al-nasl, yaitu menjaga
keberlangsungan  keturunan  melalui  perlindungan  terhadap
perempuan, anak, dan Kkeluarga sejak sebelum perkawinan
dilangsungkan.

Selain itu, konsistensi Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu
Rejang dalam menerapkan batas usia minimum perkawinan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
juga menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan tujuan hifz al-
nasl. Pembatasan usia perkawinan bertujuan memastikan bahwa calon
mempelai telah memiliki kesiapan yang memadai untuk membangun
rumah tangga dan menjalankan fungsi keluarga secara bertanggung

jawab. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan oleh
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KUA tidak hanya bertujuan memenuhi aspek legalitas perkawinan,
tetapi juga mendukung terwujudnya keluarga yang mampu melahirkan
dan membesarkan generasi yang sehat, berkualitas, serta memperoleh
perlindungan terhadap hak-haknya.

Menurut peneliti, implementasi perlindungan hukum terhadap
kesehatan reproduksi perempuan di Kecamatan Selupu Rejang telah
mencerminkan nilai-nilai %ifz al-nasl karena seluruh kebijakan yang
dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan, tetapi juga diarahkan untuk menjaga
kemaslahatan keluarga dan keberlangsungan keturunan. Perlindungan
terhadap perempuan melalui pembatasan usia minimum perkawinan,
pemeriksaan kesehatan, Bimbingan Perkawinan, serta kolaborasi
lintas sektor merupakan rangkaian kebijakan yang saling melengkapi
dalam mewujudkan tujuan syariat Islam.

Dengan demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap
kesehatan reproduksi perempuan yang dilakukan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Selupu Rejang dapat dinilai telah sesuai dengan
prinsip hifz al-nasl dalam Magasid al-Syari'ah. Berbagai bentuk
perlindungan yang diberikan menunjukkan bahwa penyelenggaraan
pelayanan perkawinan tidak hanya diarahkan pada aspek legalitas,
tetapi juga pada terwujudnya Kkeluarga yang berkualitas,
terlindunginya hak-hak perempuan, serta terjaganya keberlangsungan
keturunan sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis menggunakan
perspektif ~ Magqgasid  al-Syari'ah, dapat disimpulkan bahwa
implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi
perempuan dalam kasus pernikahan dini yang dilakukan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang telah sejalan dengan tujuan
syariat Islam, khususnya dalam mewujudkan #ifz al-nafs, hifz al-'aql,
dan hifz al-nasl. Implementasi tersebut tidak hanya diwujudkan
melalui penerapan ketentuan hukum mengenai batas usia minimum

perkawinan dan pencatatan perkawinan, tetapi juga melalui
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Bimbingan  Perkawinan, pemeriksaan kesehatan  reproduksi,
penyuluhan hukum, koordinasi lintas sektor, serta kolaborasi dengan
Cahaya Perempuan Women Crisis Center (CPWCC) Bengkulu
melalui Forum Komunikasi Perempuan Akar Rumput (FKPAR).

Dalam perspektif Zifz al-nafs, berbagai bentuk perlindungan
tersebut bertujuan menjaga keselamatan dan kesehatan perempuan
melalui pencegahan perkawinan pada usia yang belum matang serta
pemberian pelayanan kesehatan reproduksi. Dalam perspektif Zifz al-
‘aql, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, penyuluhan hukum, dan
edukasi kepada calon mempelai merupakan upaya membangun
pengetahuan serta kesadaran hukum masyarakat sebelum memasuki
kehidupan berumah tangga. Sementara itu, dalam perspektif hifz al-
nasl, seluruh kebijakan dan kerja sama yang dibangun oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang diarahkan untuk
mewujudkan keluarga yang berkualitas, menjaga keberlangsungan
keturunan, serta melindungi hak-hak perempuan dan anak sesuai
dengan tujuan syariat Islam.

Dengan demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap
kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini yang
dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang tidak
hanya memenuhi ketentuan hukum positif di Indonesia, tetapi juga
mencerminkan nilai-nilai Magasid al-Syart'ah yang berorientasi pada
kemaslahatan, pencegahan kemudaratan, serta perlindungan terhadap

jiwa, akal, dan keturunan.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran

Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam

mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi

perempuan dalam kasus pernikahan dini, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut.

1.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang telah berperan
dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan
reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini melalui berbagai
upaya preventif dan administratif. Implementasi tersebut dilakukan
melalui pemeriksaan dokumen administrasi dan verifikasi usia calon
mempelai sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,
penerbitan surat penolakan bagi calon mempelai yang belum
memenuhi batas usia minimum perkawinan, pelaksanaan Bimbingan
Perkawinan, pemenuhan persyaratan pemeriksaan kesehatan
reproduksi bekerja sama dengan Puskesmas, serta koordinasi dengan
Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Cahaya
Perempuan Women Crisis Center (CPWCC) Bengkulu melalui Forum
Komunikasi Perempuan Akar Rumput (FKPAR). Implementasi
tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya
dilaksanakan melalui fungsi administratif KUA, tetapi juga melalui
model kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Puskesmas, PLKB,
Penyuluh Agama, serta CPWCC Bengkulu melalui FKPAR sebagai
bentuk penguatan perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi
perempuan yang didukung oleh standar kebijakan yang jelas, sumber
daya yang memadai, karakteristik organisasi yang mendukung,
komitmen aparatur, komunikasi dan koordinasi lintas sektor yang
efektif, serta dukungan lingkungan politik yang kondusif. Namun
demikian, efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh kondisi
sosial dan ekonomi masyarakat, seperti rendahnya kesadaran hukum,

budaya yang masih menerima pernikahan dini, serta faktor ekonomi
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yang mendorong sebagian keluarga menikahkan anak pada usia yang
belum memenuhi ketentuan hukum.

2. Ditinjau dari perspektif Magqgasid al-Syari'ah, implementasi
perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan yang
dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang telah
sejalan dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam mewujudkan
hifz al-nafs (pemeliharaan jiwa), kifz al-'aql (pemeliharaan akal), dan
hifz al-nasl (pemeliharaan keturunan). Penerapan batas usia minimum
perkawinan, pemeriksaan  kesehatan reproduksi, Bimbingan
Perkawinan, penyuluhan hukum, serta kolaborasi lintas sektor
merupakan bentuk perlindungan yang bertujuan mencegah
kemudaratan dan mewujudkan kemaslahatan bagi perempuan,
keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, implementasi
perlindungan hukum yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Selupu Rejang tidak hanya memenuhi ketentuan hukum
positif di Indonesia, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Magasid al-
Syart'ah yang berorientasi pada perlindungan jiwa, akal, dan
keturunan.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti
memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang

Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang diharapkan
dapat terus memperkuat implementasi perlindungan hukum terhadap
kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus pernikahan dini melalui
peningkatan kualitas Bimbingan Perkawinan, optimalisasi penyuluhan
hukum kepada masyarakat, serta memperluas kerja sama dengan
berbagai instansi terkait. Selain itu, kolaborasi yang telah terjalin
dengan Puskesmas, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB),
serta Cahaya Perempuan Women Crisis Center (CPWCC) Bengkulu
melalui Forum Komunikasi Perempuan Akar Rumput (FKPAR),

termasuk implementasi Nota Kesepahaman (Memorandum of
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Understanding atau MoU), diharapkan dapat dipertahankan,
dievaluasi secara berkala, serta dikembangkan menjadi model kerja
sama yang berkelanjutan dalam upaya pencegahan pernikahan dini
dan perlindungan kesehatan reproduksi perempuan.
Kepada Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait

Pemerintah daerah bersama instansi terkait diharapkan dapat
terus meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan
pernikahan dini melalui penyuluhan, pendidikan, pendampingan
keluarga, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai
pentingnya memenuhi batas usia minimum perkawinan. Sinergi antara
Kantor Urusan Agama, Puskesmas, Penyuluh Lapangan Keluarga
Berencana (PLKB), lembaga perlindungan perempuan, serta unsur
masyarakat perlu terus diperkuat agar implementasi perlindungan
hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dapat berjalan
secara lebih efektif dan berkelanjutan.
Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada peran Kantor Urusan Agama
Kecamatan Selupu Rejang dalam mengimplementasikan perlindungan
hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam kasus
pernikahan dini. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat
mengembangkan  penelitian  dengan mengkaji  implementasi
perlindungan hukum pada wilayah yang berbeda, melakukan studi
komparatif antar Kantor Urusan Agama, atau menganalisis efektivitas
kolaborasi lintas sektor dalam pencegahan pernikahan dini
menggunakan pendekatan hukum maupun pendekatan interdisipliner

lainnya.
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13.

14.

Bagaimana prosedur pemeriksaan persyaratan perkawinan yang dilakukan oleh
KUA Selupu Rejang, khususnya terkait verifikasi usia calon mempelai?

Apa tindakan yang dilakukan KUA apabila ditemukan calon mempelai yang belum
memenuhi batas usia minimal 19 tahun?

Apakah pernah terjadi kasus di mana data usia calon mempelai dipalsukan atau tidak
sesuai? Bagaimana KUA menyikapinya?

Bagaimana mekanisme penolakan pencatatan dan pengarahan dispensasi ke
Pengadilan Agama? Apakah KUA memberikan surat penolakan tertulis?

Dalam kegiatan BIMWIN, Apa saja materi yang disampaikan?

Siapa saja yang menjadi narasumber dalam program BIMWIN? Apakah ada kerja
sama dengan pihak lain?

Apakah ada kendala dalam menjalin dan mempertahankan kerja sama lintas sektoral
tersebut?

Apakah KUA melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan di bawah umur?
Bagaimana bentuk, frekuensi, dan sasarannya?

Apakah dalam sosialisasi tersebut disampaikan mengenai dampak pernikahan di
bawah umur terhadap kesehatan reproduksi perempuan?

Menurut Bapak, bagaimana peran KUA secara keseluruhan dalam melindungi
perempuan dari risiko pernikahan di bawah umur, dan apakah upaya tersebut sudah
cukup efektif?

Apa saja hambatan yang dihadapi KUA dalam mencegah pernikahan di bawah
umur, baik dari sisi regulasi, sosial-budaya, anggaran, maupun SDM?

Apakah fenomena kehamilan di luar nikah menjadi faktor utama?

Apakah masih ada pemikahan sirri di bawah umur? Bagaimana KUA
menyikapinya?

Dalam perspektif hukum Islam, apakah Bapak memandang bahwa pencegahan
pernikahan di bawah umur oleh KUA merupakan bagian dari upaya menjaga
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Bagaimana prosedur teknis pemeriksaan berkas perkawinan yang Bapak/Ibu
lakukan, khususnya verifikasi usia calon mempelai?

Dokumen apa saja yang wajib dilengkapi oleh calon mempelai? Apakah ada
dokumen khusus terkait keschatan?

Apa yang Bapak/Ibu lakukan apabila calon mempelai belum berusia 19 tahun?
Bagaimana reaksi keluarga ketika permohonan ditolak?

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, berapa banyak kasus permohonan nikah di
bawah umur yang masuk ke KUA ini?

Dalam pengalaman Bapak/Ibu, apa alasan paling umum yang dikemukakan keluarga
yang ingin menikahkan anaknya di bawah umur?

Dari kasus-kasus tersebut, berapa yang ditolak dan berapa yang akhirnya mendapat
dispensasi dari Pengadilan Agama?

Apakah dalam proses pencatatan nikah, ada pemeriksaan atau persyaratan terkait
kesehatan reproduksi calon mempelai perempuan?

Menurut pengamatan Bapak/Ibu, apakah calon mempelai di bawah umur memahami
risiko kesehatan reproduksi dari pernikahan dini?

Apakah Bapak/Ibu pernah mengetahui adanya kasus perempuan yang menikah di
bawah umur di wilayah ini kemudian mengalami masalah kesehatan reproduksi?
Menurut Bapak/Ibu, apa bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUA terhadap
calon mempelai perempuan yang masih di bawah umur?

Apakah ada koordinasi antara KUA dengan instansi lain dalam upaya pencegahan
pernikahan di bawah umur?

Apa kesulitan teknis yang paling sering dihadapi dalam proses pencegahan
pernikahan di bawah umur di lapangan?

Menurut Bapak/Ibu, apakah prosedur administrasi pencatatan nikah saat ini sudah
memadai untuk mencegah pernikahan di bawah umur?

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana dampak pernikahan di bawah umur terhadap
kesiapan fisik dan reproduksi perempuan?



15. Apa harapan dan saran Bapak/Ibu untuk meningkatkan peran KUA dalam
melindungi kesehatan reproduksi perempuan, khususnya dalam pencegahan
pernikahan di bawah umur?

Selupu Rejang, 2 Mer 2026
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1.

Apa saja program penyuluhan yang berkaitan dengan pencegahan pernikahan di
bawah umur, dan bagaimana metode yang digunakan?

Siapa sasaran utama penyuluhan pencegahan pernikahan dini? Apakah remaja juga
menjadi sasaran?

Seberapa sering penyuluhan ini dilakukan?

Materi apa saja yang disampaikan, termasuk dalil-dalil agama Islam terkait kesiapan
menikah dan larangan mudarat?

Apakah dalam materi penyuluhan juga disampaikan tentang dampak pernikahan dini
terhadap kesehatan reproduksi perempuan? Jika ya, seperti apa pembahasannya?
Bagaimana respons masyarakat terhadap penyuluhan pencegahan pernikahan di
bawah umur? Apakah ada resistensi atau penolakan?

Apakah penyuluhan ini dilakukan secara koordinatif dengan pihak lain seperti
Puskesmas, sekolah, atau organisasi perempuan?

Apa hambatan utama dalam pelaksanaan penyuluhan, dan apa harapan Ibu untuk
meningkatkan efektivitasnya ke depan?

Selupu Rejang, (2 My 2026
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1.

Apa nama resmi lembaga ini, sejak kapan berdiri, dan apakah bernaung di bawah
pemerintah daerah atau bersifat independen?

Apa lingkup kerja lembaga dalam perlindungan perempuan dan anak? _

Apakah lembaga pernah menerima pengaduan atau mendampingi kasus pernikahan di
bawah umur? Berapa jumlah kasus dan apa permasalahan utama yang dialami
korban?

Apakah terdapat kasus di mana perempuan yang menikah di bawah umur mengalami
gangguan atau komplikasi kesehatan reproduksi? Bisa diceritakan secara umum tanpa
menyebutkan identitas?

Apa saja bentuk kegiatan atau program yang dilakukan lembaga ini untuk melindungi
perempuan dan anak dari dampak pernikahan di bawah umur?

Bagaimana pandangan lembaga terhadap efektivitas peran KUA dalam mencegah
pernikahan di bawah umur? Apakah ada kasus yang tetap terjadi meski sudah ada
mekanisme pencegahan?

Apakah lembaga ini memiliki koordinasi atau kerja sama dengan KUA Selupu Rejang
dalam upaya pencegahan pernikahan di bawah umur?

Apa hambatan utama yang dihadapi lembaga dalam upaya perlindungan perempuan
dan anak dari pernikahan di bawah umur?

Apa rekomendasi lembaga untuk memperkuat perlindungan tersebut, khususnya
terkait peran KUA?

Selupu Rejang, 2026
oo SURBARTINY.............. )
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1.

Bagaimana mekanisme kerjasama antara PLKB dan KUA Selupu Rejang dalam
kegiatan bimbingan perkav;finan (BIMWIN/SUSCATIN), apakah sudah ada MoU
resmi, dan bagaimana pembagian peran keduanya?

Sebagai mitra KUA Kecamatan Selupu Rejang, materi apa yang Bapak/Ibu
sampaikan dalam kegiatan BIMWIN, khususnya terkait kesehatan reproduksi dan
pencegahan pernikahan dini?

Apakah PLKB memiliki program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang aktif di
Kecamatan Selupu Rejang, dan bagaimana pelaksanaannya dalam upaya pencegahan
pernikahan di bawah umur?

Apakah PLKB memiliki program Bina Keluarga Remaja (BKR) atau Pusat Informasi
dan Konseling Remaja (PIK-R) di wilayah Selupu Rejang, dan bagaimana program
tersebut berkontribusi dalam mencegah pernikahan dini?

Selain BIMWIN, apakah ada kegiatan lain yang dilakukan PLKB bersama KUA
Selupu Rejang dalam upaya pencegahan pernikahan di bawah umur di wilayah ini?
Sejauh mana peran KUA Selupu Rejang dalam mencegah pernikahan di bawah umur
sudah berjalan efektif, dan apakah materi kesehatan reproduksi dalam bimwin sudah
cukup menjangkau calon pengantin yang berisiko, khususnya yang usianya masih
muda?

Dalam pelaksanaan kerjasama dengan KUA, hambatan apa yang Bapak/Ibu temui di
lapangan, baik dari sisi koordinasi, keterbatasan sumber daya, maupun respons

masyarakat?



8. Menurut pengamatan Bapak/Ibu, faktor apa yang membuat sebagian masyarakat di
Kecamatan Selupu Rejang masih tetap melangsungkan pernikahan di bawah umur
meskipun sudah ada penyuluhan dari KUA dan PLKB?

9. Apa saran Bapak/Ibu untuk memperkuat dalam kerjasama antara PLKB dan KUA ke

depan agar perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan lebih optimal?

Selupu Rejang, ‘3 Junt 2026
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PEDOMAN WAWANCARA

NAMA : NURWANTO
NIM 22621029
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEHATAN

REPRODUKSI = PEREMPUAN DALAM KASUS
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (STUDI PERANAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SELUPU

REJANG)
NAMA NARASUMBER  : fa-(suO

JABATAN A
HARITANGGAL : Senw /1@ Met 2otk

LOKASI WAWANCARA : Kediawan Narasowoef

Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai fenomena pernikahan di bawah umur?
Menurut Bapak/Ibu, apa faktor utama yang mendorong masyarakat menikahkan anak
di bawah umur?

Apakah masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa batas usia minimal pernikahan
adalah 19 tahun sesuai undang-undang?

Bagaimana pandangan masyarakat dan tokoh agama setempat mengenai dampak
pernikahan di bawah umur terhadap perempuan, khususnya terkait kesiapan menjalani
kehamilan dan persalinan?

Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti atau mengetahui adanya sosialisasi dari KUA
mengenai pencegahan pernikahan di bawah umur?

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peran KUA selama ini dalam mencegah pernikahan
di bawah umur di masyarakat? Apakah sudah cukup efektif?

Apakah masih ada praktik pernikahan sirri (tidak tercatat) di bawah umur di
lingkungan masyarakat? Apa yang mendorong hal tersebut?

Apa saran Bapak/Ibu untuk meningkatkan upaya pencegahan pernikahan di bawah
umur di Kecamatan Selupu Rejang?

Dalam ajaran Islam, dikenal prinsip "la darar wa la dirar" (tidak boleh
membahayakan diri sendiri dan orang lain). Menurut Bapak/Ibu, apakah prinsip ini
relevan dengan upaya mencegah pernikahan di bawah umur?

Selupu Rejang; |§ Mmet 2026
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PEDOMAN WAWANCARA

NAMA : NURWANTO
NIM 22621029
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEHATAN

REPRODUKSI = PEREMPUAN DALAM KASUS
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (STUDI PERANAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SELUPU

REJANG)
NAMA NARASUMBER : MAZian4
JABATAN . Bma
HARI/TANGGAL . Mingou |7 met 208¢

LOKASI WAWANCARA : keclaman Nagosumber

Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai fenomena pernikahan di bawah umur?
Menurut Bapak/Ibu, apa faktor utama yang mendorong masyarakat menikahkan anak
di bawah umur?

Apakah masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa batas usia minimal pernikahan
adalah 19 tahun sesuai undang-undang?

Bagaimana pandangan masyarakat dan tokoh agama setempat mengenai dampak
pernikahan di bawah umur terhadap perempuan, khususnya terkait kesiapan menjalani
kehamilan dan persalinan?

Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti atau mengetahui adanya sosialisasi dari KUA
mengenai pencegahan pernikahan di bawah umur?

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peran KUA selama ini dalam mencegah pernikahan
di bawah umur di masyarakat? Apakah sudah cukup efektif?

Apakah masih ada praktik pernikahan sirri (tidak tercatat) di bawah umur di
lingkungan masyarakat? Apa yang mendorong hal tersebut?

Apa saran Bapak/Ibu untuk meningkatkan upaya pencegahan pernikahan di bawah
umur di Kecamatan Selupu Rejang?

Dalam ajaran Islam, dikenal prinsip "la darar wa la dirar” (tidak boleh
membahayakan diri sendiri dan orang lain). Menurut Bapak/Ibu, apakah prinsip ini
relevan dengan upaya mencegah pernikahan di bawah umur?

Selupu Rejang, |7 Me; 2026
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PEDOMAN WAWANCARA

NAMA NURWANTO

NIM 22621029

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEHATAN
REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM KASUS
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (STUDI PERANAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SELUPU
REJANG)

NAMA NARASUMBER  : o#72CA: 88T

JABATAN L STAF FwTSO AL Quoars PP FESPAO

HARI/TANGGAL L seasa G - or - 202¢

LOKASI WAWANCARA : fureesmas  SAmBireso

1.

Bagaimana bentuk dan mekanisme kerja sama Puskesmas—-KUA dalam bimwin?
Apakah berdasarkan MoU atau koordinasi rutin?

Apa saja materi kesehatan reproduksi yang disampaikan kepada calon pengantin,
dan bagaimana metode penyampaiannya?

Apakah ada penekanan khusus bagi calon pengantin yang berusia muda atau
mendapat dispensasi?

Berdasarkan pengalaman Ibu/Bapak, bagaimana kondisi kesehatan reproduksi
perempuan yang menikah di bawah umur di wilayah ini? Apakah ada kasus
komplikasi kehamilan atau persalinan?

Menurut Ibu/Bapak, apa risiko utama terhadap kesehatan reproduksi perempuan
yang menikah sebelum usia 19 tahun?

Menurut Ibu/Bapak, apakah bimbingan kesehatan reproduksi dalam BIMWIN sudah
cukup efektif dalam memberikan pemahaman kepada calon pengantin?

Apa hambatan utama yang dihadapi Puskesmas dalam pelaksanaan bimbingan
tersebut?

Apa harapan dan saran Ibu/Bapak untuk meningkatkan perlindungan kesehatan
reproduksi perempuan, khususnya bagi yang menikah di usia muda?

Selupu Rejang, /¢- O~ 2026
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